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RINGKASAN

Penelitian signifikansi sosial hukum berkenaan
dengan pendaftaran tanah tidak hanya tertuju pada
kepastian hak atas tanah saja tetapi pada sisi lainya,
bagaimana pemanfaatan hukum untuk melindungi hak-hak
rakyvat atas tanahnya. Dengan demikian secara umum
penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan (dis-
kripsi) beberapa permasalahan hukum secara sistematik
mengenai substansi hukum. struktur hukum dan kajian
kultur hukum ¢(legal culture). Sebagai tujuan khusus
penelitiqn ini adalah kepastian hukum yang mendasari
pendaftaran tanah kaitannya dengan'Program Pariwisata,
yang ternyata membawa dampak kurang menggembirakan bagi
upaya membina warga magyarakat dalam menyesuaikan diri
terhadap perubahan yang sedang berlangsung.

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat memberi-
kan kontribusi bagi peneliti berikutnya; membantu patra
mahasiswa dalam memahami permasalahan yang terjadi
sekitar pendaftaran tanah; dapat digunakan oleh para
penentu kebijakan (aparat birokrasi) untuk merumuskan
kebijaksanaan konsolidasi atau Penataan Penggunaan
tanah/lahan.

Krangka teoritik' dan konsepsional menggunékan
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konsep signifikansi sosial hukum (social significance
o law) terutama melihat hukum dari pengaruh aturan itu
terhadap tingkah laku manusia untuk mencapai tujuannya.
Untuk mencapai tujuan atau keinginan warga magsyarakat,
didahului oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap
aturan-aturan yang ada. dan selanjutnya dapat diper-
timbéngkan apakah aturan tersebut dapat dipergunakan
untuk memenuhi kepentingannya.

Metode penelitian dengan pendekatan hukum vang
berorientasi kepada ketentuan institusi normatif yang
berperaﬁ mengontrol bekerjanya aparat penentu ke-
bijakan (struktur dan prilaku pelaksana hukum): dan
bidang sosio-kultural (persepsi, sikap pandang, prilaku
pengguna hukum). Data dan bahan hukum: primer dan
skunder ~dengan mengunakan metode pengumpulan data
melalul studi empirik. kasus vang dikumpulkan melaliui
wawanéara, pengamatan dan studi dokumen. Teknik
analisis dilakukan secara kualitatif, serta
pengembangan teori melalui metode deduktif, induktif
guna membentuk suatu kesimpulan ("general empirik")

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksan;an
Pendaftaran Tanah tidak hanya dapat dilihat dari
kepastian hukum saja, tetapi erat kaitannya dengan
prinsip-prinsip dasar yang asasi berupa fungsi dan

v
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manfaat tanah/lahan vang memiliki tujuan materiil dan
tujuan immateriil.
Landasan hukum Pendaftaran Tanah sebelum UUPA 1980
berlakq ketentuan "Overschrijvings Ordonantie (5.1834-
17); “Ordonansi Ralik Nama" {5.1834 Nomor 27y ;
Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun
1992. Setelah UUPA 1960 berlaku PP 10 Tahun 1960 (LN
1961-28, TLN 2171) tentang "Pendaftaran Tanah" sekarang
telah diganti menjadi PP 24 Tahun 1997 (LN 1997-59, TLN
3696) tentang “Pendaftaran Tanah”, yang menganut asas-
asas adalah: sederhana: aman; terdangkau: mutahir dan
terbuka dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum
(kepastian hak) vyang bersifat rechts kadaster.
Signifikansi sosial Pendaftaran Tanah khususnya‘di
lokasi penelitian, seperti telah disajikan data hasil
penelitian, bahwa semenjak berlakunya PP 10 Tahun 1991
banyak tanah~tanah di Resort Wisata Selong Belanak
telah didaftarkan untuk memperoleh sertifikat.
Dari Pengungkapan data lapangan tersebut menunjukan
tingkah laku warga masyarakat telah berorientasi kepada
ketentuan vang ada '{menggunakan sarana hukum vang
disediakan) untuk mendapatkan kepastian hak. Setelah
mereka memperoleh sertifikat hak akan lebih terjamin
rasa aman tertib dan harmonis (social harmony),

vi

is Maladi
TESIS Signifikansi sosial pendaftaran .... | Yanis

“—




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tehindar dari adanya gangguan‘ dari pihak luar,
disampiqg itu secara ekonomig nilai tanah mereka akan
menjadi lebih tinggi/memperkuat bosisi tawar-menawar
terhadap para pemilik modal.
Tetapi semenjak masuknya Program pariwisata, suasana
kehidupan tertib. dan rasa amem {harmony) warga
masyarakat mulai terusik, mereka tidak lagi dapat
mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah-tanah hak
miliknya. Bahkan Posisi mereka gselaku pemegang hak-
milik semakin terdesak, mereka diminta untuk melepaskan
hak-miliknya untuk kepentingan bpembangunan pariwisata
( pembangunan hotel, lapangan golf dll) dengan menerima
ganti rugi seadanya sesuaj ditetapkan oleh Pemerintah.
Berdasarkan ketentuan normatif {(uu) produ? Peme-
rintah dalam memberikan jaminan kepastian hak atas
tanah melalui Pendaftaran Tanah. kemudian dikembangkan
menurut kajian teoritik, maka signifikansi sosial
hukum Pendafarana Tanah terlihat pada tingkah laku para
warga masyarakat (aktor) berorinetasi kepada ketentuan
vang ada. disamping itu bahwa ketentuan hukum itu dapat
menimbulkan sosial, ekonomi, politik yang membentuk
keinginan para warga (aktor) di masyarakat.
Sedangkan dilihat dari penggungaan hukum, sigAifikasi
sosial Pendaftaran Tanah dapat dirineci dalam beberapa
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aspek:

1. setelah warga masyarakat menggunakan sarana vang
disedikan oleh hukum dibandingkan dengan sarana
lainnya;

2. penggunaan sarana hukum itu sejalan dengan tujuan
warga masyarakat;

3. terjadi proses reproduksi dari aturan hukumi

4. ketentuan hukum itu efektif dan berhasil.

Sebagai simpulan, bahwa penggunaan dan pemanfaatan
hukum untuk memberikan jaminan kepastian hak serta

melindungi hak-hak rakyat atas tanah dengan baik, maka

sarana hukum yvang ada itu menjadi signifikansi sosial.
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ABSTRACT

This social law significance research dealing with
land registerations is not only the land, but also any
other sides else. For instance, haw to utilize/apply
the law Lo protect the societies rights on their lands.
Therefore, in general this research, aims at describing
some problems of law systimatically for the law
substances, law structures and the study of law
culturcp (legal culture). The specific/the obyective
aime of this research is the ensured law that base the
land registrations in relationship to tourism pPrograms
which is trully bringing ungood impact for training the
society to adapt themselves in nowadays situation.

The‘significance of this research is to contribute
for .the next researchers, to help students to
understand the problems happened for the case of lands,
for the policy makers.

The wmethed of this research is an approach refers to
the institution norms that control the policy maqus
policy, and to control the sicio-cultural behaviors to

land loards.
ix
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The results of this research is to uneavered

social law significant for the behavior of the

(land 1loards) to apply the relation norms

effect is seen after reproducing the law. More

the most clear thing is found the law is very

for themselves according to the related law.

the is'very effective and successful for them.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Permasalahan esensi berkenaan dengan pendaftaran
tanah tidak hanya tertuju pada kepastian hak a%as tanah
atau pemanfaatan lahan tetapi juga pendaftaran tanah.
S5isi lain pendaftaran tanah, adalah signifikansi sosial
vang terkandung, serta respon warga masyarakat terhadap
program pendaftaran tanah.
Signifikansi kepastian hak atas tanah/pemanfaatan
lahan senantiasa didambakan oleh kelompok atau
~ warga masyarakat. Menurut hukum positif, hak adat
atau hak kelompok ¢ “communal right”) memang diakui
adanya terutama untuk mendapatkan kepastian hak melalui
pendaftaran tanah sebagai suatu proses yang diakhiri
dengan terbitnya sertifikat yang memberi signifikansi
untuk' pembuktian penguasaan hak?l. Misalnya, hak adat
pada Suku Sasak yang dikenal dengan sebutan “paer”. Hak
ini diakui eksistensinya oleh pemerintah daerah,
menilik beberapa orang secara bersama-sama membuka

lahan ~pertanian karena desakan kebutuhan hidup.

1Haria 5.4W. Sumardjono, "Kepastian Hukum dan Perlindungan
Hukum dalam Pendaftaran Tanah", makalah kerja sama Fakultas Hukum
UGM & Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta 13 Sepetember 1997,
h.l.
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Biasanya kelompok ini membentuk sebuah organisasi,
menentukan pemimpin, menetapkan berbagai aturan dan
norma délam memanfaatkan tanah, juga batas areal Jlahan
vang dikuasainya. Hak individu terhadap 1lahan secara
umum digambarkan berpola “mulur-mengkeret " seiring
dengan akitifitas. serta kesungguhan individu mengelola
tanah.

Pada saat ini kelompok sangat mendambqkan
kepastian hak mereka, mengingat kebutuhan pengembangan
kepariwisataan atas tanah. karena melalui upava inilah
mereka mempercleh perlindungan hukum dari aparat yang
berlegitimasi atas "hak"< vang telah dimilikinya.
Pengakuan hukum atas hak milik seseorang merupakan
langkeh strategis untuk menunjang pembangunan. Adanya
sertifikat tanah jhga akan memperkuat posisi tawar
retani/pemilik tanah terhadap para premilik modal yang

ingin memperoleh sebidang tanah untuk tapak usaha

mereka.8

Demikian Pendaftaran tanah menjadi Program Nasional.

2"hak" yang dimilikinya setekat hanya berdasarkan kenyataan
materiil yang tak dapat disangsikan, bahwa kelompok serta warga
masyarakat berhak atas lahan yang dikuasainya menilik suatu
rentang waktu relatif lama, dan memanfaatkannya bagi kepentingan
hidup tanpa gangguam hukum dari pihak atau kelompok lainr

3Luknan Soetrisno, "Hak Komunal, Atas Tanah Perspektif
Sosiologi”, Semilokal Tanah Adat di Indonesia, Ciawi~Bogor, 3-5
September 1996, h.5,
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(Prona) pada awal dekade delapan puluhan: namun
kenyataannya terutama dalam rangka menerima arus masuk
rpara pengusaha kepariwisataan perihal pendaftaran hak
atas tanah kelompok dan warga masyarakst kurang
memperoleh perhatian aparat Pemerintah. Sikap
Pemerintah ini tentu menimbulkan kekurangpastian hak
atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat: sehingga pada
gilirannya tak melindungi mereka dari kekuatan para
pengusaha (penanam modal).

Dalam studi ini diketengahkan kondisi pemanfaatan
 lahan/hak kelompok serta anggotas dalam hubungan dengan
perkembangan kepariwisataan, kebijaksanaan Pemerintah
Daerah Dberkenaan dengan pengaturan pemanfaatan lahan,
serta perbenturan nilai dan norma yvang terjadi karena
adanyalperubahan pemanfaatan lahan.

Dalam negara agraris seperti Indonesia premanfaatan
lahaﬁ muncul Bsebagai suatu hal wuniversal. Hal itu
terjadi karena tanah dalam magyarakat mempunyai
hubungan vang sangat erat dengan permasalahan
kesejahteraan Seseorang, maupun perkembangan kehidupan
keluarga, maupun kelompok; oleh karena mempertahankan
tanah berarti merupakan hidup dan kehidupan. Kecuali
bernilai ekonomis, tanah Jjuga secara interinsik
mengandung nilai yang bermakna sangat tinggi dan

mendasar. Tanah dijadikan simbol sosio-kultural.
ki
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Tingkat astatus sosial =seseorang tercermin pada jumlah
penguasaannya atas tanah. Semakin banyak tanah dimiliki
atau dikuasai seseorang maka semakin tinggi} status
sosialnya. Jadi tanah dapat dijadikan tolok ukur
prestasi dan prestise sosial. mulai dari tindakan
(action) sebagai individu atau kelompok (indiviual”
collective), kelompok-kelompok (group collection}) dan
sebagainya.

Bagi masyarakat Sasak baik dalam ikatan ke-
kerabatan, keluarga batih, maupun kelompok dalam suatu
'desa, "banjar"”, dan lain-lainnya tanah menjadi simbol
hubungan luhur ikatan antara anggotanya, juga antara
leluhur dengan remilik atau pihak vang mengua-
sainya. ©Sebagai sarana berdialog dengan para sesepuh
atau leluhur (yang telah tiada); sebagai pertanda bahwa
leluhur senantiasa hadir di tengah-tengah mereka.

'Makna religius ini tercermin pada usaha seseorang
mempertahankan tanahnya seakan mempertahankan eksisten-
si perikehidupannya vang selalu dipelihara keserasian,
ketertiban, aman dan harmonis (Donald Black menyebutnya
dengan istilah ‘“social harmony”) tidak ada gangguan
dari pihak manapun.

Dalam pada itu permasalahan tanah mulai ber-
kembang berkaitan dengan pengembangan usaha kepari-

wisataan adalah tidak hanya perselisihan pendis-

T
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tribusian (struktur) kepemilikaﬁnya, melainkan juga
ketimpangan dalam pemanfaatan tanah/lahan vang
menyentuh hingga permasalahan mempertahankan hak warga
masyarakat terhadap "kepentingan"” vang sering
didalihkan oleh penentu kebijakan sebagai upaya
meningkatkan “Pendapatan Asli Daerah".

Para pihak yang. terlibat dalam sengketa atas tanah
pun bergeser. semula lebih banyak terjadi antar tuan
tanah dengan penggarap (patron-klien), sekarang terjadi
antara rengusaha industri kepariwisataan vang
memperoleh Ijin Pencadangan Lahan ( "business communi-
ties") dengan para petani-pemilik: atau antara.
Pemerintah dengan pemilik 1lahan. Inilah menjadikan
rermasalahan tanah tidak sekedar merupakan sengketa hak
melainkan Jjuga pertentangan kepentingan ( ‘“conflict")
pemanfaatan lahan secara struktural. '

Keterlibatan aparat birokrasi secara aktif dalam
pembebasan dan pemanfaatan lahan sesungguhnya berkaitan
dengan tugas yang diembannya, yakni melaksanakan
berbagai program pembangunan yang memerlukan lahan
tempat perujudannya program vang ditetapkan, serta
dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang memerlukan
dana. Di sini ditemukan “"kepentingan" Pemerintah Daerah
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; keterlibatan

pengusaha (juga sering tampak dibantu Pemerintah) dalam
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rertentangan pemanfaatan lahan deﬁgan warga masyarakat.

Hal ini terjadi karena Pemerintah merasa ter-
panggil memberikan peluang kepada pihak pengusaha yvang
ingin/turut melaksanakan pembangunan potensi daerah.
Untuk ini Pemerintah memberikan kemudahan kepada
pengusaha dalam proses pembebasan tanah. dan memberikan
Jaminan sehingga para pengusaha tak segan menanam
modalnya.

Dalam hubungannya dengan eksistensi hak kelompok
atas tanah kebijaksanasn Pemerintsh terasa sangsat
berpengaruh."1 Terutama sejak diperkenalkannya beberapa
institusi baru pada pemerintah desa, seperti: Badan
Musyawarah Desa, Lembaga Sosial Desa, atau Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa menggantikan institusi
permusyawaratan vang berkembang di tengah~tengah
masyarakat { "begundem™ atau ‘“krama desa’); vang
dibafengi dengan pembentukan Desa-desa pemekaran,

kurang memperhitungkan eksistensi hak kelompok.

R
qusistensi hak kelompok berhadapan (sangat tergantung
pada) dengan hak pribadi warganya dalam cersin yang elastis
seperti diketengahkan oleh para ahli Hukum Adat terdabulu.
Desawasa ini mengalami perkembangan kondisi. Hak Kelompok atas
tanah berkurang adanya jika hak subyektif tumbuh secara intensif
pada obyek tanah yang "dibuka" secara berkelompok, demikian
sebaliknya hak kelompok tampak kuat apabila hak subyektif tidak
dijumpai. (Periksa: Moh Koesmoe, “"Pengertian fungsi Sosial dalas
Tata Hukum Indonesia Dewasa ini", Airlangga University Press,
Surabaya, 1979, h.143. Saat ini hak kelompok atas tanah pada
umumnya dikuasai oleh “Desa" yang diresmikan oleh Pemerintah.
Demikian pula, tanah-tanah yang berada pada wilayah suatu desa,
pemanfaatannya sangat tergantung pada kekuasaan “Desa”.
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Demikian pula pelbagai persepsi. bandangan, serta nilai
yang terkandung di tengah-tengah masyarakat perihal
pendaftaran tanah tampak pada wilayah tertentu
mengalami pergeseran.

Dari uraian ringkas ini dapat diketahui bahwa
permasalahan hak-hak atas tanah atau hak premanfaatan
lahan .bukan merupakan permasalahan hukum semata,
melainkan berkait erat dengan soéio~kultural yang di
dalamnya tercakup kepentingan ekonomi, politik, dan
kebudayaan masyarakat pada umumnya. Pertemalian sistem
ini tidak bisa hanya dilihat dari pandangan penentu
kebijakan (pejabat struktur) berupa produk peraturan
(UU) vyang memuat isi/materi (substasi), tetapi hdarus
melihat juga sisi kehidupan hukum yang berurat berakar
pada sosio-kultural yang kaya dengan nilai-nilai vang
bersumber dari adat-istiadat, nilai agama atau
pengﬁturan diri sendiri (self regulation) yang sejalan
dengan norma pemerintah. Oleh karena itu pendekatan
vang digunakan harps menggunakan pendekatan sistem

'
hukum (social system) dan atau melihat sistem
kemasyarakat secara menyeluruh (macroscovic).

Permasslahan warga masyarakat sesungguhnya terJjadi
karena adanya kesenjangan serta perbedaan antara

kepentingan warga masyarakat dengan kepentingan para'
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pelaku ekonomi, politik, hukum dan budaya.®

Berkenaan dengan itu. diperlukan menata suatu
sistem pemanfaatan lahan, berupa: perumusan kebijakan
yang secara substantial mengacu kepada perlindungan
kepentingan warga masyarakat. struktur implementasi
kebijakan yang memadai, serta pembinaan kesiapan warga
masyaraiat dalam menanggapi perubahan yang berlangsung.
Kesiapan warga masyarakat untuk ikut serta dalam
pembangunan terutama dalam menghadapi perubahan yang
sedang berlangsung terlihat pada sikap dan tingkah
lakunya, seberapa Jjauh dipengaruvhi oleh hukum itu,
dalam hal apa ia menggunakan sarana hukum yang ’&da
untuk mengatur tingkah lakunya (Periksa: Frans von
Benda-BReckmann: dalam "Why Law does not behave
eritical and contructive reflections in the social law"”
halaman .1.)

.Mudah dimengerti upaya penataan sistem kehidupan
suatu kelompok tak semudah yang dibayangkan, sebab
ditengah masyarakét hukum vang mempengaruh i
implementasi kebijakan Pemerintah, adalah sikap pandang

warga masyarakat terhadap program yang dicanangkan; di

Dalam tesis i1ni dicoba menerapkan kerangka “Legal Systes”,.
Lawrence . Friedman, dalam mendekati permasalahan yang
mempengaruhi sisi kehidupan hukum masyarakat dengan masuknya
program kepariwisataan di resort wisata Selong Belanak.
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samping itu merekapun memiliki latarbelakang kepen-

tingan serta nilai sosio-kultural yang berbeda satu

dengan yang lainnya.6

Dengan demikian kian Jjelaslah, bahwa perihal
pendaftaran tanah di samping merupakan permasalahan
kepastian hukum, ia sangat berkaitan dengan nilai
gosio-kultural (termasuk di dalamnya nilai religi yang
kuat diyakini). serta kondisi realistik masyarakat.

Pada masyarakat Sasak yang menghuni Pulau Lombok
memiliki institusi hak-hak atas tanah/pemanfaatan lahan
dikenal dengan sebutan “paer” itu. Pada dasarnya "paer"”
merupakan wilayah yang dihuni, dikuasai, atau dimiliki
oleh suatu paguyuban (persekutuan) hidup , seperti
desa, kekeliangan. banjar, dan léin—lainnya; di samping
Juga merupakan areal modal usaha pencaharian hidup,
serta batas wilayah atau simbol integritas dan
eksiétensi kelompok paguyuban yang layak dipertahankan
dari "gangguan' pihak luar.

Dengan demikian dapat dilihat secara konsepsienal

"paer"7 mengandung makna sosio-kultural vang ada dalam

6Periksa: perihal Budaya Hukum, dalam Lawrence M. Friedman,
"On Legal Development”, Rutgers Law Review, h. 27-30.

7Nakna "paer”" sesunggquhnya tidak sekedar hak (kelomopok)
atas tanah/pemanfaatan lahan, melainkan mengadung arti yang lebih
mendasar bagl peri kehidupan kelompok, yakni: merupakan batas
wilayah, asal-usul warga dan leluhurnya, citra kelompok, simbul
kebanggaan kelompok, ikatan kekerabatan, dan lain-lainnya.
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komponen sistem hukum. Sehingga pﬁda gilirannya “paer"”
dapat didekati melalui pendekatan sistem hukum {social
system) vyang memiliki tiga komponen - struktur,
substasi dan kultur.

Sejarah memperlihatkan, proses tibul dan perkem-
bangan eksistensi “"paer"” sangat dipengaruhi sikap dan

persepsi segenap warga masyarakat Suku Sasak dalam

memanfaatkan “paer” guna memenﬁhi tujuan hidupnya,
tentu dengan memperhatikan ukuran bersama
(significance 8 serta nilai-nilai yvang telah dihormati
dan mengakar kuat.

Setelah masuknya program kepariwisataan kehidupan
meraka mulai terusik, terjadi benturan-benturan nilai
yang mempunyai pengaruh pada prinsip-prinsip dasar pola
pengugasaan dan pemilikan tanah/lahan. Yang raling
dirasakan pengaruhnya oleh warga masyarakat pemegang

bperan, yakni mereka tidak lagi diberikan keleluasaan,

BDisini ditemukan makna normatif, serta makna sosial hukum
digambarkan oleh Franz ven Benda Beckmann sebagai:,....law becomes
significant socially when human behavior s "Influenced’ by law
and when people make use of law in purposive conduct.

Jadi peraturan hukum yang signifikansi sosial diartikan
ketika norma hukum itu mempengaruhl aksi warga masyarakat, serta
menqggunakannya dalam mencari tujuan yang diinginkan.
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11

kebebasan melalukan ajudikasig' pendaftaran untuk
memperoleh sertifitat hak-hak atas tanah vang
‘didambakan warga masyarakat.
Sikap Pemerintah yang kurang memperhatikan pelayanan
kepentingan warga masayarakat dalam pendaftaran tanah
sulit dapat difahami, karena sebelum masuknya. program
kepariwisataan banyak tanah-tanah dikawasan atau resort
wisata. Seiong Belanak sudah bersertifikat, yang dasar
pengajuan aJjudikasi melalui “lembaga konversi” dimana
tanah-tanah vyang pemilikannya berdasarkan hak-milik
lama (tanah-adat) dapat ditingkatkan status untuk
memperoieh sertifikat hak—mi.li]ﬂ:.]“-O

Sikap Pemerintah yang kurang memperhatikan
kepentingan warga masyarakat dalam memperjuangkan hak-
haknyva untuk ajudikasi pendaftaran atas tanah setelah
masuknya program kepariwisataan, telah memberi pengaruh

pada sisi kehidupan hukum masyarakat yang ada dalam

konsep “pair’.

l;'r-\jt.uiikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
proses pendaftaran tanah untuk pertams kali, meliputi pengumpulan
dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenal satu
atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan
pendaftarannya (Pasal 1 butir ke-8).

10pksistensi hak-milik menurut hukum  adat  diakui
keberadaannya cleh UUPA 1960 dan dapat didaftarkan untuk
memperoleh sertifikat dan atau dapat menjadi obyek hak-milik atas
tanah, b
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B. Perumusan Masalah

Permasalahan utama berkenaan dengan pendaftaran
hak atas tanah adalah mengkaji sisi positivistik sefta
berbagai tujuan vang melekat pada signifikansi
kepastian hukum. Tujuan kepastian Jika dilaksanakan
secara “strict” — melalui pendekatan sosiologis dapat
dijelaskan bahwa dampak yang kurang menggembirakan,
seperti meresahkan. menimbulkan sikap apatis warga
masyarakat, dan lain-lainnya. Oleh karena itu dalam
tesis ini secara sistematis dikemukakan pula kontribusi
sub-sistem hukum yang lainnya, seperti sub-sistem yvang
ideal-abstrak bertujuan menciptakan keadilan, dan
kemanfaatan hukum.

Hal terakhir ini sangat dekat dengan kajian vang
berorientasi pada pendekatan sosiologis. Ia dicanangkan
hanya' untuk memahami sikap, pandangan, dan tanggapan
warga masyarakat (baca: kultur hukum) yang sering tak
serasi dengan/terhadap program Pemerintah.T Dalam
konteks ini {sehubungan dengan pendaftaran hak atas
tanah) maka sebelum sampail kepada inti permasalahan
terlebih dahulu harus dijabarkan antara lain:
bagaimanakah mekanisme serta kebijakan Pemerintah

Daerah dalam melaksanakan pendaftaran hak berkenaan
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dengan program kepariwisataan, ﬁengingat kondisi hak
serta perlindungan hukum kepada warga masyarakat
sekarang ini; masih diperlukan pendaftaran haklindividu
dan atau kelompok atas tanah/pemanfaatan iahan di
resort wisata Selong Belanak yang memiliki nilai
"paer’”; atau bagaimanakah dukungan “budaya hukum”
masyarakat terhadap kebijakan berkenaan dengan
rendatftaran hak atas tanah dalam rangka Program
kepariwisataan: bagaimanakah pola rendekatan vang
dilakukan dalam menyelesaikan sengketa, pertentangan
.(konpl;k) hak antara berbagai pihak yang berkepentingan
atas pengembangan usaha kepariwisataan.

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan suatu esensi
permasalahan, yakni: “Apakah dengan masuknya program
pariwisata membawa pengaruh pada sisi kehidupan hukum
masyarakat dalam pendaftaran hak atas tanah dikawasan

wisaﬁa Selong Belanak ?°.

C. Tujuan Penelitian

1. Iniuaﬁ_umum
Studi ini bertujuan menggambarkan atau menjelaskan
(deskripsi) beberapa permasalahan hukum secara
Sistematik, sebagai berikut:

a. Dalam gsubstansi hukum, diungkapkan signifikansi
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dan nilai yang terkandung d&lam rendaftaran hak
atas tanah;

b. Pada bagian struktur hukum. berkenaan dengan
mekanisme dan bprasyarat yang melahirkan kepastian
h%k atas tanah;

C. serta kajian kultur hukum: menjelaskan manfaat
pendaftaran hak atas tanah/pemanfaatan lahan bagi
masyarakat dalam menghadapi perubahan vang ter-
Jdadi karena adanya Program Kepariwisataan.

2. Twivan Khusus

Kepastian hukum yang mendasari tujuan rendaftaran
hak atas tanah dicanangkan oleh Pemerintah dan
didambakan oleh warga masyarakat dalam kaitannya
dengan Program Kepariwiaataan, ternyata membawa
dampak yang kurang menggembirakan bagi upaya membina
wafga masyarakat ‘dalam menyesuaikan diri terhadap
perubahan yang berlangsung.

Oleh karena itu, studi ini ingin menemukan sikap,

tanggapan, serta Pandangan warga masyarakat atas

kebijaksanaan Pemerintah dalam hal pendaftaran tanah
pada resort wisata Kabupaten Lombok Tenggah pada
khususnya di Desa persiapan Selong Belanak,

Kecamatan Praya Barat.

. di
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pendaftaran hak atas tanah/
pemanfaatan lahan vyang menelaah pelbagai 8egi secara
sistematik dan signifikansi., menurut hemat lpenyusun
belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Oleh
karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat:

1. memberikan kontribusi bagi peneliti berikutnya,
terutama berkenaan dengan pengembangan kerangka
teoritik dan konsepsional vang digunakan dalam
penelitian atau studi sejenis;

2. membantu para mahasiswa dalam memshami permasalahan
vang terjadi sekitar pendaftaran tanah., tidak hanya
dalam pemahaman positivistik melainkan lebih sistem-
matik dan siginifikansi:

3. digunakan oleh para penentu kebijakan (aparat
biqurat) dalam merumuskan kebijaksanaan program
konsolidasi atau penataan penggunaan tanah ber-
kaitan dengan usaha kepariwisataan pada umumnya, dan
pPenetapan hak atas tanah kepada warga masyarakat
khusunya, serta;

4. membaﬁtu para praktisi menemukan pendekatan yvang

bernuansa nilai  “maknawi” so0sio-kultural dalam

menangani pendftaran tanah dan menyelesaikan kasus,

i ladi
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sengketa atau permasalahan hak/pemanfaatan lahan.
E. FKerangka Teoritik dan Konsepsional (Kajian Pustaka)

1. EKerangka Teoritik

1.1, Signifikansi sosial hukum

Hukum dikatakan signifikansi sosial dapat dilihat
dari pengaruh aturan hukum itu terhadap tingkah laku
manusia untuk mencapai keinginannya. Sehubungan dengan
hal ini maka untuk mengetahui signifakansi sosial dari
aturan hukum dalam masyarakat perlu dilihat mengenai
bagaimana persepsl masyarakat (warganya) terhadap
aturan hukum khususnya menyangkut pendaftaran tanah,
dan juga mengenai bagaimana mereka itu mereproduksi dan
mentranformasikan aturan hukum tersebut ke dalam
tingkah lakunya. Permasalahan ini perliu untuk
'dipefhatikan oleh karena pengaruh dari aturan hukum itu
mengikuti suatu proses, yakni dari pemahaman terhadap
aturan hukum selanjutnya diikuti oleh tindakan baik
vang sifatnya mengikuti ataupun tidak mengikuti aturan
tersebut.

Demikian Jjuga tentang penggunaan aturan hukum
untuk memenuhi keinginan dari warga masyarakt didahului
oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan-aturan

vang ada dan selanjutnya dapat dipertimbangkan apakah
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aturan tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi
kepentingannya.

Franz von Benda Beckmann. mengemukakan:

Law can become siginificanct only by “having to
do” with behavior in a theoritically meaningful
way. In my view, law becomes significant socially
when human behavier is "influenceed"” by law and
when pffple make use of law in purfosive
conduct.

Dari pandangan tersebut, signifikansi sosial hukum
dapat dilihat dari dua aspek yaitu: (1) sampai dimana
masyarakat dalam tingkah lakunya berorientasi kepada
ketentuan vang ada (2) sampai dimana ketentuan hukum
itu dapat menimbulkan sosial. ekonomi, politik yang
membentuk keinginan para warga masyarakat. !
Sedangkan dilihat dari penggunaan hukum signifikansi
sosial hukum dapat dirinci dalam beberapa aspek vyaitu:
(1) sampai dimana warga masyarakat menggunakan sarana
vang disediakan oleh hukum dibandingkan dengan sarana
lainya; (2) sampai dimana penggunaan sarana hukum itu
sejalan dengan tujuan warga masyarakat; (3) sampai
dimana terjadi proses reproduksi dari aturan hukum

llffanz von Benda Becksann, "Why Law does not behave
critical and contructivi reflections in the social scientific
persetion of the social significant of law®, Peper presented to
the symposium on Falk Law and Legal Pluralism, the International
Congress of antropological and Etnological Sciencees, Vancouver,
Canada, Agust, F0-1983, h.l.
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tersebut dan: (4) sampai dimana‘ketentuan hukum itu
efektif dan berhasil.

Dengan menggunakan ukuran-ukuran tersebut maka
hukum . 8ecara khusus memiliki signifikansi sosial yang
digunakan untuk ukuran bersama guna mencapai tujuan
tertentu. Sehingga hukum disini merupakan institusi
vang berpengaruh terhadap para pemeran {aktor), dan
sekaligus digunakan sebagai alat mereka mencapai
tujuan.‘

Penggunaan hukum untuk mencapai tujuan, masya-
rakat memerlukan adanya kaidahl? sebagai pedoman
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar tidak terjerumus
dalam konflik yang dapat saling bertentangan eksistensi
dan perkembangan budayanya. Dalam konteks ini, hqkum
merupakan salah satu kaidah yang menjadi c¢iri utama
kehidupan masyarakat. Kaidah hukum menciptakan keadaan
vang fertib dan tentram dalam bermasyarakat. Sedangkan

kehidupan yang tertib akan tercipta ketika serangkaian

12Soerjono Soekanto mengatakan: Di dalam teori-teori hukum,
biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakuknya hukum sebagai
kaidah, vyakni: 1. hukum berlaku Secara yuridis, yang didasarkan
pada kaedah yang lebih tinggi (Kelsen) atau dibentuk menurut cara
yang telah ditetapkan (W. {evenbergen), atau apabila menunjukan
hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.4
Logeman}; 2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila hukum jtu
efektif; » Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya
sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi
("Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum", PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1989, h.56-57.
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aktivitas warga masyarakat diserésikan ke dalam suatu
pola aktivitas bersama vang stabil, konsisten dan terus
menerus. |

Suasana demikian akan tercapai. manakala ter-

penuhinya 3 (tiga) variabel pokok, menurut Soetandyo

Wingnyosoebroto meliputi:la

1. seperangkat kaidah yang terorganisasi ke dalam

suatu sistem dan berfungsi memberikan pedoman
- mengenai bagaimana orang di dalam masyarakat
seharusnya bersikap tindak:

2. proses sosialisasi, vang berwujud sebagai
proses pendidikan, baik formal maupun non
formal, yang bekerja memasukan kajidah tersebut
ke dalam pribadi para warga masyarakat,
sehingga menjadi bagian internal dari
kepribadian mereka; dan

3. proses kontrol sosial, vang tercermin ke dalam
serangkaian proses refresif vang dilakukan
oleh 1institusi yang diserahi wewenang untuk
maksud tersebut, dengan sarana vang memagdai
untuk mengarahkan warga masyarakat agar ber -
sikap tindak sesuai dengan vang disepakati.

Hukum sebagai kaidah berfungsi sebagai pedoman
vang bersifat mengatur warga masyarakat dalam bersikap
tindak. maka akan terlihat hukum akan mempunyai daya
mengatur vyang berarti kekuatan vang dijelmakan wuntuk
melindungi dirinya dan kelompok.

Pendektesian hukum vang signifikansi sosial terutama

13509tandyu Wignyosoebrato, "Himpunan Mareti Kuliah Methode
Penelitian Hukum: Hukum dan Metode Kajian", Program Studi Ilmu
Hukum, Pascasarjana UNAIR, Surabaya, h.d.
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dilihat dari fungei-fungsi dasar &ang dikerjakan antara
lain adanya daya mengatur, dan sampai dimana warga
_ '
masyarakat menggunakan sarana yang disediakan oleh
hukum dibandingkan dengan sarana lainnya terutama dalam
mendaftarkan tanahnya. Dan vang menjadi permasalahan
apakah sarana hukum yang disediakan itu telah sejalan
dengan keinginan/tujuan warga masyarakat.

Oleh karena itu, dalam mengkaji hukum vang
signifikansi sosial,  berupaya memperhatikan hukum pada
aspek pragmatisnya, yakni bagaimana hukum itu
berpengaruh dalam masyarakat sehingga terjadi proses
reproduksi dari aturan hukum tersebut. Makna-makna vang
ada dalam konteks sosial harus dapat diungkapkan sampai
terjadinya reproduksi hukum tertentu dari ketentuan
hukum yang ada (“legal pluralism™). Untuk menemukan
siginfikansi sosial hukum diantara aneka norma hukum,
hukuml itu harus dirumuskan dengan jelas. Selanjutnya,
menentukan metode apa vyang tepat diterapkan untuk
memahami signifikasi sosial hukum itu, 14

Hukum digambarkan secara khusus memiliki
signifinasi sosial, harus mempunyai prinsip-prinsip

dasar yang sangat esensial. Menurut Hoebel. E. Adamson

14, Nyoman. Sirtha, "Makna Sosial Hukum dalam Aksi dan
Interaksi Kelompak Masyarakat Di Tengah Perubahan Sosial",
_Disertasi, Pascasarjana, UNAIR, 1994, h.4é.
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and Frost. Everett. dalam bukunyé berjudul "Cultural
and Sicial Antropology” (1976). ada empat fungsi dasar
hukum:

(1] menetapkan hubungan-hubungan antara rara anggota
masyarakat, dengan menunjukan jenis-jenis tingkah 1laku
yang diperkenankan dan tingkah laku vyang dilarang; (231
menentukan pelbagai kekuasaan, dan merinci siapakah
vang boleh secara syah melakukan .paksaan, serta
siapakah yvang harus mentaatinya, dan sekaligus
memilihkan sanksi-sanksinya yang tepat dan efeﬁtif; {3]
menyelesaikan sengketa-~sengketa dan berbagai konflik-
konflik antara pelbagai kepentingan ditengah-tengah
masyarakat; {4]) memelihara dan membina kemampuan
masyarakat untuk menyesuaikan diri pada kondisi-kondisi
kehidupan yang sedang berubah, dengan cara merumuskan
kembali hubungan-hubungan antara para anggota
masyafakat.

Tidak dipenuhinya keempat prinsip dasar tersebut
akan membawa pengaruh kepada signifikansi sosial hukum
vang akan menimbulkan konflik-konflik mengganggu
keharmonisan { "social harmony ") hubungan warga
masyarakat. Di sini hukum tidak lagi memperoleh fungsi
yvang seéuai dengan pembagian tugas di dalam keseluruhan
struktur sosial. Kondisi seperti inil, menurut Soetandyo

Wignjosoebroto disebabkan oleh terjadinya kesenjangan
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hukum:

"Terjadinya kesenjangan hukum dalam kehidupan

masyarakat tentu saja akan mepengaruhi pola ke-

rpatuhan warga - masyarakat kepada hukum, yvang

berar?i pula akan mempengar'}lnhi5 keefektifan

bekerjanya hukum dalam masyarakat' .

Tidak seragamnya pola tingkat kepatuhan warga
masyarakat perihal pendaftaran tanah dilokasi
penelitian, hal tersebut muncul karena adanya ketidak- -
terkaitan hukum dengan gejala sosial lainnya. Terutama
sekali adanya perbedaan kepentingan pemanfaatan dan
penggunaan lahan. Disamping itu masih ada perbedaan
konsepsi yang asasi sifatnya yakni, hukum secara umum
tidaek dapat dilepaskan dari tingkah laku anggota
masyarakat vyang terkena aturan hukum itu, oleh karena
aturan hukum itu tidak terlaksana dengan sendirinya,
melainkan hukum itu terlaksana karena dilaksanakan oleh
suatul kehendak pengguna hukum dalam hal ini anggota
masyarakat.

Maria S.W. SumardJjono, mengatakan:

"bahwa dalam kurun waktu tiga puluh satu tahun

setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1861 tentang "Pendaftaran Tanah”, Jumlah

15Suetandyu Wignyosoebroto, "Sedikit Penjelasan tentang
Kajian-kajian Hukum dari Perspektif llmu Sosial”, Warta Hukum dan
Masyarakat, Nomor 1 Tahup Ke-1. Movember, badan Pengkajian Hukum
dan Masyarakat, FH - UI, Depok, 1993, h.S5.
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bidang tanah yang terdaftar.di Indonesia kurang
lebih 12 juta bidang dari 55 juta bidang. atau
sekitar 21,8 rersen. Dapat difahami bahwa
sebahagian terbesar dari sekitar 78 persen bidang
tanah yang belum terdaftar tersebut, terdigi dari
tanah-tanah yang berdasarkan hukum adat”.

Dalam kesempatan vang lain, Maria S.W. Sumardjono

vakni pada September 1997 baru lalu beliau mengptakan:

"Sebagaimana diketahui, walsupun PP No. 10 Tahun
1961 telah berlaku selama 38 tahun, tapi
pensertifikatan hak atas tanah belum mencapai
hasil yang diharapkan,.... rensertifikatan tanah
baru terlaksana sekitar 35 persen, sedangkan
bidang tanah yang memenuhi pers¥9ratan untuk
didaftarkan semakin bertambah,...."

Kondisi tersebut dapat terjadi karena disebabkan
oleh tidak seragamnya kepatuhan masyarakat, adanya
Persepsil yang berbeda antara pembuat peraturan, yang
menjélankan peraturan dengan pengguna peraturan. Atau
dapat Jjuga disebabkan: bahwa dari sisi remegang Hak
Milik. yang berassl dari konversi hak milik adat, bila
terhadap tanahnya tidak ada suatu peristiwa hukum yang

wajib daftar karena hak beralih, hapus, dan dibebani

léﬂaria 5.M. Sumardjono, "Pendaftranan Tanah, Antara
Harapan dan Kenyataan", makalah Seminar Nasional: Kegunaan
Sertifikat dan Peraasalahannya, Kerjasama Fakultas Hukum UGM-Badan
Pertanahan Nasional (BPN), Yogyrakarta, 9 Juli 1992, h.2.

17Haria S.W. Sumardjono, "Kepastian Hukum dan Perlindungan
Hukum Dalam Pendaftaran Tanah", makalah Seminar kebijaksanaan Baru
Pendaftaran Tanah dan Pajak-pajak yang Terkait: Suatu Proses
Sosialisasi dan Tantangannya, FH-UGM dan Badan Pertanahan Nasional
(BPN), Yogyakarta 13 September 1997, h.2.

TESIS Signifikansi sosial pendaftaran .... Yanis Maladi




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dengan hak-hak lain maka kewaJiBan untuk mendaftarkan
tanah tidak ada (Perikea: Maria 35.W. Sumardjono.
"Pendaftaran Tansh Antara Harapan dan Kenyataan”,h.2.).
Tidak diikutinya ketentuan—ketentuan hukum pendaftaran
tanah Jjuga dapat disebabkan karena warga masyarakat
masih asging dengan cara yang berlaku dan Jjuga karena
mereka belum merasakan pentingnya sebuah sertifikat
tanah dalam lalulintas hukum, serta karena keadaan
vang dialami sebelumnya dirasakan cukup memberikan
jaminan hukum bagi mereka.ls. '
Dari Laporan Interim Menristek tentang pertanahan juga
dilihat bahwa kurangnya respons dari masyarakat untuk
mendaftarkan tanahnya disebabkan karena hak-hak atas
tanah berdasarkan Hukum Adat, terutama di daerah
terpencil, sudah mendapat pengakuan dari masyarakat.lg
Dari tingkah laku anggota masyarakat, vaitu dalam
kedudukannya sebagai pemegang peran/pengguna hukum
(aktor) akan dapat diketahui aturan hukum mana yang
signifikansi sosial untuk mengatur dan mengendalikan

perilsku warga masyarakat dari keanekaragaman aturan

18Abdurrah-an, "Beberapa Aspek Tentang Hukum Agqraria”,
Alumni, Bandung, 1983, h.73.

19Henristek, "Laporan Interim Masalah Pertanahan”, 1978,
h.8.
) |
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pemerintah) dalam mendaftarkan taﬁahnya.zo

Jika interaksi kedua norma hukum itu kontradiksi, maka
terjadilah konflik, sehingga cendrung hanya satu hukum
vang berfungsi secara efektif. Jika interaksi kedua
norma itu bermotif kerja =sama, maka terjadilah
kombinasi secara harmonis. sehingga keduanya berfungsi
secara efektif. Aneka norma yang berfungsi secara
efektif. sehingga akan menjadi signifikansi sosial
untuk mengatur kelompok masyarakat pada berbagai

tingkat kehidupan sosial atau disebutnya only exist in

reprod in time and space (hanya ada dalam reproduksi
waktu dan tempat yang tertentu).
1.2. Fungsi hukum

Fungsi hukum dalam perangkat konsepsi ini me-
nyalurkan, mensosialisasikan ide, cita dan nilai sosio-
kultural, maka hukum merupakan cerminan dapi hasil
cita—éita (idialisme), rasa, karsa, dan karya masya-
rakat berdasarkan pengalamannya sesuai dengan
perjalanan (pertumbuhan dan perkembangan). Hukum tidak

boleh dipandang sekedar sebagai kumpulan peraturan

2oPara ahli antropoleogi hukum mengklasifikasikan sistem
hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi 2 (dua), yakni: hukum
negara (state law) sepeti hukum perundang-undangan di satu pihak,
dan hukum kebiasaan (non state law) seperti hukum adat dipihak
lain, yang dikenal dengan berbagai nama antara lain: "living law",
"people law", “"traditional law", “customary law" (Periksd: von F.
Benda-Beckmann, dalam I.Nyoman Sirtha, Disertasi, (996, h.22.)
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¥

semata-mata tetapi mebupakan. cerminan eksprest
masyarakat mengenai apa vang baik dan apa yang buruk.
Pemanfaatan hukum adalah untuk melindungi masyarakat
dari segala acaman bahaya yang mengancam suasana hidup
'dan_kehidupan yang tertib, damai, tentram dan harmonis.
Oleh karena itu hukum harus sejalan dengan perkembangan
dan perubahan-perubahan yang teriadi.
Menurut Hermien HK fungsi hukum itu ada tiga
vakni:.
1. berfungsi menjaga keamanan masyarakat;
2. berfungsi melaksanakan (menerapkan) ketertiban dan
peraturan perundang-undangan: serta
3. berfungsi menyelesaikan sengketa;21
Sedangkan kalau dihubungan dengan rendaftaran
tanah hukum berfungsi untuk memberikan kepastian hukum
dan Iperlindungan hukum kepada remegang hak atas suatu
bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Sebagai
'

bukti adanya kepastian hak vang bersangkutan diberikan

sertifikat hak atas tanah.

Pengertian kepastian hukum selain sebagai bukti

21Hermien Hadiati Koeswadji, "Hukum dan Masalah Medik",
Airlangga University Press, Surabaya, 1984, h.9.
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hak. juga sebagai fungsi informasi yakni tanah tersebut
me laksanakan fungsi kepada pihak-pihak yang ber-
kepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data vyang diperlukan dalam mengadakan
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah. Fungsi
lain sertifikat adalah untuk tujuan tertib administrasi
pertanahan, dimana setiap bidang tanah termasuk
peralihan, pembebanan. dan hapusnya hak atas tanah

waJib didaftarkan.

Fungsi hukum menurut hukum adat, adalsh memiliki
fungsi‘ pengawasan Sosial22 terutama bila terjadi
ketegangan-ketegangan sosial disebabkan oleh pvelanggar-
an hak-hak kelompok/individu atau perorangan atas tanah

atau lahan garapan.

1.3. Hukum_sebagai_sistem

-Guna melengkapi Lkadian tesis 1ini, maka per-
masalahan pemanfaatan lahan diletakkan pula pada
konsepsi sistem hukum vyang terdiri dari 3 (tiga)
komponen =sebagai berikut:

Menurut Lawrence M. Friedman suatu Sistem Hukum mengan-

e — e Bk kB e ok e

22I(oentjaraninqrat, "antropologi Hukum", Majalah Antro-
pologi Sosial dan Budaya lIndonesia, FISIP-UI, Jakarta, 1989, h.29.
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. . .23
dung tiga komponen yakni:<

1) Komponen struktural yang digambarkan sebagai:
."the institutions themselves, the formes they
take. the processes that they perform ...
Structure includdes the number and the
type ... division of power between Jjudge,
legislators, governors. kings. administrative
officers; modes of prosedure in various insti-
tutions "

2) Komponen Substansi, yaitu terwujud dalam:
"... the output side of the legal aystem.
These are the laws themseves the rules, doec-
trines, statutess, and decrees, to the extent
the are actually used by the rulers and +the
ruled; and, in addition, all other rules and
decisions which govern, whatever their formal
status.”

3) Komponen Kultural, yaitu diwujudkan dalam:
“... the values and attitudes which bind the
system together, and which determine the
place of the legal system in the culture of
the society as a whole”.
Berdasarkan makna yang terkandung dalam ketiga
. - I
pengertian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa komponen
struktural adalah bagian dari sistem hukum vang
bergerak di dalam suatu mekanisme, yang dimanifestasi-
kan dalam bentuk institusi pembuat undang-undang,
pengendalian dan berbagal inetitusi vang diberi
wewenang untuk menerapkan hukum dan penegakan hukum.

23Lawrence M. Friedman, "Legal Lulture and Socral Deve-
lopment”, Law and Society Review, No. 1, Agustus 1949.
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Ruang lingkup kewenangan institusi tersebut secara
garis besar dapat dilihat dalam konstitusl negara.

Komponen substansi adalah hasil nyata ;ang
diterbitkan oleh sistem hukum, yang dapat berwujud
dalam bentuk hukum "in conreto” (kaidah hukum individu)
yvakni kaidah yang berlakunya ditujukan kepada orang-
orang tertentu saja, maupun bentuk hukum "in abstracto"”
(kaidah hukum umum), vaitu kaidah yang berlakunya
ditujukan kepada ‘siapa saja yang dikenai, dengan
rerumusan kaidah umum.

Komponen Kultural. vyang digosialisasikan dan
diiplementasikan dalam bentuk sikap-sikap dan nilai-
nilai dari masyarakat. Sehingga dapat dinvatakan bahwa
derajat apresiasi masyarakat terhadap cara kerja
institusi (komponen struktural) serta kualitas materi
(komponen substansi) sangatlah dipengaruhi oleh sikap
dan 'nilai vang dinamakan sebagai budaya hukum (legal
¢ulture). |

Ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut
menentukan bekerjanya sistem hukum, yang berarti bahwa
suatu pembahasan mengenai proses sosialisagi dan
implementasi hukum dalam masyarakat secara niscaya
melibatkan proses dari ketiga komponen tersebut. Dimana
analisis terhadap ketiga komponen tersebut berarti

.tidak 1lagi hanya terbatas dalam lingkup kaidah dan

Yanis Maladi
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pengertian hukum saja.
Terlihat jelas bahwa upaya fungsionalisasi hukum
Idiperlukan adanya keselarasan dan keserasian pProses
kerja antara komponen vang ada di dalam sistem.

Konsepsi tersebut dalam siginifikansi yang senada,
diungkapkan pula oleh Soerjono Soekanto, bahwa kualitas
daya guna dan dan hasil guna hukum dalam masyarakat
sangat ditentukan oleh 4 (empat) faktor yang meliputi:
Hukum dan peraturan itu sendiri;

Petugas yang menegakkannya;

Fagilitas vyang penting untuk mendukung pe-

laksanaan hukum:

Warga masyarakat vang terkena ruang lingkup
_peraturgﬂ itu, sebagai bagian atau subsistem

sogial.~ :

= W

Dengan terpenuhinya keserasian antara keempat
faktor diatas, hukum akan bekerja secara fungsional,
baik dalam proses penertiban maupun pengarahan. Dalam
konteks inilah maka hukum baik dalam fungsinya sebagai
instrumen rekayasa sosial (social enginering) mau;un

intrumen kontrol sosial. dapat diimplementasikan sesuai

dengan signifikansi dari tujuan pembentukannya.

24Soerjon Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhaq Hukum" ,
Rajawali, Jakarta, 1987, h.S53.
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2. Kerangka konsepsional
2.1, KQnsﬂnai_:ﬂignifikﬂnai_aaaial“
Sesuai dengan fokus permasalahan di muka, disusun
Suatu kerangka konseptual, studj ini membedakan dua
konsepsi meéngenai "siginfikansi sosial tanah yakni
hak atas tanah dengan hak pemanfaatan lahan:
~ Hak atas tanah dimiliki secara individual
berdasarkan prasyarat formal vang ditetapkan oleh
lembaga vang berlegitimasi atau hukum Positif:

~ ®8edangkan, hak pemanfaatan lahan menunjuk pada hak
vang dimiliki oleh kelompok masyarakat atau anggéta
kelompok berdasarkan kenyataan secara materiil yang

disyaratkan oleh norma sosial (hukum adat).

2.2. Hanma_‘hukum_ﬂignifikansi s0sial sebagal lapndag-
an hak.

Pemanfaatan lahan merupakan ukuran bersama

(signifikan) yang digunakan oleh suatu kelompok , Bosial
dalam berprilaky atau guna mencapai tujuan tertentu

Hal inij 8esual dengan pandangan Franz van Benda-
Beckmann vakni, norma yang signifikasi sosial berlaku
secara terbatas dalanm wilayah tertentu dan
kelompok tertentu dibentuk Sécara rasional dan
kondisional (suaty keadaan yang relatif sukar dirubah,
8ecara alami inj dibedakan dengan situasi sebagai

keadaan yvang dapat dirobah) sebagai suatu reaksi
f

i Yanis Maladi
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bersama anggota kelompok.

Dalam kehidupan kelompok itu terjalin rasa
persatuan yang kuat sehingga para anggota kelompok
dapat mempertahankan kesatuannya. Setiap kelompok
kehidupan manusia memiliki tatanan nilai normatif
{periksa pengertian "paer’). Meskipun anggota
masyarakat hidup dalam kelompok; masyarakat dalam arti
kesatuan dari pada anggota-anggotanya, memberi
kebebasan kepada anggotanya untuk menggunakan hak
pertuanan (beachikkingsrecht) (menurut: Van Vollen-
hoven). namun hak-hak anggota selaku individu dibatasi
oleh masyarakat.25 Hubungan antara masyarakat dengan
individu selaku anggota masyarakat, adalah menguncup-
mengembang timbal balik tiada hentinya. Artinya ketika
individu semakin kuat, maka kelompok semakin lemah.
Sebaliknya ketika kelompok semakin kuat, maka individu
semakin lemah. Namun pada saat-saat tertentu terjadi
suatu yang seimbang antara individu dengan kelompok.
Dalam situasi yang seimbang itulah kelompok magyarakat
mampu mengayomi anggotanya dalam arti mengatur dan
mengendalikan tindakan para anggotanya berdasarkan

nilai sosio-kultural yang mempunyai muatan-muatan atau

25rer Haar, dalam terjemahan oleh Soebakti Poesponoto,
"Asas—-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnyaparamita, Jakarta,
1960, h.57.
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mengandung makna ekonomi. politik, hukum dan kebu-

dayaan.

2.3. _Pendaftaran hak

Adalah salah satu simbul hukum dan proses hukum,
digunakan sebagai ukuran bersama, memuat berbagai
persyaratan yang harus dipatuhi karena ditetapkan oleh
suatu lembaga yang berlegitimasi untuk itu. Sertifikat
hak sangat berguna bagi pemiliknya baik dalam
mempertahankan haknya maupun digunakan wuntuk tujuan-
tujuan yang lebih nyata, seperti sebagai alatl Jaminan
dalam transaksi perniagaan.

Ungkapan sepintas tersebut sesungguhnya berkaitan
dengan kerangka dasar konsepsi aksi alat tujuaq ( “mean-
and framework'), yang mensyaratkan untuk adanya suatu
aksi diperlﬁkan: (a) tujuan, (b) alat yang digunakan
dalam pencapaian tujuan itu, (¢) situasi dan kondisi
tertehtu vang mempengaruhi kegiatan aksi, dan (d) norma
merupakan dasar yang digunakan dalam mempertimbangkan‘
atau menetapkan tujuan serta menggunakan alat vang
sesuai dalam situasis/kondisi tertentu.

Jika kerangka konsepsi tersebut diletakkan pada
realita permasalahan pendaftaran hak atas tanah, maka
dépat dikemukakan beberapa pengertian I“tanah“,
"pendaftatran tanah”. serta dirumuskan beberapa de-

finisi oprasional konsepsi, seperti uraian beriknyan.
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2.4 Iatilsh "pendaftaran”

Kata ‘"Pendaftaran” berasal dari kata “"Cadastre”

(bahasa Belanda "Kadaster™) suatu istilah untuk suatu
rekord (rekaman) menunjukan kepada luas, nillai, dan
kemilikan <(atau lain-lain alas hak) terhadap suatu
bidang tanah. Bahasa latinnya “Capitastrum' yang
berarti suatu register atasu capita atau unit yang
dibuat untuk pajak tanah Romawi {Capotatio -

Ibrrens).zs

2.5. Pengertian "tapnah"

Seperti sudah dijelaskan dalam Komentar UUPA:
‘bahwa disebutkan tenah itu hanya salah satu bagian dari
bumi, atau seperti dikemukakan oleh 5. Rowton Simson:
"Land Law and Registration’”, bahwa tanah itu adalah
tidak bergerak, sehingga secara fisik tidak dapat
diserahkan/dipindah/dibawa dan tanah itu adalah
bersifat abadi.

Menurut A.P. Parlindungan. seperti vyang dike-
mukakan oleh S. Rowton Simson dalam bukunya berjudul
"Land & Registration” pada tahun 1976 halaman 4. Pada
intinya wuraian 5. Fowton Simson tersebut, dijelaskan

bahwa pengertian “Land” menurut hukum Inggris adalah

26q.p. Parlindungan, "Pendaftaran Tanah di Indonesia,"” cv
Mandar Maju, Medan, 1990, h.11-15.
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yvang kita kenal dengan pengertianl“agraria“ vang dimuat
dalam pengertian UUPA kita.2’
2.6. Implementasi pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah merupakan implementasi dari
peraturan yang dikeluarkan oleh suatu badan yang
berlégitimasi. Berbagai persyaratan formal dan
mekanisme ditetapkan oleh badan ini guna membentuk
suatu kepastian hukum atau kepastian hak atas tanah/
remanfaatan lahan.

Daiam tesis ini digunakan pengertian rendaftaran
tanah menurut undang-undang pokok agraria (UU No. 5
Tahun 1960) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 yang sekaranag telah diganti dengan PP Nomor 24
Tahaun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah”). Khusus kepada
tanah Hak-Adat, untuk pendaftarannya ditempuh melalui
“lembaga komversi hak”. namun sesuai dengan ketentuan
PMDN -SK 26/DDA/1970 jangka waktu dari konversi tidak
dibatasai (setiap saat dapat dilakukan konversi hak
atas tanah adat).

Semenjak berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997 tent;ng
Pendaftran Tanah, khususnya untuk pendaftaran hak lama
(tanah berdasarkan Hukum Adat) persyaratannya untuk

dapat didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat hak
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lebih sederhana dari ketentuan seBelumnya, vakni cukup
dengan alat-alat bukti keterangan saksi dan atau
pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya di
nilai oleh Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor
Pertanahan (Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997).
Untuk menjamin kepastian hukum dari hak—hak atas
tanah Undang-undang Pokok Agraria, diharuskan kepada
Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh
Republik Indonesia. Dengan tegas Pasal 19 Undané—undang
Pokok Agraria tersebut menyatakan bahwa pendaftaran
tanah perlu diadakan untuk menjamin kepastian hukum,
hingga teranglah kiranya bahwa vang akan di-

selenggarakan itu adalah suatu "rechtskadaster .
F. Metodologi

1. Pendekatan yang digunakan
?ermasalahan vang dikaji dalam tesis ini-| adalah
signlifikansi sosial pendaftaran hak atas tanah/
pemanfaatan lahan. Pendaftaran tanah merupakan salah
satu institusi positivistik yang diguanakan dalam
mengurangi pertentangan antara warga masyarakat baik
dengan pemerintah daerah maupun dengan pengusaha.
Sebagai suatu gambaran, bahwa di resert wisata

Selong Belanak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok
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Tengah gecara rositivistik eksisehsi hak Perorangan dan
hak kelompok atas tanah/lahan diakui oleh Pemerintah
Daerah (PEMDA). Lahan garapan mereka merupakan tanah
pertanian yang telah lama digarap oleh warga
masyarakat. Bukti alas hak berupa surat petuk pajak
bumi (landrente ), girik, pipil, kekitir diterbitkan
‘oleh Kantor Pajak Bumi dan idin menggarap {SIM)
dikeiuarkan oleh Kepala Desa. Beberapa bidang tanah
mereka ada vang telah memiliki sertifikat hak, namun
sebagian besar belum didaftarkan. Wérga masyarakat
merasakan belum penting adanya pendaftaran hak. Baru
s2etelah masuk Program pariwisata, mereka merasakan dan
menyadari betapa pentingnya alas-hak, laiu mereka
secara berkelompok mengajukan permohonan pendaftaran
tanah tapi hingga sekarang belum terlaksana. Karena
sekarang ini kawasan wisata paﬁtai Selong Belanak
dijadikan kawasan bengembangan pariwisata, oleh karena
itu Pemerintah Daerah (PEMDA) menganggap perlu penataan
melalui penetapan kebijaksanaan sehubungan dengan
pembangunan kepariwisataan vang tidak ataun kurapg
sejalan (terjadi pertentangan kepentingan) antara warga
masyarakat dengan pengelola usaha pPariwisata (investor)

vang didukung oleh Pemerintah.

Yanis Maladi
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Melihat permasalahan tersebut. maka ia dapat

didekati melalui:
1.1. Pendekatan sistem hukum

Pada uraian terdahulu telah diketahui, bahwa
‘tujuan hukum suatu pendaftaran hak atas tanah pada
dasarnya untuk mewujudkan “kepastian hukum”, maksudnya
kepastian hak atas tanah. Mengedepankan ‘“kepastian
hukum” dalam pendaftaran tanah tanpa memperhatikan
tujuan‘ hukum lainnya akan menimbulkan skibat yang tak
dikehendaki dalam perubahan suatu masyarakat,

Dihawatirkan pengaruh program kepariwisataan dapat
menggeser/merusak sendi-sendi kehidupan sosial masya-
rakat yang telah tertanam dan berurat berakar pada
konsepsi nilai atau patokan normatif yang dijadikan
ukuran bersama (signifikansi) untuk menserasikan,
menertibkan, dan memberikan Jjaminan keamanan dalam
kelompok yang dipatok dalam konsep “paer”. Setiap
adanya peselisihan atau pertentangan kepentingan
(conflik) yang ada hubungan dengan sengketa hak, dapat
terselesaikan dengan baik/tidak sampai timbul sengketa
vang berkepanjangan.

Untuk mengantisipasi pengaruh-pengaruh yang timbul
pada sisi kehiduapan hukum masyarakat sehubungan dengan

masuknya kepariwisataan. perlu adanya pembinaan budaya
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hukum masyarakat agar mereka tanégap terhadap perubahan
yang terjadi dan yang sedang dialami: lebih khusus lagi
makna hak mereka berkaitan dengan pemanfaatan Jahan
bagi kepentingan pengembangan program keparﬁwisataan
Supayva diperhatikan. Atau dengan kata lain kajian
mengenai “kultur hukum" yang melengkapi penelaahan
tentang "struktur hukum"” sangat penting.

Demikian pula menelaah perihal “substansi hukum"
pendaftaran hak atas tanah telah mengawali kajian tesis
ini. Disinig diharapkan ditemukan pemahaman mengenai
signifikansi sosial pendaftaran tanah. Pelbagai
.prasyarat formal maupun materiil atau kondisi vang
menyertai pendaftaran hak atas tanah seperti diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
diketengahkan dalam mengkaji “substansi hukum"” pren-

daftaran tanah.

1.2. Emdﬁkﬁﬂ@nﬂnm;imw

Suatu rendekatan vang berorientasi kepada
ketentuan institusi normatif vang berperan
mengendalikan dan mengontrol bekerjanya aparat

birokrasi. dan sampal dimana ketentuan hukum itu dapat
menimbulkan sogial, ekonomi, politik yang membentuk
keinginan rara warga masyarakat terutama dalam
menghadapi perubahan-perubahan vang sedang terjadi dan

akan terjadi perihal pendaftaran tanah.
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Pensertifikatan tanah dalah hubunganny§ dengan

perkembangan kepariwisataan sering kali menimbulkan
permasalahan berupa konflik hak atas tanah/pemanfaatan
lahan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam
usaha kepariwisataan.
Dalam hal ini perlu dilihat mengenai bagaimana persepsi
masyarakat (warganya) terhadap aturan hukum khususnya
menyangkut pendaftaran tanah. Karena pengaruh dari
bekerjanya hukum itu mengikuti suatu proses pemahaman
vang diikuti oleh sikap tindak wargs (aktornJa) baik
vang sifatnya mengikuti ataupun tidak mengikuti aturan
1tu. Jika masyarakat tidak mengikuti ketentuan yang
ada, berarti substansi hukum sebatas kepastian Jjauh
dari sentuhan nilai-nilaj sosio-kultural, sehingga
pemanfaatan hukum untuk mencapai keinginan dan tujuan
tertib. aman, =serasi dan harmonis menJjadi tinggal
Iharapén saja.

" Maka penggunaan pendekatan hukum signifikansi
sosial terutama dilihat dari fungsi dasar yang di-
kerjakan mengenai daya mengaturnya dalam lalﬁ lintas
hukum pendaftaran hak-hak atas tanah. Lemahnya daya
mengatur hukum akan menimbulkan konflik-konflik vyang
mengganggu keharmonisan hubungan warga masyarakat.
Diaini hukum tidak lagi berfungsi sesuat dengan

pembagian tugas di dalam keseluruhan komponen sistem
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hukum.

Dalam kaitannya dengan pendaftaran tansh. hukum
berfungsi sebagai ukuran atau patokan aksi para pihak
vang berkepentingan. Maknanya sebagai institusi yang
memiliki integratif, hukum mempengaruhi aksi para aktor
(atau dengan kata lain. hukum menetapkan tujuan ke-
pastian hak), dan sekaligus dapat digunakan sebagai
alat dalam pencapaian tujuan tertentu, vakni:
mengembangkan kemampuan warga masyarakat menyesuaikan
diri terhadap perubahan vang sedang berlangsung.

Disini ditelusuri perkembangan dalam lembaga
gosial khususnya yang mengandung makna normétif dan
berpengaruh terhadap keinginan pendaftaran tanah.
Sehubungan dengan hal ini maka studi ini merupakan:
“Process orientation Implies that, rather than looking
for substantive rules, attention is focused on the
procésses through which norms in soclety are created
and maintained” (Heman Slaats. “ADAT IAND”, Makalah
Seminar Nasional Tanah Adat Indonesia, Ciawi-Bogor 3-5

September 1996, h.2.) !
2. Data dan Bahan Hukum

Guna keperluan mengkaji dan menganalisis per—
masgalahan signifikansl sosial prendaftaran tanah/

premanfaatan lahan, dalam studi int dikumpulkan
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inforamsi, data, dan bahan hukum, berupa:
2.1. DRata-bahan hukum primer:

Berkenaan dengan studi ini dikumpulkan data primer
langsung dari warga masyarakat di lokasi penelitian.
Data primer yang dikumpulkan berupa persepsi, sikap,
serta pandangan warga masyarakat mengenal pendaftaran
hak atas tanah, serta pemanfaatan lahan. }
Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam meng-
kaji permasalahan berupa sumber dan peraturan dasar
bernegara (Pancasila dan Undang-udang Dasar 1945)
disini ditemukan kaidah-kaidah serta prinsip dasar
dalam pemanfaatan lahan serta eksistensi hak warga
masyarakat atas tanah.

Disamping itu digunakan pula peraturan perundang-
ﬁndangan yvang mengatur keagrariaan dan pertanahan serta
pendaftarannya (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 éekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 beserta berbagail kebijaksanaan Pemerintah
Daerah yang menyertainya). Demikian juga tak terlupakan
digunakan kebiasaan, kepatﬁtan vang terjelma dalam
Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat.

2.2. DRata-bahan hukum sekunder:

Disamping data primer yang dikumpulkan secara
langsung'dari lapangan. dikumpulkan pula data sekunder

vang diperoleh dari berbagai dokumentasi yang
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informatif mengenai pendaftaran fanah. Data sekunder
diperoleh dari catatan dokumentasi Kantor Statistik
Daerah Tingkat I. BAPEDA, BKPMD dan Kantor Wilayah BPN
Nusa Ténggara Barat.

Sedangkan bahan hukum sekunder vang digunakan
adalah berbagai hasil penelitian, pandangan para ahli

hukum berkenaan dengan permasalahan vang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

Mencermati kegiatan studi ini merupakan studi
empirik, kasus, vyang dikumpulkan melalui metode
wawancara, pengamatan. dan studi dekumentasi.

Wawancara dilakukan guna mengumpulkan data
kualitatif berupa sikap, respon, pola pikir wa}ga
masyarakat atau aktor juridik baik mengenai pendaftaran
tanah, pemilikan/pemanfaatan tanah atau lahan. pe-
netapén kebijaksanaan pemerintah, serta pelaksanaan
hukum pada umumnya; upaya ini dilakukan dengan
berpedoman pada daftar rertanyaan terbuka dan
terstruktur. : ,

Pengamatan, dilakukan berkenaan dengan berbagai
kenyatean dan peristiwa hukum yang terjadi pada lokasi
penelitian, seperti: sejak dari proses pembebasan hak

hingga peletakan dan pendaftaran hak atas tanah.
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4. Kajian dan analisis

Tesis ini diawali dengan mengetengahkan beberapa
pandangan teoritik dan azasi untuk menemukan s8intesis,
melalul metode deduktif.

Dan selanjutnya mengkaitkan pandangan teoritik yang
abstrak itu dengan kenyataan yang terjadi di tengah-
tengah masyarakat. Hal ini merupakan upaya analisis
melalui metode induktif guna membentuk suatu kesimpulan

{ "general empiric”).
G. Sistematika penulisan

Tesis ini disajikan secara Sistematis, sebagai
berikut:

Pembahasan permasalahan tesis ini diawali dengan
mengepengahkan kerangka teoritik, konsepsional dalam
menelaah rermasalahan signifikansi sosial huLum
pendaftaran tanah, uraian teoritik dan pendekatan
masalah diletaknan bersama-sama dengan Perumusan
masalah pada Bab I.

Bab IT: Penyajian informasi tentang daerah
penelitian, yakni tinjauan umum daerah penelitian dan

° 1
hukum pertanahan. terutama tentang asas-asas umum yang

berlaku tentang pemilikan tanah vakni asas fungsi
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sosial, asas manfaat. asas késeimbangan dan asas
kekeluargaan. Untuk melengkapi uraian ini dikemukan
pula peraturan-peraturan pertanahan yang pernah dan
sedang berlaku hingga sekarang.

Pepyajian secara substasial sehubungan dengan
pendaftaran tanah dibicarakan éecara lebih Jjauh dan
rinci terutama tentang “Prinsip Dasar dan Landasan
Hukum Pendaftran Tanah’. Sub bahasan mengenai fungsi
den manfaat tanah/lahan bagi hidup dan kehidupan
manusia yang mempunyai tujuan materiil dan immateriil.
yvang diutamakan adanya keseimbangan kepentiggan
diantara kedua tujuan yang ada. Sub-~-bab selanjutnya
diketengahkan segmen kadian Hukum Positif yang telah
dikenal dalam peraturan perundang-undangan vakni
tentang landasan hukum bidang pendaftaran tanah dan
bidaﬁg kepariwisataan: ditujukan untuk memahami
pelbagai substasi positivistik berkenaan' dengan
pendaftaran tanah dan program kepariwisataan.

Sedangkan pemahaman menyeluruh mengenai “signifikansi
sosial” pendaftran hak atas tanah tidak hanya pada
nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, atau sikap,

serta pandangan mereka; Juga pada Prinsip-prinsip asasi

vang terkandung dalam sumber hukum bprimer. Penelurusan
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ini dimaksudkan guna menemukan tuﬁuan dasar pada setiap
fase mekanisme pendaftran hak, demikian pula dengan
persyaratan vang harus dipenuhi dalam proses
pendaftaran itu.

Bab 1IV: Untuk tercapainya tujuan pembangunan
kepariwiaataan akan memberikan péngaruh pada pening-
katan rerolehan devisa negara untuk kepetingan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka dalam tesis
ini dibahas tentang "Pariwisata dan Pengaruhnya Pada
Slsi Kehidupan Hukum Masyvarakat . Dimana pada sub-bab
tentang penyediaan tanah/lahan Usaha Kawasan Pariwisata
banyak mempengaruhi rasa aman, tertib dan harmonis vang
semula sangat dirasakan oleh warga masyarakat rerihal
Pénguasaan/pemilikan atas tanah. Pengaruh negatif,
dewasa ini sering dijumpai adanya sengketa hak atas
tanah'antara rara pihak, dan perselisihan { ‘conflict”)
remanfaatan lahan antara mereka yang berkepenhtingan.
Hal ini mejadikan "signifikansi sosial" yvang terkandung
dalam program pendaftaran tanah dapat memudar.

Sisi kehidupan hukum masyarakat vyang merupakan
nilai dasar {(pringip dasar) vang dipatok dalam “"kensep
paer” perihal penguasaan dan pemilikan tanah semakin

tergeser oleh adanya pengaruh dari luar (eksteren)
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sehingga sengketa hak atas tanah tidak/sulit mereka

"hindari.
Latar belakang terjadinya sengketa pemanfaatan lahan,
bentuk perlawanan warga masyarakat terhadap
kebijaksanaan yang berlaku, serta sifatnya merupakan
uraian yang memberikan pemahaman empirik mengenail
pelbagai segl perselisihan satruktural pemanfaatan
lahan.

Bab V: Penutup, dipilah menjadi dua bagian yang
terdiri dari simpulan dan saran yang merupakan atau
sebagai rangkuman pokok hasil penelitian, serta di-

lengkaprli dengan saran yang sesuai.
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BAB II
TINJAUAN UMUM DAERAH PENELITIAN
DAN HUKUM PERTANAHAN INDONESIA !

A. Lokasi Penelitian
1. Keadaan Geografis

Pulau Lombok merupakan kawasan pariwisata
Indonesia bagian timur, vang termasuk Propinsi Nusa
Tenggara Barat dengan luas wilayah daratan 2.015,305
Hektar (20.153.15 Km2) terdiri dari beberapa pulau
_diantaranya 2 buah pulau besar dan 237 buah pulau
kecil. Pulau Lombok yang terletak dibagian barat dengan
luas 473.870 Hektar (4.738.7 Km2) yang merupakan 23.51
% dari luas wialayh Propinsi NTB.

Berdasarkan administrasi pemerintahan wilayah
Propinsi NTB terdiri atas 8§ kabupaten yaitu 3 {tiga)
kabupaten ada di Pulau Lombok dan 3 (tiga) kabupaten
ada di Pulau Sumbawa dan 1 (satu) terdiri darij
Kabupaten Lombok Barat; Kabupaten Lombok Tengah:
Kabupaten Lombok Timur; Kabupaten Sumbawa; Kabupaten
Dompu; Kabupaten Bima dan Koﬁamadya Mataram yang
sekaligus menjadi ibukota Propinsi NTB, dengan batas-
batas:

Ut ara: Selat Bali, Laut Jawa dan Laut Flores;
t 1mur : Selat Sape dan Propinasi NTT;

selatan : Samudra Indonesia:
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barat : Selat Lombok, Propinsi Bali.

Loﬁasi peneiitian terletak di Kabupaten Lombok
Tengah, Kecamatan Praya Barat, Desa Selong Belanak.
Secara administratif Desa Selong Belanak dibagi menjadi

lima dusun masing-masing:

dusun : Selong Belanak

dusun : Kapal v
dusun : Sarangan

dusun : Jabon

Secara geografis Pulau Lombok terletak antara 8
5°- 9 2" Lintang Selatan dan 115 467 - 119 10°
Bujur Timur. Tipe iklim Pulau Lombok: tipe iklim C,D,E
dan F dengan curah huijan antara 430 - 2.591,87 mm,
dengan jumlah bulan Basah 4 - 5 bulan dan jumlah bulan
kering 6 - 7 bulan. Jenis tanah didominasi oleh
kompleks regoscl, litosol. mediteran dan Enzina (66,48
%) daﬁ kompleks brown forest soil, non calsic brown dan
mediteran (23,24 %) sedang sinya terdiri dari Jenis -

Aluvial, Grumusol, Andosol dl1l (10,3 %».

Z.Remmunzk&ﬂenlmhmgﬁn_&_um_ﬁmmmn

Jumlah penduduk Propinsi NTB pada tahun 1995
sebanyak 3.610.199 jiwa dengan 841.594 KK.., vang men-
diami Pulau Lombok sebanyak 2.585.735 Jiwa penduduk

(71,07%) dengan kepadatan 742 jiwa/Km?2.
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Kepadatan penduduk dari masing-masing di Pulau Lombok

pada Tahun 1995 sebagai berikut:

Kabupaten Luas Wilayah Jum. Penduduk Kepadatan
(Km2) (Jiwa) (Jiwa/Km2)
Lobar 1.863,40 641,852 344,45
Loteng 1.208,40 710.062 587.62
Lotim 1.605,55 912.855 588.56

Dengan melihat angka kepadatan penduduk khususnya di
Pulau Lombok, mempunyai dampak terhadap kemungk{nan
permasalahan pertanahan terutama mengenai pembangunan
perumahan, baik permasalahan kondisi lingkungan maupun
permasalahan pengadaan tanah/lahan untuk kebutuhan
perumahan maupun keperluan lainnya.

Dengan melihat tingginya angka kepadatan penduduk
dan permasalahan terbatasnya lahan yang ada maka sejak
tahun 1991 Pulau Lombok dinvatakan sebagai daerah
rengirim transmigrasi lokal maupun transmigrasi
Nasional.

Penggunaan tanah di Propinsi Nusa Tenggara Barat
belum menunjukkan suatu gambaran yang kompleks dimané
sebagian besar wilayahnya masih befupa hutan yaitu
62,68 % dari luas wilayah vang terdiri atas hutan
lebat, hutan sejenis dan hutan belukar. Sedangkan luas
tanah yang sudah dimanfaatkan untuk dikerjakan oleh

masyarakat sebesar 26,12 %.
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Permasalahan vang masih harus hendapatkan perhatian
Pemerintah adalah masih cukup luasnya lahan kritis yang
ada terutama di Pulau Lombok bagian utara dan bagian
selatan, sedang di Pulau Sumbawa berada menyebar di
wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Hal ini
disebabkan oleh intensitas dan curah hujan yvang rendah.
Di Kabupaten Lombok Barat luas lahan kritis ‘ada
terdapat 28.828,925; Lombok Tengah 2.532.840; Lombok
Timur 19.618, 380. Ha Sebagai langkah untuk
menanggulangi masalah lahan kritis telah dilakukan
aktifitas, baik reboisasi untuk tanah dalam kawasan
hutan yang mana untuk tahun 1995 seluas 4.874.50 Ha dan
untuk tanah diluar kawasan hutan seluas 29.094 Ha.

Untuk tanah kritis yang ada di Pulau Lombok cara-cara
vang ditempuh untuk penanggulangannya dibuat

Embung/Waduk untuk menampung luapan air hujan maupun

penampungan air sungai di musim kanjir, tetapi

nampaknya langkah-langkah ini belum dapat memecahkan

permasalahan.

Mata Pencaharian penduduk sebagian besar mereka
masih bermata pencaharian pada sektor primerﬂ bidang
pertanian menanam padi, tembakau, palawija (tanaman
Jagung, kacang-kacangan; bawang:; ubi; sayur-mayur dll),
bidang rerkebunan (kelapa, kopi, cengkeh), dan per-

ladangan.
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Mengingat keadaan tanah terbatas sedang Jumlah
penduduk berkembang dengan pesatnya. sehingga penduduk
vang ingin mendayagunakan tanah menjadi tidak seimbang.
Lebih-lebih setiap tahun kian terasa adanya tekanan
dari sektor pengembangan lainnya, yakni pengembangan
kepariwisataan yang memerlukan lahan untuk membanguan
hotel dan sarana pariwisata lainnya. seperti , lapangan
Golf, pembangunan perumahan karyawan hotel, pusat-pusat
perbelanjaan dan lain sebagainva.

Luas tanah pertanian di tiga Kabupaten Lombok

menurut penggunaannya:

Kabupaten sawah ladang/ kebun/ tambak/
tegalan campuram kolam
(Ha) (Ha) (Ha)
Lobar 22.999.21 27.343,968 23.526,01 381.50
Loteng 62.719,47 5.178.56 5.091,39 368,20
Lotim 49.902,33 23.179.50 817,00 680.00

1

3. Kegunaan Tanah, Penguasaan dan Pemilikan
3.1. Pendavagunaan. Konservasi & Tingkat Kesuburan
Tanah, bagi kehidupan manusia tidak bisa dipisah-
kan dengan pendayagunaan tanah semata-mata untuk
memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia, baik itu untuk
memenuhi kebutuhan vyang bersifat materiil maupun
kebutuhan immateriil. Manusia akan hidup senang serba
" berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah vang
dikuasai atau vang dimilikinya secara tepat guna dan

berhasil guna sesuail dengan tingkat pengetahuan dan
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budaya hukum (“legal culture’) yang berlaku vang
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.

Pengaturan Hukum tentang penguasaan, pemilikan
gerta pendayagunaan tanah agar supaya warga masyarakat
secara lebih leluasa mengerjakan maupun memanfaatkan
tanah-tanah mereka. Bagl mereka yang memperoleh hak
atas tanah, maka ia berkewadiban untuk mengerJjakan
tanah tersebut/tidak boleh diterlantarkan. diwajibkan
untuk menjaga kesuburan tanah dan dapat mempertahankan
tanah hak-haknya atas tanah sepanjang tidak ber-
tentangan dengan fungsi sosial tanah (Pasal 33 ayat (3)
JuUuD 1945).

Menjaga kesuburan tanah dengan cara konservasi
atau pengawetan tanah merupakan salah satu usaha dalam
menjaga dan mempertahankan kelestarian tanah. Dan
ternvata tehnik konservasi ini telah dibudayakan sejak
nenek‘ movang kita semenjak berabad-abad vyang lalu,
sehingga sampal sekarang para petani kita memperoleh
hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan,
sandang dan papan.

Pembudayaan konservasi tanah yang Kkita peroleh
dari nenek moyvang antara lain:

- ilmu tentang iklim dan musim yang telah lama
dikuasai oleh para petani yang hingga kini diwaris-

kan kepada generasi penerus kita; '
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- tanah pertanian yang datar dibuat secara bherkotak-
kotak, sedangkan tanah-tanah yang letaknya miring
dengan lereng—léreng vang curam dibuatkan terra-
sering sehingga terciptalah sawah-sawah dan kebun-
kebun palawija yang bertingkat-tingkat.l

Adapun klasifikasi daya kemampuan tanah untuk
didayagunakan sebagai tanah olahan pertanian sebagai
berikut:

Tanah kelas 1 (satu):

Golongan tanah ini dapat digunakan terus menerus

(hampir tidak ada batasannya penggunaannya). Ciri-ciri

tanahnya: kondisi datar atau hampir datar, merupakan

tanah subur dengan kedalaman yang baik, tanpa
mengandung batu-batuan atau kerikil, gejala-gejala
erosi tidak tampak, curah hujan dan musimnya sangat
mantap terhadap tanaman yang akan dibudidayakan, dan
pada. musim hujan tidak terjadi luapan air sehingga
terhindar dari genangan atau banJjir.

'Tanqh kelas 2 (dua), derajad kemiringan 5 ¥ =/d 8 %

Kesuburan tanah ini tidak terlalu jauh berbeda dengan

tanah kelas 1 (satu), ke dalamnya lebih lebih kurang 36

inci (lebih dangkal dari tanah kelas 1 (satu), tanahnya

tg, Kartasapoetro, "Hukum Tanah", Jaminan UUPA bagi Keber~
hasilan Pendayagunaan Tanahk", Bina Aksara, Jakarta, 1985, h.19.
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bersifat lempung/berpasir. kesubufan tanah sedang.
Tanah kelas 3 (tiga). derajat kemiringan 15 % s/d 25 %
Kesuburannya agak kurang; sgar tanah tetap mampu untuk
berproduksi maka harus dilakukan pemupukan secukupnya’
terutama pupuk kandang/pupuk hijau, pupuk buatan, serta
dilakukan terrasering atau perlakuan-perlakuan tambahan
lainnya dengan maksud meningkatkan daya kemampuan
tanah. Sedapat mungkin mencegah/ menghentikar adanya
erosi yang memiliki pengaruh pada tingkat kesuburan
tanah.
Tanah kelas 4 (empat), derajat kemiringan 25 % s/d 35 %
Pemanfaatan tanah ini tidak memungkinkan untuk
dilakukan bercocok tanam secara bergantian, disebabkan
daya kemampuannya sangat terbatas, walaupun demikian
masih dapat digunakan sebagai tanah pertanian asal
‘kewajiban—kewajiban perawatan dan pemeliharaan lebih
diperﬁatikan, yvaitu dilakukan pemberian pupuk
secukupnya. Tanaman yang ditanami sebaiknya ' memilih
tanaman-tanaman tertentu: tanaman 'jenis rumput-
rumputan, bayan kremah, babadotan, sintrong, bulu
lutung (borreria latifolia schum), calincing (oxalis
latifolio hbk) dan lain-lain sejenisnya.
Tanah kelas 5 (lima): derajat kemiringan 40 % s/d 85 %
Merupakan taneh berbatu-batu, ada yang keadaannva datar

dan ada pula yang mempunyai kemiringan. Walaupun
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keadaanqya demikian perlakukan peflakuan praktis perlu
dilaksanakan agar tetap bermaﬁfaat bagi kehidupan
manusia dan tidak menimbulkan kerugian serta bencana,
seperti misalnya ditanami pohon-pohon vang buahnya
dapat dipetik, ditanami jenis rumput-rumputan untuk
makanan ternak atau pengembalaan.?
3.2. Penguasaan dan Pemilikan '
Berdasarkan potensi yang ada =sebagai kondisi
realistik serta gambaran polarisasi ekonomi dan gosial
warga magyarakat berkenaan dengan penguasaan dan
pemilikan tanah, penggunaan tanah/lahan atau peruntukan

tanah untuk kawasan wisata sebagai berikut:

Penguasaan dan pemilikan Tanah di Pulau Lombok?;

Penguasaan/ Kab. Lobar Kab. Loteng Kab. Lotim
Pemilikan (Ha) (Ha) {(Ha)
1. Tanah Milik :
~ Adat 34.765,81 42.512.,78 46.319,74
- Sertifikat 18.707,71 8.660,91 39.005,10
2. Tanah Negara .
- HGU 208,97 49,13 1.154,70
- HGB 779,61 606,49 121,17
- HP 245,69 452,53 432,36
- HPL 156,66 0,12 15,96
3. Tanah Negara 42.153.75 47.478,54 58.128,97
4. Tanah Negsara
Kawasan Hutan 89.322,00 21.079,50 50.477,00

Tanah-tanah yang berasal dari hak lama. banyak

I bid, h. 28-31
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terdapat di Pulau Lombok. sepanjéng tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional dan negara, penguasaan
tanah, baik menurut hukum adat maupun norma agama
sepanjang didapatkan dan diperoleh dengan itikat baik
{membuka hutan, pemberian/hibbah, prembagian dari
pemerintah) akan dilindungi oleh Pemerintah.
Peningkatan status pengussaan tanah-tanah hak lama
rendaftaran melalui “Lembaga Konversi”. bSehingga
sekarang banyak yang dokumen pemilikannya merupakan
sertifikat-hak. '
Sedangkan tanah Negara yang dijadikan hak guna
usaha, hak guna bangunan, hak pakai maupun hak
pengelolaan Jjumlahnya relatif lebih sedikit karena
rancang-usaha non agraris belum berkembang kecuali
industri kepariwisataan telah mempunyai lokasi-lokasi
peruntukan seperti yang diatur melalui Perda INomor 9

Tahuﬁ 1989 tentang "Usaha Kawasan Pariwisata”, dengan

lokasinya sebagai berikut:

Tanah Kawasan Pariwisata (Perda No. 9 Tahun 1989):

Kabupaten Kawasan Pariwisata Luas
{Ha}

Lombok Barat 1. Pantai Senggigi,
Sire, Gili Air 11.805,825
2. Gill Gede 3.278,000
3. Suranadi 986,700
4, Gunung RinJjani 17.100,000

Lombok Tengah 1. Pantai Kute, Seger.
A an 2.590,000

Pantai SELONG BELANAK 480,000

V]
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3. Dusun Sade ) 315,000
Lombok Timur 1. Pantai G. Indah 650,000
2. Pantai G. Sulat 1.317.,000

Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)-NTB

Lokasi-lokasi tersebut memiliki potensi vang
mempunyai prospek cerah untuk dikembangkan karena
memiliki gaya tarik khas terutama pantainya yahg indah
pada umumnya memiliki obyek wisata: pantai, taman laut,
sky air, wisata budaya. agrowisata. wisata fauna,
trakking forest, taman buru, swakamargasatwa dll.

Dari potensi sumber daya alam laut yang khas itu,
maka sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki
kontribusi tinggi dalam pembangunan ekonomil untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah. Keunggulan sektor
ini sebagai motor penggerak perekonomian dapat! dilihat
dengan ditetapkannya sektor ini menjadi prioritas kedua
setelah sektor pertanian dalam arti luas sejak pelita
ke- VI.

Khususnya di resort wisata pantai Selong Belanak
Kabupaten Lombok Tengeh, menurut data yang diperoleh,
“alas hak” mereka beragam yakni terdiri girik atau
sejenisnya, sertifikat dan surat ijin menggarap (SIM).

1. sertifikat
dikeluarkan oleh Kantor Agraria (sekarang Kantor
Badan Pertanahan Nasional (BPN)) mempunyai fungsi

sebagal tanda bukti hak sebagai mana.dimaksud dalam
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Pasal 19 ayat (2) huruf c¢ UUPA untuk hak atas tanah,
hak pengelolaan, tanah wakaf dan lain-lain.

petuk pajak bumi (¢landrente), girik. pipil, kekitir

surat vyang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
(SKPP} 1ini. Secara Jjuridik, Girik tidak memiliki
kekuatan sebagai bukti hak-milik, tap} dapat
dijadikan persyaratan untuk meningkatkan status hak
atas tanah antara lain: untuk memperoleh status hak
penggunaan tanah seperti diatur dalam UUPA jo PP 10
Tahun 1961 diganti menjadi PP Nomor 24 Tahun 1997
tentang "Pendaftaran Tanah™);

surat ijJin menggarap (sim)

surat 1ijin mengegarap ini banyak terdapat di sub-
regsort pariwisata, Pantai Sire, Gili Terawangan,
Gili Menu (Kabupaten Lombok Barat). Sedangkan di
Kabupaten Lombok Tengah (lokasi penelitian), SIM
bényak terdapat di Pantai Kuta, Pantai A“an, Pantai
Mawi dan Mawun, Pantai Torok Aik Bebek, Pantai
Tamﬁak, Pantai Selong Belanak.

5IM, dalam perktiknya khususnya di 1lokasi pene-
litian dikeluarkan oleh Kepala Desa melalui
rekomendasi sesepuh atau tokoh adat setempat
(Keliang, Penghulu dll1) dengan diketahui oleh
Pemerintah Kecamatan.

Dikeluarkannya SIM, syvaratnya harus berdomisili

)
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dikolasi tanah (penduduk Setémpat). 8i penggarap
tanah/lahan mempunyai kesanggupan mengerJjakan
sendiri/tidak menteriantarkan serta harus memelihara
kesuburan tanah.
3.3. Persvaratan Pendaftaran Tanah Hak Lama
Pendaftaran tanah hak lama (Tanah yang berasal
dari hukum adat) untuk pertama kali harus dibuktikan
terlebih dahulu adanya hak tersebut dan tentunya siap
pemiliknya. Menurut PP Nomor 24 Tahun 18387 alat bukti
vang sifatnya tertulis terdiri petuk padak
bumi/ landrente, girik, pipil, kekitir, dan verponding

3

Indonesia sebelum UUPA, keterangan saksi (secara

tertulis) atau pernyataan yang bersangkutan dihadapan
saksi-saksi (Kepala Desa, Tokoh Adat, Penghuiu) yang
kebenarannya akan ditelusuri/diteliti oleh Pejabat
Ajudikasi Pendaftaran Tanah atau Oleh Kepala Kantor
Badaanertanahan Nasional (Kepéla BPN ). |

Dalam hal tidsk atau tidak lagi tersedia secara

lengkap alat-alat pembuktian tertulis tersebut,

pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan

penguasaan secara fisik bidang tanah yang bersangkutan

3Yanq dimaksud dengan “saksi® adalah orang yang cakap
memberi kesaksian dan mengetahui pemilikan tersebut, dan
keterangan 1itu dapat dipercaya kebenarannya oleh pejabat yang
berwenang untuk itu: Kepala BPN atau Pejabat Ajudikasi Pendaftaran
Tanah
’ !
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gelama 20 (dua puluh) tahun atau‘lebih secara berturut-

turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya, de;gan

syarat:

a. apabila penguasaan atau perolehan tanah/lahan
tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara
terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak
atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang
yvang dapat dipercaya; I

b. atas penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama
pengumuman, tidak ada pihak yang berkeberatan atau
tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat
atau desas/kelurahan yang bersangkutan atau pihak
lain vang merasa berkepentingan.

Hal tersebut dihubungkan dengaﬁ konsep ‘“paer"”
perihal penguasaan dan pemilikan tanah secara turun-
timurun yang memiliki luas dan batas-batas ?ertentu,
dan dalam remanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup
anggota secara terus-menerus tanpa terputus dari
pendahulunya sampai kepada anak cucunya.

Kondisi realistik pengusaan tanah menurut konsep “paer"”

tersebut sejalan dengan ketentuan PP Nomor 24 Pasal 24

ayat (1) & (2) Tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah”.

Khususnya tentang Jual-beli tanah-tanah vang
-berasal dari hak-milik adat: yang dilakukan secara

kontan/tunai riel dan terang adalah sah meskipun Jjual
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beli tersebut dilakukan setelah bérlakunya Pasal 19 PP
Tahun 1991. Khusus mengenai tanah vang belum

bersertifikat, dapat dilakukan pendaftaran untuk

memperoleh sertifikat hak milik.'4
.B. Penduduk Asli (Suku Sasak) Pulau Lombok

Pada umumnya penduduk asli Pulau Lombok didiami
oleh etnik atau Suku "Sasak” yang pada tempat tertentu
memperoleh pengaruh etnik lainnya, seperti: etnik Bali,
Jawa, Samawa. Mbojo, Bugis, dan Makasar.

Kenyataan ini berlangsung melalui proses sejarah
vang relatif panjang. Seperti diketahui, geografis
Pulau Lombok terletak pada alur lalu-lintas pelayaran
nusantara yang banyak disinggahi berbagai suku-suku
bangsa &ang berada disekitarnya. Samudera Indonesia
laut gelatan merupakan ampasan paruh arus vang
menjadikan Pulau Lombok memiliki potensi pemenuhan
hajat suku bangsa atau ras yang berlayar dalam
mobilitasnya.

Bahkan dapat diketahui bahwa pada masa kejayaan
kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa (khususnya kerajaan

quiyana, "Penentuan Alat Bukti Pemilikan Tanah sebagai
Dasar bagi Pendaftaran Tanah", makalah Seminar Nasional
‘Kebijakasanaan Baru Pendaftaran Tanah’, Fakultas Hukum UGN &
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yogyakarta, 13 September, 1997,
h.oll.
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Majapahit), mobilitas barat ke tihur, utara ke selatan
Pulau Lombok merupakan tumpuan akhir. Orang Jawa
(penduduk Pulau Jawa) datang ke Pulau Lombok disekitar
Abad XIV-XV, dan XVI. Bersamaan dengan penyebaran
pengajaran Agama Islam oleh para wali dari Pualu Jawa.
Kendati belum ada penelitian sejarah yang men-
Jelaskan mengenai kerajaan-kerajaan tua di Pulau
Lombok, namun dari kajian arkeologi yang pernah
dilakukan dapat diketahui, bahwa diperkirakan 2000
tahun yang lalu di Pulau Lombok telah berkembang
kebudaysan yang setara dengan Hindia Belakang dan
Philipina Tengah. ;
Di Pulau Lombok ini tercatat adanya kerajaan tua,l |
antara lain: Kedaro, Benoa, Langko, Batu Dendeng,
Pejanggik. Selaparang, Sokong dan Bayan. Tetapi vang
sangat populer atau yang disebut-sebut (dikenang)

: |
karena kejayaannva sampai sekarang: Kerajaan

"Pejanggik” dan Kerajaan "Selaparang".5
Secara etimologis kata "Sasak”™ yvang merupakan nama
suku bangsa di Pulau Lombok berasal dari kata “sasak”

(bahasa Jawa ''nyasak’”) pelayaran dilaut yang nyasak.

Pada saat sampai di Pulau Lombok menjadi suku Sasak

5Laporan Penelitian, "Adat Istiadat Nusa Tenggara Barat",
Departemen P dan K Pusat, Jakarta, 1977, h.17.
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sampai sekarang.6

Menurut tokoh-tokoh adat di Pulau Lombok kata “sasak"”
juga berasal dari kata "sah” berarti pergi, dan “saka“
berarti luhur, sehingga diterjemahkan menjadi: 'pergi
ke negeri leluhur (Pulau Lombok)™. Menilik pada
étimologi ini dapat ditafsirkan leluhur oréng Suku
Sasak adalah berasal dari Jawa (Suku Jawa), ini dapat
diketahui dari aksara Suku Sasak yang telah dikenal
bernama “Jejawen".

Pada sekitar tahun 1740, Pulau Lombok dibawah
kekuasaan Raja Karang Asem (sekarang: Almapura-Bali).
Pengaruh Raja Bali Timur ini relatif cukup banyak
mewarnal sendi kehidupan bermasyarskat, yakni pada pola
kehidupan Agama Hindu dan Agama Islam (meskipun 99
prosen Suku Sasak adalah penganut Agama Islam).

Belanda mulai menjajah di Pulau Ldmbok pada tahun
1895; akan tetapi karena tatanan nilai yang dibawa oleh
penjajah Belanda dipandang kurang serasi dengan nilai
masyarakat ketika itu. Bangsa Belanda tidak mampu
mempengaruhi nilai yang tertanam kuat di dalam
masyarakat. Atau dengan kata lain, Belanda menguasai

Pulau Lombok hanya secara fisik materiil. Mereka

OYanis Maladi, “Perkawinan Merari® pada Suku Sasak di Pulau
Lombok”, Makalah Seminar Nasional Antropologi Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Depok, 7-9 Januari 1991.
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menjajah untuk Lkepentingan medgeruk kekayaan alam
semata’.

Memang demikian adanya., ©Suku Sasak memperoleh
prengaruh kebudayaan: Jawa sejak Jaman kerajaan
Majapahit. Islam yang dibawa oleh para santri Wali
sanga (Songoe), dan agama Hindu dibawa dari Pulau Bali.
Yang terakhir ini sangat kuat Hingga kini, terutama
pada bagian Barat Pulau Lombok. Beberapa institusi,
serta ritus/adat-istiadat masyarakat suku Bali hidup
berkembang di Lombok-Barat; sedangkan Suku Samawa, dan
Mbojo datang kemudian. Hubungan kebudayaannya tidaklah
sekuat dengan yang dilakukan oleh etnik Bali. DemiRian
juga halnya dengan masyarakat Suku Bugis, Hakasar
mereka datang beberapa dekade setelah itu dan masuk
melalui Pulau Sumbawa. terutama setelah Pulau Lombok
dan Pulau Sumbawa bersatu dalam daerah Swatantra

Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
C. Hukum Pertanahan ' !

1. Asas—asas umum pemilikan tanah

Pada prinsipnya tanah adalah sangat dibutuhkan
oleh manusia baik sebagai perorangan maupun kehidupan
kelompok. Hubungan manusia dengan tanah merupakan-
hubungan relatif yang bersifat: "abadi”.

Dalam hubungan yang bersifat abadi itu, ada dua macam
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Eakiel

sifat vyakni, tanah dikuasai oleh.individu dan karena
kodratnya tidak boleh dikuasai olah indivudu melainkan
untuk: "’

-~ keperluwan umum (res communis)

- keperluan negara (res publigque) t

- keperluan suci (res soccre)

Di Indonesia dikenal beberapa asas umum (algemene
beginselen} renguasaan/remilikan tanah yakni agas
filosofis, struktural, dan politik yang masing-masing
dijabarkan dalam dasar negara (Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945).

Dari ketiga algemene beginselen tersebut yang paling
menenjol dalam hubungan dengan hukum pertanahan kita
adaléh "asas fungsi sosial” yvang di dalamnya mengandung
"asas kekeluargaan', Tasas keseimbangan"B dan "asas
kemanfaatan” seperti yang diuraikan dibawah ini:

1.1. Asas fungsi sosial

Se£iap penggunaan maupun pemanfaatan tanah bukan
semata-mata untuk kepentingan pribadi-pribadi atau
perorangan. namun setiap peng-gunaannya harus dingat

kepetingan umum. Meskipun Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

7[man Soetiknjo, “"Proses Terjadinya UUPA", Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, h.13.

8a.p. Parlindungan, "Aneka Hukum Agraria“, Alumni, Bandung,
19846, h.100.
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tidak mencantumkan dengan tegas Eata—kata fungsi sosial
namun harus kita tafsirkan bahwa fungsi sosial dari
hak-milik primair diartikan hak milik itu tidak boleh
dibiarkan merugikan kepentingan masyarakat.9
Tanah dapat menjadi obyek hak-milik (eigendom},,
tapli di Indonesia tidak dapat berlaku mutlak seperti
eigendom (seperti konsep hukum Belanda) harus berfungsi
soaial, tidak ada hak subyektif atau "subjectief
recht’”. Jadi kebebasan~kebebagsan atas penguasaan/
-pemilikan tanah dengan hak eigendom setelah berlakunya
UUPA tidak berlaku lagi di Indonesia. Dibatasinya hak-
hak perorangan yang bersifat individualistis vang
mutlak itu karena banyak terjadinya penyalahgunaan hak
(misbruik van eigendomsrecht) atau perbuatan melanggar
hukum.. Disamping itu hak individu itu bertentangan
dengan prinsip dasar nilai “gotong royong" vang
mendambakan adanya keserasian dan keseimbangan dalam
kehidupan bernegara, prinsip ini tidak dapat ditawar-
tawar lagi karena telah dipatok dalam falsafah negara
kita (Pancasila dan UUD 13945).
1.2. Asas manfaat

Tujuannya untuk memberikan manfaat yang sebesar-

%a.p. Parlindungan, "Komentar Atas Undang-undang quok
Agraria", cv. Mandar Maju, Bandung, 1991, h.59.

TESIS Signifikansi sosial pendaftaran .... Yanis Maladi




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

besarnya bagi kemanusiaan. peﬁingkatan kesejahtera-
an....,10 Hubungannya dengan pemanfaatan tanah/lahan
untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup (pemiliknya),
dapat dilakukan dalam batas-batas yang wajar artinya
Pénggunaan tanah itu, tidak boleh diterlantarkan,
Penggunaan atau pemakainya tidak boleh berpengaruh
negatif sehingga mengganggu kesuburan tanah, mengganggu
tanah milik orang lain yang ada disekitarnya dan Jjuga
terhadap lingkungannva.

Pendayagunaan tanah yang tidak stabil/tidak berimbang
akan mengakibatkan menurunnya hasil yang diperoleh,
selain itu kesuburan tanah akan menjadi lebih buruk
sehingga berpengaruh pula pada hasil vang dicapai. Oleh
karena itu. sudah merupakan suatu keharusan (kewajiban)
bagi pemegang hak penguasaan/pemilikan tanah untuk
memanfaatkan atau mendayagunakan tanah agar berfungsi
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan manusia,
untuk itu ditempuh langkah-langkah, vakni:| pemilik
tanah harus selalu melakukan pemeliharaan atas tanah
miliknya dan mendayvagunakan sedemikian rupa agar tanah
berproduksj dengan baik. Disamping itu untuk

pemeliharaannya perlu disediakan zat-zat penyubur

106 81N 19931998, tentang "asas manfaat® aspek pembangunan
nasional, Citra Umbara, Bandung, 1993, h,18.
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tanaman dan lain-lain vang dipérlukan gsecara adil,
karena hasilnya untuk kepentingan bersama. 11

Supaya tanah/lahan secara terus menerus dapat
bermanfaat memenuhi kebutuhan hidup manusia, dengan
memelihara kesuburannya secara optimal. Maka Pémerintah
menyediakan sarana hukum untuk mencegah dan menindak
setiap tindakan-tindakan yang melakukan:

- penelantaran tanah/tidak digarap:

- penggalian tanah dengan bebas tanpa meng-
hiraukan kesetabilan struktur tanah milik orang
lain yang ada disekitarnya;

- melakukan pengeboran air sehingga persediaan
air dalam tanah terdesak sedemikian rupa vang
mengakibatkan sulit diperoleh air untuk
kepentingan masyarakat umum.

Namun demikian sering Jjuga terjadi gangguan vang
beraéal dari luar yang mengusik suasana aman dalam
mengerjakan tanahnya. bentuk-bentuk gangguan itu antara
lain: 12

1. penyerobotan atas tanah yang dimiliki/menjadi

lahan usahanva;

IIG. Kartasapoetra, "Hukum Tanah" Jaminan UUPA bagi
Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Rineka Cipta, Bandung, 1984,
h.53l

12¢ p i d, h.s54.
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2. gugatan pihak lain atas- tanah vyang menjadi
lahan usaha;

3. pengambilalihan tanah milik secara tidak

syah....,.
1.3. Agas kegeimbangan
Garis-garis besar haluan negara 1993-1988

mengamanatkan bahwa tujuan asas keseimbangan adalah
mengutamakan keserasian, dan keselarasan dalam
perikehidupan antara berbagai kepentingan dunia dan
akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga,
individu, masyarakat dan negara,...,

Khusus mengenai tanah, sejak berlakunya UUPA tidak
lagi kita kenal hak subyektif (subdectief recht) vang
selalu mengedepankan sifat-sifat individualistis hak-
hak atas tanah. Bagi kita bangsa Indonesia tanah tidak
hanya harus bermanfaat untuk pemiliknya. tapi Jjuga
untuk‘ kepentingan haJjat hidup orang banyak (setiap
individu terikat dalam masyarakat) pada umumnya. Odeh
karenanya setiap pengusaan/pemilikan tanah harus ada
keseimbangan antara hak dan kewajiban.13 Jadi dengan

demikian keseimbangan ini khususnya terletak prada “"hak

13Ciri-ciri Negara Hukum Pancasila adalah *keseimbangan
antara hak dan kewajiban™ (Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum
Bagi Rakyat Indonesia", pt bina ilmu, Surabaya, 1987, h.90.)

Yanis Maladi

TESIS Signifikansi sosial pendaftaran ....




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dan kewajiban” dalam lembaga pemilikan. 14

Sifat~sifat individualistis hak-hak barat harus
ditinggalkan karena tanah tidak harus bermanfaat untuk
individu (pemiliknya saja) tetapl juga bagi masyarakat
sekitarpya artinya kepentingan perseorangan haruslah
saling imbang mengimbangi. Nama iain asas keseimbangan
menurut Prof. Notonagoro memakai istilah “dwi-
tunggal”, 19 dimana hak-milik atas tanah yang mempunyai
fungsi sosial mendasarkan diri atas individu, mempunyai
dasar yang individualistis, ditempelkan kepadanya sifat
vang sosial, sedangkan kalau berdasarkan Pancasila,
hukum kita tidak berdasarkan atas corak individu-
alistis, tetapi bercorak dwi-tunggal (saling imbang-
mengimbangi).
1.4. Asas kekeluargaan

Asas 1ini berasal dari ketentuan hukum adat. Jiwa
kekelﬁargaan vang perkandung dalam suatu kesatuan

|

sosial adalah adanya rasa kebersamaan (komunal) vang

kuat.l6 terutama dalam menghadapi dunia luar, kesatuan

194 p. Parlindungan, "Aneka Hukum Agraria", Cetakan kedua,
Alumni, Bandung, 1984, h.101.

1 Natonagoro, “Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di
Indonesia, CV Pancuran Tujuh, Jakarta, h.5i.

16[ Gusti Ketut Sutha, dalam tulisan berjudul "Jiwa
Kekeluargaan dalam Hukum Adat dan Pembangunan" dikutip oleh
Philipus M. Hadjon dalam “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di
Indonesia“, pt bina ilmu, Surabaya, 1987.87.

TESIS Signifikansi sosial pendaftaran .... Yanis Maladi




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kemasyarakatnnya bersifat primaif, sedangkan !'individu
vang aggota kesatuan sosial bersifat sekundair.
Penguasaan/ pemilikan tanah sangat tergantung pada
kepentingan kelompok, sehingga apabila anggotanya tidak
aktif lagil menggarap atau mengerjakan tanah maka tanah’
_tersebut menjadi milik kelompok atau menjadi milik
“paer”, maka disinilah terJjadi hubungan “malur
mungkret” (menurut Djojodiguno) dalam pengertian hukum
adat. I
Prinsip-prinsip asas kekeluargaan terlihat Jjelas
pada masyarakat hukum adat yang tunduk pada konsep
"paer” di Pulau Lombok. dimana pada saat pertama
kalinya membuka wilayah atau kawasan tertentu secara
bersama-sama (gotong royong), melalui musyawarah
mereka masing-masing akan menempati lahan menurut luas,
batas secara bersepakat. Rasa kekeluargaan (gotong
royohg) vang kuat dalam himpunan kelompok mereka
disebabkan oleh adanya kepentingan bersama terhadap
tanah terutama untuk tempat tinggal dan tanah sebagai
pendukung sumber-sumber alami vang menyediakan atau
memberikan bahan-bahan bagi kepentingan hidupnya; tanah
Juga merupakan wila&ah (teritorial) mereka vang tidak

boleh diganggu gugat oleh pihak lain (pihak luar}).
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2. Peraturan Pertanahan yang berlaku di Indonesia
1. Jaman Kolonial
1.1. SabalumHhﬂrlﬂkunxa_Agxacichg_EEL_lﬁlQ

Dalam negara agraris seperti Indonesia pemanfaatan
tanah atau lahan muncul sebagai suatu yang universal.
Hal ini terjadi karena tanah dalam masyarakat mempunyai
hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan baik
sebagai individu, keluarga, maupun kelompck fterutama
dalam memfungsikan tanah sebagai tempat bertani.
berkebun, industri pariwisata dan lain sebagainya.

Untuk memanfaatkan tanah untuk berbagai kepen-
tingan tersebut sudah barang tentu memiliki patokan-
patokan normatif. Seperti pada masa penjajahan. hampir
semua peraturan-peraturan yang dibuat oleh mereka
(Pemerintahan Belanda) memberikan keuntungan untuk
Ikepentingannya. Sebaliknya bagi pribumi dibatasi hak-
haknya dalam pemanfaatan/mengclah lahannya. bahkan
hasil-hasil tanaman penduduk dimonopoli oleh penjajah.
Maka itulah antar lain vang menjadikan alasan mendasar
Pemerintah Indonesia (setelah merdeka), melakukan
rerombakan total maupun revisi-revis peraturan dibidang
pertanahan, tidak terkecuali yang menyangkut usaha
dibidang pertanian. perkebunan. maupun pertambangan.

Berkaitan dengan pola prenguasaan tanah sebelum
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kedatangan Verenisde Oast Indiéche Compagnie ¢ FOC)
Tahun 16109, Dibeberapa daerah dan khususnya di Pulau
Jawa. banvak raja mempunyai kekuasaan tanah diwilayah
pemerintahannya, hal yang sama Juga terjadi di Pulau
Lombok penguasaan tanah sepenuhnya ada pada raja.17
Semenjak kehadiran VOC. lebih-lebih setelah pemerintah
Belanda mulai menjajah, praktis kekuasaan raja-raja
atas tanah maupun rakyat pribumi mulai dibatasi ruang
geraknya. Pemerintah penjajahan Belanda mulai mencari-
cari dasar pembhenar (Justification) atas datangnya ke
bumi Indonesia.
Belanda melalui VOC merasa berdaulat penuh atas tanah
dan penduduk di daerah-daerah tersebut dengan dalih
hanya sekedar meneruskan kebiasaan vang telah dilakukan
oleh para raja.l8 | |
Kebijaksanaan bidang pertanahan semendak
berdifinya VOC sampai dibubarkan (1799) bahkan pada
masa pemerintahan Daendels (1808-1811) tidak mengalami
perubahan. Kebijaksanaan masa pemerintahan Gubernur

Jenderal Daendels lebih banyak melakukan penjualan

tanah kepada suasta Belanda {(partikelir), harga

17Kartadarnadja., dkk, "Sejarah Daerah Nusa Tenggalra Barat*
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 197771978, h.38.

18t rman Rajagukguk, "Hukum Aqraria, Pola Pengusaan Tanah
dan Kebutuhan Hidup", Candra Pratama, Jakarta, 1995, h.12.
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renjualannya disetorkan kepada bemerintah pusat dan
untuk berbagai keperluan keuangan ditanah jajahan.
Masuknva penjajahan Inggris vang cukup' singkat
(1811-1816) dengan Gubernur Jendral bernama Thomas
Stamford Raffles, banyak melakukan perubahan dibidang
struktur pemerintahan dan kebijaksaaan bidang
pertanahan. Kebijaksanaan yang menonjol pada saat itu,
dimana Kaffles membentuk komisi Mackenzie untuk
meneliti struktur agraria serta masalah-masalahnya
untuk memberikan saran-saran kepada pemerintah mengenai
cara-cara yang terbaik untuk memaksimumkan tanqh.19
Hasil-hasil temuan dalam penelitian tersebut: bahwa
semua tanah-tanah di Indonesia adalah tanah milik raja,
penduduk yang mengerjakan tanah tersebut dianggap
sebagai sebatas penyvewa atau penggarap tanah. Karena
raja telah ditaklukan maka Jatuh pula kekuasaannya
ketangan penguasa yang baru yang disebut Gubernur
Jendral. teori Raffles tentang hak milik tanah ini
-dikenal sebagai domein theori vang oleh wvan Vollenhoven
¢s. menyebut teori ini semata-mata untuk mendesak hak-

hak rakyat.zo

191 b i 4, n.12.

2OInan Soetiknjo, “Proses Terjadinya UuPa", Gajah Mada
University Press, Yogyakarta, 1987, h.349.
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Pringip-prinsip dasar vang ada dalam domein theori
itu oleh Raffles dijadikan sebagai dasar kebijaksanaan
dalam menetapkan peraturan Landrentecl (pajak tanah?.
Besarnya pajak ditetapkan menurut tingkat kesuburan
tanah: padak untuk tanah sawah lebih besar dengan
landrente untuk tanah kering/tegalan.

Keﬁijaksanaan pemerintahan Raffles tentang teori
domein tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan Gubernur
Jdendral Van Den Bosch (1826-1833) vang mulai berkuasa
lagi, bahkan dengan cara-cara vang lebih kejam Van Den
Hosch menerapkan kebijaksanaan cultuur stelsel {(tanam
paksa), nampaknya pada pemerintahan Van Den quch
stablilitasnya mulai terancam oleh adanya pemberontakan/
perlawanan dimana-mana atas kebijaksanaan cul tuur
stelsel yang betul-betul memeras rakvat pribumi.

Cultuur Stelsel disatu sisi mendatangkan keun-
tungah vang sangat besar bagi negeri Belanda, sedangkan
diesisi lain pelaksanaan sistem cultuur stelsel
mengakibatkan pendéritaan vang berat bagi' rakyat
Indonesia. banyak pihak yang tidak setuju bahkan banyak

pula dikalangan intelektual Belanda vang mengecam

ZlLandrente: sama dengan petuk pajak bumi, girik, pipil,
kekitir dan verponding (Periksa: Maria S.W. Sumardiono, makalah
berjudul "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran
Tanah", Yogyakarta, Kerjasama UGM-BPN, 1977, h.&.}.
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system cultuur stelses. maka hal'inilah yang mendorong
dan menjadi cikal-bakal diberlakukannya regering
reglement (KR) pada tahun 1854 (5. 1855 No.2).
Peraturan ini disatu sisi mendatangkan keuntungan bagi
pemerintahan penjajahan Belanda, namun disisi lain
meiindungi hak-hak atas tanah rakyat pribupni dalam
memanfaatkan tanah/lahan pertaniannya (Periksa: Pasal
62 RR).

Pada masa berlakunya regering regelement vyang pada
priéipnya ingin memberikan periindungan hukum hak-hak
atas tanah rakyat pribumi disatu sisi, sedangkan disisi
lainnya menjamin kepentingan para pemilik  modal
(rengusaha partikelir) dalam menjalankan usaha
awastaﬁya. sehingga bagi pPemerintah Belanda menghadapi
permasalahan yang sangat dilematis. Upaya pemecahan
rermasalahan ini terus dilakukan oleh Gubernur
Jenderal, dan pemecahan permasalahan baruy tercapai pada
tahun 1870 dengan dikeluarkannya Agrarische Wet
(5.1870-55) . Berlakukanya Agrarische Wet menjangkau
pula pada tanah-tanah yang ada di Pulau Lombok, dimana
ditetapkan berdasarkan stb. No. 248 dan surat Keputusan
Gubernur Jendral tanggal 27 Aguatus 1898 No. 19
merupakan afdeeling dari keresidenan Bali dan Loonk
tetap dibagi atas 3 (tiga) Onderafdeeling: Lombok

Barat. Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Tiap

is Maladi
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inderafdeo! flin dlbag!  atar kedlotrikon Jan Lloap

- kedistrikan dibagi atas desa-desa. <2 Berlakunya

Agrarische Wet terhadap pemilikan tanah rakyat di Pulau
Lombok lebih lanjut diatur dalam stbl 1906 No. 431.
1.2. Berlakunva agrariche wet 1870

Berlakunya Agrariche Wet adalah merupakan momentum
terpeﬁting sebagai dasar utama adanya perlindungan
hukum hak-hak atas tanah rakyat pribumi. Dari lima
macam ketentuan dasar yvang diatur dalam Agraria Wet
tersebut yang pada intinyva mengatur dua hal pokok vang
gifatnya prinsip yakni:

- memberikan perlindungan hukum atas hak-hak tanah
rakyat pribumij;

- membuka peluang/kesempatan kepada perusahaan per-
tanian swasta untuk mengembangkan usahanya di -
Indonesia.

.Prinsip menghormati hak-hak tanah penduduk ;sli
vang diambil dari ketentuan agraria wet 1870 1lalu
kemudian Pasal 51 Konstitusi Hindia Belanda (The Wet of
Staats Inrichting Van Nederlands Indie) yang berlaku di
Indonesia. Yang selanjutnya menjadi dasar dari semua

peraturan agraria di Indonesia yang ternvata kemudian

22Kartadarmadja., dkk, "Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah
Nusa Tenggara Barat", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Jakarta, 1978/1979,. h.35.
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menimbulkan masalah karena sifatﬁya vang dualisme.zf

Ketentuan dasar agrariche wet pelaksanaannya di-
atur lebih lanjut dalam agrariche besluit (AR) atau
keputusan Agraria yang diundangkan dalam S. 1870 No.
118. Pasal 1 dari keputusan AF itu memuat suatu
rernyataan penting vyang dikenal dengan "domelin
verklaring” atau pernyataan umum yvang pada intinya
berbunyi: beahwa semua tanah dimana seseorang tidak
dapat membuktikan bahwa itu adalah eigendomnya, maka
tanah itu adalah tanah milik negara.Z%

Dari pernyataan itu, mengancam eksistensi hak-hak
atas tanah milik rakyar pribumi vang dokumen pemiliknya-
berupa landrente (petuk pajak bumi), verponding
berdasarkan hukum adat.

Tujuan politik pertanahan tersebut akan
dipergunakan oleh pemerintah kolonial Belanda| sebagai
landaéan hukum untuk dapat memberikan tanah dengan hak-
hak barat guna kepentingan para rengusaha asing di
Indonesia, <%

Stetmen-stetmen politik agraria versi kolonial Hindia

24l‘luhyartn, dkk., "Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian
Sosial Ekonomi", Aditya Media, Yogyakarta, 1992, h.37.

231 b § 4.

2%Budi  Harsono, "UUPA, Sejarah Penyusunan, Isi  dan
Pelaksanaannya", Bagian I, Jambatan, Jakarta, 1961, h.17.
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Belanda semata-mata terutama uﬁtuk melindungi para
pengusaha asing. Perundang-undangan diperlukan sebagai
dasar pembenaran (Justification) untuk menjalankan
siasat, ~melakukan dualisme hukum, yakni hukum agraria
barat dan hukum agraria adat. Hukum agraria produk
Belanda dibentuk dengan tujuan untuk melicinkan Jjalan
bagi keabsahan/akumulasi/keuntungan dan atau
kepentingan kapitalis kolonial. Sedangkan hukum pribumi
(agraria adat) vang memudahkan mempertahankan
kepentingan kolonial vang memiliki konsekwensi-
konskwensi: penaman modal asing selalu mencari sasaran
tanah~tanah yang subur, letaknya strategis yang mudah
untuk dikembangkan sebagai sarana pemanfaatan
pengembangan usaha bidang pertanian, industri
pertanian, perkebunan dan lain-lainnya.

Masa penjajahan Jepang (1942-1945) tidak banyak
mengubah hukum pertanahan yéng berlaku seb;lumnya.
Justru yang menonjol pada masa renjajahan Jepang adanya
perubahan pola-pola tanam dalam rangka meningkatkan
produksi pangan dengan mewajibkan rakyat Indonesia
mempergunakan syarat-syarat dalam pengetahuan pertanian
vang baru. Disamping itu, untuk menambah hasil bumi,
pemerintah Jepang memperluas tanah pertanian dengan
membuka hutan sebagai lahan pertanian baru, khusus

tanah-tanah partikelir vang dibeli oleh péngusaha
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swasta peninggalan penJjajah Belahda. oleh pemerintah
Jepang dimasukkan dalam urusan pemerintah dengan
membentuk kantor urusan tanah partikelir.

Selama 3 (tiga) tahun bangsa Indonesia dijajah
Jepang, rakyat Indonesia terufama kaum tani ;engalami
penderitaan berat akibat menurunnya ekonomi rakyat
Secara draktis disebabkan adanya percbahan sistem pola
tanam yang dianggap masih asing oleh para petani. Yang

diutamakan pemerintah Jdajahan Jepang tanaman padi

sebagai persiapan logistik perang.

2. Setelah Merdeka (1945-1960)

Sejak negara Indonesia merdeka telah meﬂunculkan
harapan baru kepada rakyat untuk mendapatkan kembali
tanah-tanah peninggalan nenek moyangnya vang selama ini
dalam penguasaan renjajah. Oleh karena ity politik
hukum  memberi jalan untuk mengadakan perubahan-
perubahan mendasar untuk terbentuknya undang-undang
yang baru. Mengingat Pasal 102 Undang-undang Dasar
Sementara (UUDS) 1950 - memberikan peluang untuk
mengatur hukum agraria secara tersendiri, mengingat
bahwa materi hukum agraria melebihi yang biasanya

termasuk dalam lingkungan hukum perdata baik mengenati
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luas méupun isinya.:27 Lebih-leﬁih lagi secara tegas
Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (3) UUDS. pada
intinya menegaskan "bahwa hukum agraria itu sebaiknya
diatur dalam undang-undang tersendiri”.

Usaha-usaha untuk mewujudkan undang-undang yang
baru ternyata tidak segera dapat dilaksanakan karena
setelah proklamasi kemerdekaan Indonesisa, politik
pertanahan setelah tahun 1945 belum dapat dilaksanakan
dengan baik karena adanya kegoncangan, dimana disatu
prihak Agrariche Wet 1870 masih terpaksa diberlakukan.
padahal undang-undang tersebut tidak segual dengan UUD
194528

Keinginan Pemefintah untuk mengganti dan' membuat
undang-undang agraria yang baru, dimana secara bertahap
pemerintah melakukan kebijaksanaan baru. dengan tafsir
yang baru pula sesuai dengan tugjuan-tujuan seperti vang
tercahtum dalam Pasal 33 UUD 1945. Dimana dengan tegas
dinyatakan: “bahwa bumi, air, kekayaan alam vang
dikuasai oleh negara diutamakan untuk kemakmuran
rakyat"” bukan untuk kemakmuran penjajah atau segelintir

orang premilik modal yang menjalankan wusahal untuk

27I{man Soetiknjo, "Proses Terjadinya UUPA", Gajah Mada
University Press, Yogyakrta, 1987, h.45.

28Tauchid <M, "Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan
dan Kehidupan Rakyat Indonesia®, Bagian 1, Cakra Wala, Jakarta,
1952, h.15-16.
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dirinya sendiri/golongannya.
Langkah-langkah kongkrit dalam menyusun Konsep-

konsep dasar yang mendjiwai undang-undang agraria yang

baru. dimulai pada tahun 1948 dengan dibentuknya

Panitia Agraria Yogyakarta, melalui Penetapan Presiden

(PENPRES) Republik Indonesia Nomor 16 tanggal 21 Mei

1848. Panitia ini terdiri dari pejabat-pejabat dari

berbagai kementerian dan jawatan. anggota-anggota Badan

KNIP yang mewakili ahli hukum adat, wakil dari

organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan {tani,

serikat buruh, utusan masyarakat adat di daerah-daerah
dan sebagainya).
Tugas-tugas dari panitia tersebut adalah:29

a. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang
sgoal hukum tanah pada umumnva ;

b. Merancang dasar-dasar hukum tanah vang memuat
politik agraria Negara Republik Indonesia;

c. Merancang perubahan. rengertian, pencabutan
peraturan lama, baik dari sudut legislatif maupun
dari sudut praktik dan menyelidiki socal-soal lain
yang berlakunya dengan hukum tanah.

Nampaknya panitia Yogyakarta tersebut tidak dapat

bekerja secara optimal disebabkan oleh keadasan negara

yang pada masa itu tidak memungkinkan sehingga ke-

29Budi Harsono, dalam Hirsanudin, "Pola Penguasaan dan
Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pulau Lombok”, Tesis Program Pasca
Sarjana, Bid. Ilmu Hukum-UI, Jakarta, 1994, h,s8.
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panitiaan tersebut dibubarkan- melalui Keputusan
Presideﬁ Republik Indonesis Nomor 38 tanggal 19 Maret
1351, dan kemudian dibentuk panitia baru yaitu Panitia
Agraria Jakarta. Kepanitiaan ini dibubarkan karena
dianggap tidak dapat menvusun rancangan Undang-undang
Pokok Agraria (UUPA) dalam waktu yang singkat. Sebagai
gantinva dibentuklah Panitia Negara Urusan Agraria, dan
rada tahun 1957 Panitian ini berhasil menyelesaikan
naskah Rencana Undang-undang Pokok Agraria (RUUPA).

Dan setelah melalui Perjuangan yang ranjang
akhirnya pada tanggal 24 September 1960 rancangan
undang agraria tersebut memperoleh pengesahan Presiden
Republik Indonesia menjadi Undang-undang Nomor S Tahun
19680 tentang "Peraturan Dasar Pokok Agraria“ vang
sampal sekarang menjadi Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA). Undang-undang ini sekaligus menghapus sistem
dualisme hukum tanah (agraria), yang kemudian terjadi
unirikasi hukum agraria yang berdasarican hukum adat,
dan sebagai konsekwensinya, segala bentuk hak-hak tanah
dijaman Belanda harus dihapuskan dan hak-haknya
dikonversi menjadi hak-hak sebagaimana diat&r dan
ditegaskan dalam Undang-undang Pokok Agraria sebagai

karya besar bangsa Indonesia di bidang pertanahan.
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3. Hak-hak Atas Tanah menurut Hukﬁm Adat

Hukum Adat merupakan lembaga tradisional yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lembaga ini
mula-mula timbul dari adanya hubungan seseorang dengan
vang lain menjadi lebih erat lalu membentuk persekutuan
hukum (menurut: Ter Haar),h 3V dimana masing-masing
menyesuaikan kebebasannya sesuai dengan kendali-kendali
vang disepakati bersama untuk hidup dengan tertib dan
tenang dalam masyarskat tersebut.B =1
Mereka yang terikat dalam persekutuan hukum itu, secara
bersama-sama memiliki hak atas tanah tempat tinggalnya
disebut hak-ulayat (menurut: Iman Sudiyat) vang berada
dibawah kekuasaannya. Hak menguasai atas tanah atau
hak-kuasa atas tanah disuatu tempat/desa untuk pertama
kalinya ditemukan oleh Van Vollenhoven, 1lalu olehnya
diberi nama “beschikkingsrecht .32

Tanah Adat ¢ "communal right”) sebagal salah satu

30Henurut Ter Haar: Persekutuan hukum itu merupakan
Organisasi yang berlandaskan hukum adat. Persekutuan jitu sebagali
pergaulan hidup dalam golongan-golongan yang bertingkah laku
sebagai suatu kesatuan terhadap dunia luar dan batin, mempunyai
tata susunan yang mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri,
baik yang berwujud maupun tidak berwujud (“Asas-asas darl  Susunan
Hukum Adat", Pradnya Paramita, Jakarta, 1940, h.15,).

316, Kartasapoetra., dkk, "Hukum Tanah® Jaminan UUPA bagi
Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Rineka Cipta, Bandung, 1984,
h.B7.

3zsoetardjo Kar tohadikoesoemo, "D e s a", PN Balai Pustaka,
Yogyakarta, 1953, h.300.
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lembaga hukum di dalam sistem hukum adat keberadaannya
secara yuridis formal masih tetap diakui di dalam
sistem hukum di Indonesia (Pasal 5 UUPA).

Pemahaman dan pemaknaan tanah adat pada setiap
masyarakat berbeda antara satu dengan yang lainnyva, hal
ini disehkabkan oleh -faktor alam, lingkungan sopial yang
berbeda pula. Tetapi pada kenyataannya setiap
aktivitas dalam suatu kebudayaan. Hukum Adat masyarakat
yang satu dengan yang lainnya mempunyai kesamaan
fungsinya (serupa) yakni, memiliki fungsi pengawasan
sosial terutama bila terjadi auatu ketegangan-
ketegangan sosial vang disebabkah oleh adanya
pelanggaran hak-hak kelompok/individu atau per—
seorangan atas tanah atau lahan garapannya.

Di Pulau Lombok ada dikenal persekutu;n hukum
berkaitan dengan tanah-tanah yang dihuni dan digarap
oleh‘ kelompok masyarakat secara turun-timurun yang
disebut "paer’.

Pada awal peletakan hak (kelompok) atas
tanah/pemanfaatan lahan (“"gumi-paer"”) terjadi karena
adanya kehendak beberapa orang warga suatu desa untuk
.melakukan upaya pengembangan atau pemekaran areal lahan
pertanian. Menilik laju pertumbuhan penduduk sangat

pesat di suatu desa mendesak beberapa warganya untuk

mencari dan mengembangkan lahan tempat pencaharian
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hidup. Biasanya mereka berasal déri beberapa keluarga
batih ("kuren”) membuka lahan baru dan menetap.
("pundut”).

Ditempat yang baru ini mereka segera menunjuk
pemimpin kelompok, dan menetapkan batas-batas wilayah
“paer” (“babar" atau "sawe™), biasanya ditandai dengan
memanfaatkan kondisi geografis seperti gunung, sungai,
Jalan., dan lain-lainnya tempat pembabatan, pekuburan,
dan lain-lainnya.

Lahan pemekaran baru ini dapat berkembang menjadi
desa (Jjika lahan baru tidak termasuk wilayah suatu
desa), atau dasan, kekeliangan (jika berada dalam
lingkungan suatu desa).
| decara normatif anggota ke lompok "pundutan”
membuka lahan dimulai dengan melakukan upacara ritual
"mabangar”’ vyang dipimpin oleh seorang wali tanah
(“manékubumi”), berdasarkan restu dari ketua kelompokss
persekutuan asli, dan ijin dari kepala desa letak lahan
baru itu.

Secara pribadi anggota kelompok yang hendak
memanfaatkan lahan tertentu, ia harus memberi tanda

33Kini wewenang inl dipegang olek Kepala Desa, mengeluarkan
surat 1jin menggarap (SIM) yang biasanya dalam rentang masa paling
cepat lima tahun dimanfaatkan hak milik atasnya. Dalam rentang
waktu inilah lahan pemekaran baru tersebut “digarap” merupakan
lahan kelompok "pundutan” ("gumi-paer"),
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batags pada lahan vang dipilihn&a. terutama Jjika itu
telah dimanfaatkan sebagai tanah pertanian agar warga
lain tak masuk pada areal tersebut. Disinilah ditemukan
gambaran hubungan elastis (Jawa: “mulur mengkeret"')
antara hak kelompok atas tanah/pemanfaatan lahan dengan
anggotanya. . \
Persekutuan hukum yang terdapat pada institusi
"paer” atau "“gumi-paer” ada dikenal beberapa istilah-

istilah sebagai berikut:

a. "Paer” merupakan hak kelompok atas tanah, dapat

meliputi beberapa wilayah atau kawasan tertentu yang
mencakup lahan pertanian (sawah, kebun/lahan
perladangan dan hutan). Secara faktual “"Paer” dapat
meliputi beberapa wilayah administratif tertentu
antara lain: desa, dusun (kekeliangan),' kampung
(gubuk) atau sebaliknya, setiap “Paer” diberikan
néma tertentu berdasarkan atas nama asal daerah
warga masyarakat yang membuka wilayah atau kawasan
tersebut untuk pertama kalinya atau musyawarah
diantara para warga vyang akan menempati lahan
barunya itu. Secara lebih jauh dilihat Makna —
“"Paer” sesungguhnya tidak sekedar hak (kelompok)
atas tanah/pemanfaatan lahan, melainkan mengandung

arti yang lebih mendasar. yakni: merupakan batas

wilayah, asal-usul warga dan leluhurnya, citra
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kelompok, simbul kebanggaah kelompok, ikatan
kekerabatan kelompok dan lain-lainnya;

“Pauman” yang secara harfiah dapat diartika? sebagai
persekutuan atau organisasi yang pembentukannya
didasarkan atas kepentingan tertentu warganya.
Kepentingan ini berkaitan dengan kebutuhan spiritual
maupun non spiritual dari para warganya. Tanah atau
lahan yang dikuasainya dapat berupa persawahan,
rerladangan, perkebunan atau hutan tertentu dan
bersumber dari pemberian penguasa, terutama raja,
hagil wusaha “pauman” sendiri atau pemberian atau
benyerahan pauman lainnya:

"Punik” atau “Munik” yang secara harfiah dapat
diartikan memfungsikan atau memanfaatkan untuk
pertama kalinya wilayah atau kawasan tertentu. Pada
dasérnya "Punik” atau “"Munik" berkaitan erat dengan
prbses kegiatan membuka hutan untuk dijadikan lahan
prertanian baik berbentuk perladangan, rerkebunan
atau Jika memungkinkan pengairannya menjadi bentuk
persawahan (sawah) tetap. Atau dengan kata lain
"Munik"” berarti mengalihkan fungsi lahan dari hutan
menjadi ladang. atau dari ladang menjadi persawahan
baru dan lain-lainnya.

Seperti telah diuraikan pada Bab I. bahwa Pada

masyarakat Pulau Lombok ‘"hak kelompok" { "communal

»
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right”) atas tanah telah lama dikenal dan diakui
eksistensinya oleh pemerintah daerah, menilik' beberapa
orang secara bersama-sama membuka lahan pertanian,
karena desakan kebutuhan hidup, itulah sebabnya apabila
dilihat gecara konseptual “Paer” adalah termasuk
mengandung maikna ekonomis. politik, hukum dan
kebudayaan (seperti vang dikemukakan oleh Soerjono
Soekanto dalam bukunya berjudul “"Fungsi Hukum dan
Perubahan Sosial”. 1981, halaman 31).
- Blasanya kelompok ini membentuk sebuah oraganisasi,
menentukan pemimpin, menetapkan berbagai aturan dan
norma dalam memanfaatkan tanah. Juga batas areal lahan
vang dikuasainya (disebut: “babar" atau "Sawe")
disertai dengan serangkaian upacara ritual “mabangar"”
vang dipimpin oleh seorang wali tanah (“"Mangkubumi™).
Setiap anggota kelompok vang hendak memanfaatkan
lahah tertentu, ia harus memberi tanda batas pada lahan
vang dipilihnya, terutama jika lahan itu dimanfaatkan
sebagai- tanah pertanian agar orang lain tidak masuk
dalam areal tersebut. Peresmian/pemberian tanda batas
tersebut melalui upacara ritual yang disebut “babar"
atau "sawe”. Disinilah dapat ditemukan gambaran
hubungan “elastis” (Periksa: Moh. Koesnoe) antara hak
kelompok atas tanahnya dengan anggotanya atau dengan

L
kata lain hak idividu vang melekat atas secara umum
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digambarkan berpola "mulur—mengkeret“ seiring dengan
aktivitas., serta kesungguhan individu mengelola
tanahnyva.

Hak-hak kelompok atas tanah dalam konsep “Paer"

prada dasarnya ada dua (2) yakni:34

1. Pengaturan ke dalam _ ,

a. "Hak Paer” memperkenankan kelompok dan para warga
nya beserta anggota keluarganya memanfaatkan
lahan sekedar untuk keperluan menyambung hidup;

b. Hak-hak perorangan (anggota kelompok) atas tanah
tetap terkekang di dalam hak masyarakat atas
tanah. Tanah yang ditinggalkan oleh pengelolanya
Jatuh kembali menjadi hak prersekutuan;

c¢. Persekutuan dapat menetapkan tanah untuk keper-
luvan umum, seperti untuk perkuburan, masjit dan
lain-lain.

2. Pengaturan Keluar

a. Larangan kepada pilhak luar untuk menggarap tansah
itu tanpa 1ijin dari kepala persekutuan (datu,
kepala desa) dan lain-lain;

b. Larangan pembatasan vang mengikat terhadap orang-
orang luar untuk mendapat hak perseorangan atas
tanah pertanian. Lingkungan pertuan (sasak: paer)
ditentukan oleh batas-batas alami, seperti
gunung, sungai, pohon kayu dan lain-lain.

Dari pemahaman selama ini esensi "paer"” adalah
sangat mengutamakan ukuran bersama (signifikan) serta
nilai-nilai yang telah dihormati dan mengakar kuat.

Sehingga para anggotanya mempunyai kecendrungan untuk

mempertahankan sifat hakekat hubungan antara alam dan

34Lalu Witjana, "Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat”,
Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Jakarta, 1977, h.140.
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kehidupan manusia. Suatu jalan pikiran yang menjadi
_ dasarnya adalah remikiran yang bercorak Participarend
Cosmisch.BS
Sejalan dengan hal tersebut guna memahami dari
esensi nilai vang terkandung dalam hak “paer” sangat
relevan untuk menelusuri konsepr ideal, normatif
kemudian diperhatikan sisi realistik vang melatar-
belakangi eksistensi hak (kelompok, terhadap "paer”).
Pemahaman atas sikap dan nilai penguasaan dan
pemanfaatan tanah pada kelompok-kelompok masyarakat
sangat berguna untuk mengambil berbagail kebijaksanaan
dibidang pembangunan. Memahami konsep dan sikap serta
nilai-nilai yang tertanam dan hidup ditengah-tengah
masyarakat berarti memahami salah satu unsur kondisi-
onal sehingga akan mencegah terJjadinya pertentangan
keprentingan ( 'conflict”) pemanfaatan lahan secara
strukural. Sehingga dengan demikian keterlibatan aparat
birokrasi dalam pemanfaatan lahan untuk kepentihgan
pariwisata khususnya di Nusa Tenggara Barat akan
menambah kewibawaan pemerintah karena ia dapat menjalin

hubungan vyang harmonis, serasi dan seimbang dengan

warga masyarakat, bukan sebaliknya.

39musa Abdullah, "Pelaksanaan, Permasalahan dan' Pemecahan
Masalah Tanah Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara
Barat*, makalah Seminar Nasional Tanah Adat di Indonesia, Ciawi-
Bogor, 3-5 September 1996, h.5.
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BAB III

PRINSIP DASAR DAN LANDASAN HUKUM
PENDAFTARAN TANAH/LAHAN

A. Prinsip-prinsip Asasi Pemanfaatan Tanah/Lahﬁn.
1. Fungsi dan manfaat

Bumi atau tanah mempunyai fungsi yang sangat
penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil
dan makmur. Dimana Undang-undang Dasar 1945 telah
mengamanatkan bahkan mewajibkan kepada "Negara” untuk
mengatur pemilikan tanah. sehingga semua tanah
diseluruh wilayah kedaulatan Bangsa dipergunakan untuk
.8ebesar-besar kemakmuran rakyat secara gotong royong.

Karena tanah menguasai hajat hidup orang banyak,
maka dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat (periksa: penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-
undang Dasar 1945). Pemanfaatan atau menggunaan hak
atas tanah terikat oleh asas fungsi sosial, yvang
berarfi bahwa tanah itu harus digunakan sesuai dengan
sifat dan tujuannya sehingga bermanfaat bagi sipemegang
maupun masyarakat. Oleh karena itu maka prinsip-prinsip
dasar yang tercantum dalam UUD 1945 dan UUPA 1960 yakni
tidak menghendaki adanya pemilikan tanah pada
sekelompok orang tertentu maupun penguasaan tanah
malampaui batas oleh orang-orang bermodal.
Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Hukum Dasar

tersebut dapat dianggap "sejajar” dengan UUPA karena:-:

v

g%
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"UUPA memberi ‘Jaminan konstitusional'” bagl setiap
warga negara Indonesia, khususnya masyarakat vang
tinggal di daerah pedesaan untuk memperoleh
sebidang tanah, bagi sumber kehidupan' mereka,
disamping memberi "perlindungan konstitusional"
pula terhadap hak dari setiap warga negara
terhadap tanah juga tercermin dalam undang-undang
itu dengan dicantumkannya konsep “Fungsi Sosial”
atas tanah serta keharusan sirvemilik untuk
memanfaatkan tanah yang mereka miliki...,"1
Disamping berpegang teguh kepada prinsip-prinsip
dasar yang asasi (dalam Hukum Dasar), harus Jjuga
mengindahkan unsur-unsur vang bersandar pada hukum
adat dan hukum agama (Pasal 5 Undang-undang Pokok
Agraria). Juga diamanatkan GBHN 19931—1998J hahwa
sasaran pembangunan bidang hukum harus memperhatikan
pula “kemajemukan tatanan hukum yang berlaku”.z
Pandangan hakiki Suku Sasak terhadap "tanah”
merupakan bagian dari hidup dan kehidupannya; tanah
diberikan atau dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa
untuk. dipelihara dan dikembangkan untuk memenuhi
berbagai kebutuhan hidup (kebutuhan materill)y sebagai
bekal Ibadah. Pemanfaatan lahan {tanah) didasarkan pada
konsepsi makna disebut “"bumi-paer” vang tidak boleh
diterlantarkan; dan Jika lahan atau tanah diter-

lantarkan maka lahan itu kembali Penguasaannya kepada

lLoekuan Soetrisno, "Negara dan Peranannya dalam Mencip-
takan Pembangunan Desa yang Mandiri,” Majalah Prisma No. 1, 1988,
h.14, '

“GBHN 1993-1994, Citra-umbara, Bandung, 1993, h.32.
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"Zat” yang memberikan. Tanah baéinya bukanlah barang
komoditi yang dapat diperjual-belikan. Pemindahan pe~-
nguasaan hanya dapat terjadi Jjika warga masvarakat yang
menguasainya merasa tidak mampu mengelola, atau
ditemukan pemanfaatan yang lebih menguntungkan oleh
warga lainnya, tetapi disyaratkan bagi orang lain itu
( "monce”) harus membayar sejumlah uang “recognitie”,
vaitu pembayaran sebagai pengakuan atas hak dari pihak
yang lain, kepada siapa ia membayar sejumlah vang itu,
atau sebhagai “bulubekti” ( “huldefgift”, persembahan)
kepada yang mempunyéi hak atas tanah itu yaiéu: Desa
(Soetadjo Kartohadikoesoemo. " Desa . 1953: 308) atau
di Lombok disebut “paer” atau “gumi-paer ",

Bagi masyarakat Suku Sasak, baik dalam ikatan
kekerabatan, keluarga batih, maupun kelompok dalam
suatu “desa”, “paer” dan lain-lainnya. Tanah vang
meruﬁakan Ka:unia_luhﬂnia dijadikan simbul
hubungan leluhur ikatan antara anggotanya. Juga antara
leluhur dengan pemilik atau pihak yang mengulasainya.
Artinya tanah adalah dijadikan sarana berdialog dengan

3Semua tanah diseluruh wilavah kedaulatan Bangsa diper-
gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara
perorangan maupun secara gotong-royong, sebagai pencerminan "asas
kerochanian® Negara dan cita-cita Bangsa seperti yang tercantum di
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (Periksa: "landreform
Indonesia”, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (tanpa
tahun), h.14-15.
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para sesepuh atau leluhur (yang felah tiada): sebagai
rertanda bahwa leluhur senantiasa hadir di tengah-
tengah- mereka.

Makna-makna sosial “"unit-aksi” dalam pemanfaatan
lahan pertanian, terutama para pemegang peran (aktor)
akan menempatkan keseimbangan, keharmonisan (Donald
Black memakai istilah: “social harmony”) sebagai suatu
kesatuan utuh antara berfikir ( Proses rasional
remanfaatan lahan) dengan makna keyakinan (makna
religius). la takkan memanfaatkan lahan untuk hasil
tujuan duniawi saja (“tujuan materiil®) vang berten-
tangan dengan dasar keyakinan.4

Pisamping itu secara mendasar mereka yakini bahwa
sesungguhnya tujuan hidup seseorang secara hakiki
(kendati merupakan suatu kesatuan vang berkesinambungan

namun dapat dipilih menjadi dua, yakni:

2. Tujuap materiil

Merupakan tujuan dalam kehidupan nyata yang sangat
berkaitan dengan © sistem perekonomian. Untuk
memperolehnya seseorang harus menyandarkan diri pada

prinsip kehidupan duniawi, pertimbangan-pertimbangan

Musa Asy’arie, Disertasi, *Manusia Pemsbentuk Kebudayaan
dalam Al Qur’ an®, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta, 1991,
h.57.
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ragional. legal dan kondision&l. Perwujudan tujuan
materiil sangat tergantung pada “kiat hidup” se-—
seorang, sikap, serta potensi, serta kesempatan yang
dimilikinya.

. Seorang pribadi seringkali tak mampu secara
sendiri mewujudken tujuan materiil ini. oleh karena itu
la didesak untuk secara kooperatif bersama dengan warga
sesama mewujudkan tujuan itu. Atau dengan kata lain, ia
harus melakukan hubungan dengan sesama pribadi dalam
mencapéi tujuan materiil. Prinsip-prinsip asasi
terutama keadilan. kepastian. dan bermanfaat merupakan
hal vyang harus senantiasa diperhatikan dalam men-
ciptakan hubungan antara sesama pribadi dalam mencapai
tujuan-tujuan materiil.

Demikian pula jika hal ini ditempatkan dalam
hubungan-hubungan vang terselenggara dalam kehidupan
bermaéyarakat pada umumnya. Maksudnya hubungan vang
berdimensi sangat luas melibatkan berfungsinya secara
fundamental berbagai sistem kemasyarakatan dalam
mewujudkan tujuan materiil itu. '
Disinilah ditemukan perbincangan mengenai perwujudan
tujuan materiil melalui krangka struktural. Dalam suatu
tahar tertentu manusia sering tak mampu mewujudkan
tujuan materiil hal itu bukan karena ia kurang rajin,
kurang pintar. tak mampu. tidak memiliki potensi maupun

Yanis Maladi




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Zry

modal. melainkan karena dikehendaki sesuatu prasyarat
yang berada diluar diri pribadinya. Seorang tak mampu
mewujudkan tujuan materiil karena faktor struktur vang
sangat sulit dimasukinya. Berbagai keputusan struktural
yang ada tak memperhatikan kepentinganhya; seperti per-
lindungan hak-hak mereka atas tanah atau lahan
garapannya. Keputusan pejabat struktural sering ber-
tentangan dengan keinginan maupun tuju;n vang
dikehendaki oleh warga masyarakat. Disini nampak sekali
ada suatu kesenjangan hukum (nilai) gsosio-kultural
(social culture) dengan konsep yang diterapkan oleh
penentu kebijakan.

Disamping itu muatan-muatan yang tertuang dalam
isi/materi kebijaksanaan (aturan) sangat Jjauh dari
.tujuan materiil atau prinsip-prinsip dasar dalam konsep
‘paer” (“gumi-paer”) yang banyak menimbulkan konflik

maupun rertentangan kepentingan dalam penguagaan/

remilikan tanah/lahan.

3. Twiuan ipmateriil

Tujuan ini bukan berbentuk benda fisik yang
dapat diindra melainkan berupa tujuan vang berada
dialam ideal yang holistik. Oleh karena itu tujuan
immateriil ini sangat tergantung pada keyakinan

seseorané akan upaya yang diembannya. Tuduan ini
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sesungguhnya merupakan tujuan 3angka panjang vang
ditata sejak seorang Insan hidup di dunia, Ia
berhubungan langsung dengan sang pencipta, tata-aturan
serta makna vyang terkandung di dalamnya merupakan
perintah yang wajib ditaati.

Hal ini yang membentuk nilai-hakiki. disamping pe-
ngalaman pribadi atau pengalaman suatu masyarakat vang
terdapat dalam perikehidupan bermasyarakat, dan nilai-
nilai inilah selanjutnya diJjadikan pedoman. ukuran
bersama (signifikan). membentuk gagasan vang dijJadikan
prinsip-prinsip dasar yang asasi untuk perjuangan hidup
dan kehidupanya.

Eksistensi konsepsl dasar vang asasl tersebut
dihubungkan dengan pemanfaatan lahan/tanah diakui
~adanya secara subtsance (oleh isi/ketentuan hukum) yang
ada;..., “segala sesuatu yang ada harus mengindahkan
ketenfuan agama vyang ada” demikian diamanatkan oleh
UUPA.

Kedua tujuan tersebut sesungguhnya merupakan suatu
kesatudn yang utuh, saling berkait dan berhubungan satu
dengan yang lainnya. Dalam merumuskan suatu tujuan

materiil baik secara individu maupun kelompok dalam
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. pengelolaan maupun memanfatkan lahan pertanian,®
harus selaras, serasi dan seimbang dengan makna tujuan
yang immateriil.

Konsepsi-konsepsi dasar tersebut mempengaruhi
perilaku (bihavior of action) warga masyarakat dalam
bersikap tindak perihal pendaftaran tanah.®

DPan untuk terwujudnya makna sosial pendaftaran
tanah tidak dapat dipisahkan dengan persepsi dan sikap
pandang warga masyarakat baik dalam pengertian materiil
dan immateriil dalam pemanfaatan lahan/tanah vang
dipatok dalam rambu—rambu/normﬁtif zebagal ukuran
bersama masyarakat.

B. Landasan Hukum Pendaftaran Tanah dan Kebijaksanaan
Kepariwisataan

1. Bidang Pendaftaran Tanah .

Peraturan-peraturan vang mengatur penyelenggaraan
pendaftaran tanah di Indonesia, sebagai berikut:
a. Sebelum UUPA berlaku ketentuan "Overschrijvings

Ordonnantie” (5.1834-17):;

SPada asasnya, setiap orang mempunyai hak atas tanah
pertanian, diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri
secara aktif, dengan mencegah tata-cara pemerasan....,
pengecualian asas ini diatur dalam undang-undang (Periksa: Pasal
10 ayat (1) dan avat (3) UUPA)

6A5a5 pendaftaran tanah: sederhana, aman, terjangkau,
mutahir dan terbuka (Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang
"Pendaftran Tanah).
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banl

" b. Peraturan Menteri Agraria Noﬁor 9 Tahun 1959 untuk
tanah-tanah Hak Milik Adat: dan bagi pemilik tanah
vang mempunyai tanda bukti berdasarkan Ordonansi
Balik Nama (S 1834 Nomor 27) dapat didaftarkan:

C. Pergturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2
Tahun 1962 tentang "Penegasan Konversi dan
Pendaftaran Bekés Hak-hak Indonesia Atas Tanah,
ditambah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor SK.Z6/DDA/1870 tentang hal yang sama;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (LN 1861-

28, TLN 2171) tentang "Pendaftaran Tanah';

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (LN 1997-

o]

53, TLN 3696) tentang "Pendaftaran Tanah".

Sesuali dengan kebutuhan vyang mendesak untuk

memperoleh kepastian hak atas tanah, maka sekarang 'ini
pelaksanaan pendaftaran tanah dimulai dengan era-baru
landésan hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1987 sebagal pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 yvang dinyatakan tidak berlaku lagi.
Untuk tercapainya sasaran pembangunan bidang pertanahan
dalam Pelita V dan VI, Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan-‘kegiatan
sebagai berikut:

1. Penataan Pengaturan Penguasaan Tanah:

2. Penataan Penggunaan Tanah:;
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3. Pengurusan Hak-hak Atas Tanahf

4. Pengukuran dan Pendaftaran Tapah:

5. Penyempurnaan Kelembagaan dan Pengembangan Adminis -
trasi Pertanahan.’

Khusus menyangkut kebijaksanaan bidang pengukuran dan

pendaftaran tanah kegiatan utamanya:

a. Pemetaan, Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ,

Dalam rangka meningkatkan program sertifikat
atas bidang-bidang tanah. khususnya terhadap bidang
tanah yang belum terdaftar baik yang menyangkut
pendaftaran hak orginal berdasarkan ketentuan
konversi, penegasan dan pemberian hak maupun
pendaftaran hak derefatif berdasarkan ketentuan
peralihan hak dan pembebanan hak, telah banyak
ditempuh sistem pelayanan sertifikat deng?n biaya
murah dan terjamin kepastian hukumnya melalui
“Prona”. Selain itu karena kebutuhan warga
masyarakat akan pentingnya sertifikat, pada tahun-
tahun terakhir ini Badan Pertanahan Nasional
mengembangkan pelaksanaan prona swadaya, kegiatan
sertifikat kolektif.

Bahkan dalam rangka pengukuran dan pendaftaran tansah

desa demi desa pada Tahun 1986/1997 sedang dilak-

7profil Badan Pertanahan Nasional NTB, Mataram, 1996, h.iv.
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sanakan uji coba program ajﬁdikasi untuk lokasi-
lokasi tertentu.

Kegiatan lainnya antara lain dilaksanakan
rembuatan peta desa teknik. pembuatan peta
pendaftaran tanah. pembukuan hak atas tanah *dan
pembaharuan peta-peta tanah, dimana hasil-hasil dari
kegiatan ini dapat menunjang upava penerbitan dan
keperluan informasi pertanahan yang lengkap dan
akurat.

Hasil yang dicapai melalui kegiatan tersebut sebagai

berikut:

Tahun 94/95 35/96 96/97 Jumlah
Pemetaan 3.800 1.900 2.300 8.000 (Hektar)
Pengukuran 674 1.000 - 1.674 (Persil)
Pend.Tanah 715 3.051 3.126 6.892 Sertifikat
b. Pembinaan PPAT

‘ Kegiatan ini berupaya untuk meningkatkan pe-
layanan kepada masyarakat dengan sistem pelayanan
cepat, murah dan tetap menuhi prosedur yang berlaku,
dalam rangka peningkatan administrasi pertaﬂahan dan
pelayanan kepada masyarakat, maka Radan Pertanahan
Nasional membimbing/membina Notaris dan Camat selaku
Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Pelaksanaan
pembimbingan/pembinaan dilakukan baik secara lang-

sung maupun KkerJja sama dengan Pemerintah Daerah
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(Bupati. Camat " dan Kepala 'Desa. Tokoh Adat)
getempat..
c. Kelompok Masyarakat Sadar Terib Pertanahan
Sebagal langkah nyata untuk mendorong dan
meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya
mewujudkan tertib-pertanahan. Juga telah diambil
langkah untuk mendorong dan membina masyarakat untuk
secara swadaya membentuk suatu wadah dalam
mendapatkan kepentingan dan tuduan perlindu?gan dan
kepastian hak atas tanah serta peningkatan
pemanfaatan/produktifitasnya untuk kesejahteraan
hidup, yaitu dalam bentuk POKMASDARTIBNAS atau
kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan. Jumlah
Pokmasdartinas yang sudah terbentuk di seluruh Nusa
Tenggara Barat sampail dengan bulan desember 1996
sebanyak 521 keleompok dengan 17.020 anggota, di tiga
kébupaten vang ada di Pulau Lombeock dapat dirinci

éebagai berikut:

Kabupaten Target Realisasi
Lombok Barat 1.800 1.400
Lombok Tengah 2.580 2.650
Lombok Timur 3.000 1.075

Data tersebut memberikan informasi bahwa di lokasi
penelitian, keinginan warga masyaratak untuk meningkat-

kan status haknya cukup tinggi.

TESIS Signifikansi sosial pendaftaran .... ' Yanis Maladi



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lin™i

Keinginan warga masyarakat dilatafbelakangi oleh adanya
kepentingan untuk memperkuat status hak mereka dan rasa
aman, tertib, menghindari sengketa-sengketa ;ang
kemungkinan timbul terutama tentang batas-batas, luas,
dan penguasaan/pemilikan diantara sesama warga (sehagai
pertimbangan sosio-kulural). Kepentingan lainnya
melakukan pensertifikatan tanah adanya pertimbangan
sogsial-ekonomi. ... . " adanya sertifikat tanah Jjuga akan
memperkuat posisi tawar menawar petani/pemilik tanah
terhadap para pemilik modal yang ingin memperoleh
sebidang tanah untuk tapak usaha mereka”. (Lukman
Soetrisno., dalam "Hak Komunal Atas Tanah". pada Seminar

Nasional Tanah Adat Indonesia, Ciawi-Bogor 1996,

halaman. 5.)

2. Bidang Kepariwisataan

Potensi kepariwisataan Indonesia harus dibina dan
dikembangkan guna menghasilkan devisa untuk ! Negara.
Potensi yang ada di daerah perlu dikembangkan sepanjang
kondisi prasarana, sarana, dan potensi pariwisata yang
ada dapat menunjang pengembangan tersebut. Oleh karena
itu Pemerintah memberikan penyerahan sebagian urusan
pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada PEMDA
Tingkat I, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24

Tahun 1979, meliputi: urusan Usaha Kawasan Fariwisata.
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[lalam rangka pelaksanaan PP Nomor 24 Thaun 1979
tersebut dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Per-
hubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 292/HK.Phb-
29 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan PP
tersebut. Yang menjadi tugas pokok dan tanggung Jjawab
Pemerintah menurut PP tersebut adalah membina dan
mengembangkan industri Pariwisata meliputi:

....partisipasi masyarakat.... memperhatikan keter-

peliharaan kebudayaan...,” |

Tindak lanjut pengembangan kepariwisataan, untuk
itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara
Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7
Tahun 1990 tentang “Usaha Kawasan Pariwisata” yang pada
intinya mengatur meliputi:

~ mengusahakan lahan dengan luas sekurang-kurangnya
100 Ha untuk keperluan Usaha Kawasan Pariwisata;
- mémbangun dan menyewakan satuan simpul tertentu
(lingkungan tertentu);
- dan lain-lain sarana penunjang.

Semenjak ditetapkannva Peraturan Daerah (PERDA)
Nomor 9 Tahun 1990 tentang “Pembangunan Pariwisata”
yang pada intinya menetapkan landasan hukum penetapan
Pantai Selong Belanak dan sekitarnya menjadi kawasan
wisata rantai. Selanjutnya dikeluarkan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat
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(S5K) Nomor 423 Tahun 1880 tentané "Rencana Tata-ruang
Resort. Pariwisata Selong Belanak Kabupaten Daerah
Tingkat I]1 Lombok Tengah yvang pada intinya meliputi:

- bhatas-batas resort pariwisata Selong Belanak
ditetapkan sesuai dengan batas-batas sebagaimana
tercantum dalam peta rencana tata-ruang (tapak) yang
tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

- luas resort pariwisata Selong Belanak ditetapkan 210
{(dua ratus sepuluh}) hektar atau 2.100.000 M2 (dua
Jjuta seratus ribu meter persegi).

Pada tahapan berikutnva dikeluarkan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1890 tentang “"Kepariwisataan” yang pada
intinya meliputi:

Pembangunan obyek prariwisata dan daya tarik wisata

dilakukan dengan memperhatikan:

-  kemampuan untuk mendorong peningkatan

.perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;

- mnilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan
dan nilai—nilai vang hidup dalam maayarak;t;

- kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;

- kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Pengaruh dari kebijaksanaan usaha kepariwisataan
tersebut telah menimbulkan permasalahan-permasalahan
bidang pertanahan mulai muncul, tidak hanya ketimpangan

pendistribusian (struktur) kepemilikannva., melainkan
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ketimpangan dalam pemanfaatan .lahan vang menyentuh
hingga permasalahan mempertahankan hak warga masyarakat
(kelompok) terhadap “kepentingan'" yang sering .di—
dalihkan oleh penetap kebijakan (aparat birockrasi)
sebagal upaya peningkatan “Pendapatan Asli Dachah .

Merujuk kepada Undang-undang No. 9 Tahun 1980
tentang ”Kepariwisataan".8 Gubernur Kepals Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Surat
Keputusan (SK) No. 120 Tahun 1990 tentang “Tata Cara
Penyediaan dan FPemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan
Usaha Kawasan Wisata dan Pariwisata”. Dalam surat
keputusan tersebut ditentukan bahwa: Badan usaha vyang
'ingin membangun usaha kawasan wisata atau usaha
pariwisata wajib mengajukan permohonan pencadangan
tanah kepada Gubernur Kepala Daerah (Pasal Z ayat 1).
Permohonan pencadangan tersebut akan diterima Jika
sesuéi. dengan tata ruang kawasan., kalau tidak sesual
maka permohonan itu akan ditolak. Penerimaan dan
penolakan itu akan ditentukan dengan Surat Keputusan
{SK) Gubernur (Pasal 3 ayat (1) dan (2).

Setelah diterimanya keputusan pencadangan lahan

8F‘enyelenqqaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan
atas asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan
merata, perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri
sendirl {(Periksa: Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1990).
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sebagaimana dimaksud oleh Pasal‘3 ayat (1). maka vang

bersangkutan mengajukan permohonan ijin sementara usaha

pariwisata kepada Menteri Pariwisata, Pos dan

Telekomunikasi atau persetujuan Prinsip kepada‘Gubernur

Kepala Daerah sesual dengan kewenangan masing-masing.

Jika 1ijin sementara usaha pariwisata dan persetujuan

prinsip diterima, maka permohonan yang bersangkutan

wajib mengajukan permohonan ijin lokasi dan pembebasan
tanah kepada Gubenur Kepala Daerah.

Dalam hal pelaksanaan pembebasan tanah, maka
permohonan yvang sudah mendapat ijin lokasi dan
‘pembebasan tanah wajib memenuhli ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

a. Untuk keperluan usaha kepariwisataan pembebasan
tanah/pembelian tanah harus sudéh selesal di-
laksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2
(dua) tahun, terhitung sejak diterimanya surat
keputusan pemberian ijin lokasi dan pembebasan tanah
dapat diperpanjang untuk Jjangka waktu paling lama 1
(satu) tahun atas permintaan pemohon apabila
terd%pat alasan yang cukup kuat. sedangkan untuk
keperluan usaha pariwisata, selambat-lambatnya o6
{enam) bulan terhitung sejak diterimanya surat
keputusan pemberian ijin lokasi dan pembebasan tanah

dan hanyva dapat diperpanjang satu kali untuk Jangka
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Pl

waktu 3 (tiga) bulan:

b. Pembebasan/pembelian tanah dilakukan atas dasar
musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai
bentuk maupun besarnya ganti rugi/santunan yang
dibayarkan;

Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai bentuk

p]

dan besarnya ganti rugi-/santunan maka dapat ditempuh
cara menyediakan 1lokasi tanah pengganti atau
diadakan lokasi bagi pemilik tanah yang terkena
rencana usaha kawasan pariwisata/usaha pariwisata
yvang segala sesuatunva dilakukan dengan cara
musyawarah (Pasal 5 ayat (1)).

Apabila pembebasan/pembelian tanah dan ijin tetap
usaha Pariwisata dari Menteri Pariwisata Pos dan
Telekomunikasi atau 1ijin usaha dari Gubernur Kepala
Daerah telah diperoleh. maka pemcohon yang bersangkutan
mengajukan permohonan pengukuran tanah tersebut kepada
Kepala Kantor Pertanahan., dan pengukuran ini harus
diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30
{tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya
permohonan pengukuran tanah (Pasal 6 ayat (2) dan {33).

Dalam hal persetujuan prinsip atau ijin usaha
kawasan Pariwisata atau iJin usaha pariwisata di cabut,
maka hak guna bangunan dan hak-hak lain atas tanah yang

dipercleh perusahaan vyang mengelola usaha kawasan
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pariwisatas usaha pariwisata tersebut dapat dibatalkan
dan perusahaan vang bersangkutan harus mengalihkan
penguasaan atas tanah tersebut kepada perusahaan lain
yang sudah memperoleh persetujuan prinsip dari Gubernur
Kepala Daerah atau ijin sementara usaha pariwisata dari
Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Periksa:

Pasal 9).

*

Menurut Pasal 19 Peraturan Daerah (PERDA) No. 7
Tahun 1990 Ijin Usaha Kawasan Pariwisata dapat dicabut
apabila:

a. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan ijin
usaha yang diberikan;

h. Tidak atau lalai melakukan daftar ulang ijin
usaha/ijin perluasan usaha kawasan pariwisata;

c. Menyelenggarakan perluasan areal usaha kawasan
pariwisata tanpa Izin Usaha perluasan kawasan

pariwisata;

1}

d. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 ayat

(2) Peraturan Daerah ini;
e. Melakukan pemindah tanganan hak ténpa persetujuan
tertulie dari Gubernur Kepala Daerah.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak d%inginkan
dalam pembangunan kepariwisataan di Nusa Tenggaras
Barat, maka Gubernur Kepala Daerah telah mengeluarkan

Surat Keputusan (SK) Nomor 456 Tahun 1990 tentang Surat
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: I

Pernyataan Kesungguhan Bagi Investor vang Menanamkan

Modalnya di bidang usaha kawasan pariwisata Nusa

Tenggara Barat.

Dalam Pasal 3 ditentukan bahwa setiap investor
vang mengajukan permohonan persetujuan prinsip atau
rekomendasi kepada Gubernur Kepala Daerah, diwajibkan
membuat surat pernyataan kesanggupan mendirikan usaha
kawasan pariwisata/usaha pariwisata. Tujuan ditetap-
kannya tujuan tersebut adalah:

a. Untuk mempercepat proses pembangunan prasarana dan
sarana kepariwisataan di daerah Tingkat I HNusa
Tenggara Barat:

b. Untuk mencegah adanya praktek-praktek percaloan
tanah (spikulan) di kawasan-kawasan yang telah di
tetapkan sebagai kawasan pariwisata (Periksa: Pasal
2 ayat (1) dan (2).

Dalgm upava Pemerintah Daerah (PEMDA) merealisasi-
kan program kepariwisataan di “ﬁesort Wisata Pantai
Selong Belanak" (terutama atas tanah-tanah warga
masyarakat yang terletak kampung “Rowok”). Melalui
instruksi Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat.
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah
mengeluarkan Surat Keputusan tanggal: 2 Juni Tahun
1880 Nomor 59/503/90 tentang Rekomendasi kepada PT

Sinar Rowok Indah Untuk Menjalankan Usaha Swasta,
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melakukan pembebasan atas tanah-tanah milik warga

masyarakat vang tadinya oleh warga masyarakat telah
L4

diajukan pendaftaran untuk memperoleh sertifikat hak-
milik atas tanah melalui lembaga konversi.

Dampak dari surat keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lombok Tengah tersebut cukup meresahkan
warga masyvarakat. Mereka merasakan sekali bahwa
semenjak lokasi tanah-tanah mereka dicanangkan sebagai
kawasan pariwisata, benturan-benturan kepentingan atau
konflik-konfik kepentingan tidak dapat dihindari lagi.
Bupati Kepala Daerah membuat Surat Perintah
Pengosongan9 masing-masing pada tanggal 27 April 1984,
disusul dengan surat perintah pengosongan tanggal 5 Mei
1994 dan tanggal 10 Juni 1994, memerintahkan: agar
warga masyarakat segera pindah dari lokasi yang telah

ditentukan eebagai lokasi Hak Guna Bangunan vang

9Yanq menjadl dasar surat perintah pengosongan tersebut:
fa] Surat Keputusan {(SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB,
Nomor 162 Tahun [990 tanggal 23 Juni 1990 tentang "Ijin Lokasi dan
Pembebasan Tanah” untuk pembangunan hotel berbintang dan fasilitas
penunjang lainnya;

[b] Surat Menterit Kehakiman tanggal & Desember 1990 Nomor
C.634 B.HT.01.TH.90 tentang "Persetujuan Pendirian PT. Sinar Rowok
Indahs

[c] Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional
(BPN) tanggal 17 Oktober 1991 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan
atas nama PT. Sinar Rowok Indah;

[d] Sertifikat Hak Guna Bangunan, berlaku selama 2¢ tahun
terhitung mulai tanggal 14 Desember 1991 sampal dengan 14 Desember
Tahun 2011 atas nama PT. Sinar Rowok Indah;

(el Surat PT. Sinar Rowok Indah tanggal 23 Desember 1992
Nomor 48/SRI-LTH/X11/19%92.
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diberikan kepada PT. Sinar Roﬁok Indah, selambat-

lambatnya 6 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkan

agurat perintah tersebut.

C. Pendaftaran Tanah
1. Pengertian-pengertian

- Pendaftaran tanah adalah merupakan rangkaian
kegiatan vang dilaksanakan oleh Pemerintah yang
mel}puti: pengumpulan. pengolahan. pembukuan, dan
penyaJjian serta pemeliharaaﬁ data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bindang tanah yang sudah ada haknya dan hak
milik atas satuan rumah susun serta hak-hak
tertentu vyang membebaninya (Pasal 1 angka 1 PP
Nomor 24 Tahun 1997);

- Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 Undang Nomor 5 Tahun 1980C tentang
Peraturan Dasar Pokok Agraria, selanjutnya disebut
UUPA;

- Bidang tanah adalah bagian permukaan bu;i yang
merupakan satuan bidang yang terbatas;

- Data fisik adalah keterangan mengenai letak. batas

dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang
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didaftar. termasuk keteraﬁgan mengenai! adanya
bangunan atau bagian bangunan di atasnya;

Data yuridis adalah keterangan mengenai status
hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang
didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta.
beban-beban lain yang membebaninya;

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah
pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar beqdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomer 10 tahun 1961 tentang
pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini;
Pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance)
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menye-
suaikan data fisik dan data yuridis ocbyek
pendaftaran tanah yang sudah dibukukan dan
disajikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi
kemudian;

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah secara
sistematik dan secara sporadik;

Pendaftaran tanah sacara sistematik  adalah
kegiatan rendaftaran tanah untuk pertama kali atas
prakarsa Pemerintah, vang dilakukan secara
serentak dan meliputi semua obyek rendaftaran

tanah yang belum didaftar dalam wilayvah atau
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bagian wilayah suatu desa/kelurahan;

- Pendaftaran tanah secara spbradik adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilak-
sanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan,
mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran
tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa

/kelurahan secara individu atasu massal. .

2. Obyek pendaftaran tanah meliputi:

a. bidang-bidang tanah yang dipunvai dengan hak
milik. hak guna usaha. hak guna bangunan dan hak
pakai;

b. tanah hak pengelolaan:

c. tanah wakaf; - 1

d. hak milik atas satuan rumah susun;

e. hak tanggungan;

f. tanah negara (yang hanya dibukukan dalam daftar

tanah tidak diterbitkan sertifikat).

3. Asas dan tujuan
Asas pendaftaran tanah adalah sederhana. aman,

terjangkau, mutakhir dan terbuka, yang pengertiannya

sebagail berikut: |

asas sederhana:

dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokeck maupun
prosedur Pendaftaran Tanah dengan mudah dapat
dipahami oleh pihak yang berkepentingan, terutama
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rara pemegang hak.

asas amain:

disini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa
Pendaftaran Tanah perlu diselenggarakan dengan
teliti dan cermat. sehingga hasilnya dapat
memberikan Jaminan kepastian hukum sesuai dengan
tujuannya.

asas terdjangkau:

disini dimaksudkan agar rihak-pihak vang
memerlukannya, terutama golongan ekonomi lemah,
dapat terjangkau pemberian layanan Pendaftaran

Tanah

asas mutahir:

disini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam
pelaksanaan dan kesinambungan pemeliharaan data
Pendaftaran Tanah. Data vang tersedia harus
menunjukkan keadaan yang mutahir, eehingga perlu
diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan
perubahan-perubahan vang terjadi. Azas ini
menuntut dipeliharanya data Pendaftaran Tanah
secara terus menerus dan berkesinambungan,
sehingga data vang tersimpan di Kantor Pertanahan
selalu "up to date”., sesuai dengan kenyataan
dilapangan.

asas terbuka:

Maksudnya supaya masyarakat dapat memperoleh
keterangan mengenaiodata vang benar sgsetiap saat
(asas keterbukaan).

Tujuan pendaftaran tanah selain untuk keperluan
lalu . lintas wsosial ekonomi Jjuga menjamin kepastian

hukum vang bersifat rechts kadaster. kepastian hak11

10¢0e1arman grotosoelarno, "Aspek Teknis Yuridis
Pendaftaran Tanah Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, makalah
Seminar Nasional Kebijaksanaan Baru Pendaftran Tanah, Deputi BPN,
Yogyakarta, 13 September 1997, h.Z.

1patam menjamin kepastian hukum, jika ada sengketa atau

menghadapi kasus-kasus konkrit para pemegang hak atas tanah,

dengan alat bukti hak yang diberikan kepadanya (berupa

sertifikat), akan dengan mudah dapat membuktikan bahwa dialah yang

berhak atas tanah yang dikuasainya. Selain 1itu penyelenggaraan

pendaftaran tanah Juga memudahkan bagt pihak-pihak yanq

! berkepentingan, vyaltu calon pembeli dan calon kriditor untuk

memperoleh date fisik dan data yuridis yang dapat dipercaya
kebenarannya mengenal tanah yang akan dibelinya,
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geseorang, maupun memberikan periindungan hukum kepada
para pihak yang memperoleh tanah dengan itikat baik.
'Apabila penerima hak yang beritikat baik bertindak
gecara tegas selaku pemilik dan menguasai tanah vang
bersangkutan gecara nyata dan terbuka selama sekian
tahun., tanpa ada pihak yang menggugat, maka oleh hukum
ia ditetapkan sebagai pemiliknya.l2
Aspek perlindungan hukum yang dikandung oleh PP Nomor
24 Tahun 1997 menganut konsep ”rechtsverwerking”la
dalam pendaftaran tanah: “"bagl pemegang sertifikat,
kalau lewat waktu 5 tahun tidak ada gangguan atau
keberatén, maka ia terbebas dari gangguan pihak lain
yang merasa sebagal pemegang hak atas tanah tersebut
(Periksa: Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997).
Melalui pendaftaran tanah dapat diperoleh infor-
masi suatu bidang tanah. baik penggunaan, pe—
manfaétannya, maurun informasi mengenai untuk Apba

sebaiknya tanah itu dipergunakan dan sebagainya.

Ketentuan UUPA bidang pendaftaran tanah adalah wusaha

lzﬁoedi Harsono, "Alat-alat Bukti Hak Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997", makalah Seminar MNasional kerja
sama UGM & Badan Pertanahan Nasional (BPN), Yogyakarta, 3

September 1997, h.4,

13Haria 5.8. Sumardjono, “"Kepastian Hukums dan Perlindungan
Hukum dalam Pendaftaran Tanah®, makalah Seminar Nasional kerja
sama UGM & DBadan Pertanahan HNasional (BPN), Yogyakarta 13
September 1997, h.10.
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vang lebih modern dari suatu péndaftaran tanah vyang
komperhensif yang kita kenal dengan ZLand Information
svsten kadangkala juga disebut Geographic Information
5ystem.l4

Manfaat pendaftaran tanah bagi premegang hak. yakni
tanah memegang Peranan yang sangat penting bagi
kehidupan manusia dalam bermasyarakat. tercukupinya
kebutuhén manusia akan bahan pangan dikarenakan manusia
mampu mengoclah dan mendayagunakan tanah. Dan tidak
terbatas pada kebutuhan bidang pangan saja, seperti
misalnya tanah untuk tempat ibadah, pendidikan,
perumahan, tempat perkuburan bagi warga masyarakat.

Karena tanah merupakan sumber hidup dan kehidupan
bagi manusia. Keadasan tanah yang terbatas sedang
penduduk bertambah terus dengan pesatnya. sehingga
Jumlah penduduk vang ingin mendayagunakan tanah menjadi
tidak seimbang dengan keadaan tanahnya. Dalam keadaan
vang demikian tanpa ada peraturan vang lengkap dan
jelas/tegas. yang dilaksanakan secara konsisten, maka
tanah sering menimbuikan perselisihan hak karen; adanya

perbedaan kepentingan, atau pendayagunaan tanah vang

salah dan lain-lain.

lqn.P. Parlindungan, "Pendaftaran Tanah di Indonesia", c¢v
Mandar Maju, Bandung, 1990, h.7.
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Untuk mencegah dan memecahkan persoalan-persolan
perselisihan hak atau terjadinya sengketa atas tanah,
maka Pemerintah melalui Undang-undang Pokok Agraria
1960 (UUPA)Y telah menetapkan rencana umum mengenal
penvediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan
ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya diperuntukkan: disamping untuk keperluan
negara. dipergunakan juga untuk keperluan peribadatan
(kebutuhan fmmateriil spirituil) serta keperluan untuk
pusat-pusat kehidupan. sosial, kebudayaan. kesejah-
teraan (kebutuhan materiil} dan lain-lain (Periksa:
Pasal 14 huruf a.b. dan ¢ UUPA).

Dengan demikian maka jelas pendayvagunaan tanah tidak
dapat dengan sewenang-wenang/sekehendak hati karena
telah ada peruntukannya.

Supaya tanah berdayaguna sesuai tengan tujuan pe-
manfaatan dan kegunaannya. Maka kepada warga negara
diberikan hak-hak. sererti telah ditentukan dalam UUPA
vaitu: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha
(biasanya dengan lahan yang luas). Hak Pakai. Hak

Pengusaan/pengelolaan dan lain sebagainya. v

4. Hak-hak atas tanah
4_1. Hak milik

Merupakan hak turun-timurun, terkuat dan terpenuh
yvang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat

ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 20 UUPA, hak ini
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tidak .meliﬁuti hak atas kekayaaﬂ alam yvang terkandung
di dalam bumi.

Diantara hak-hak atas tanah maka hak milik adalah vyang
terkuat dan penuh, artinya yang paling kuat dan paling
penuh. Kalau hak-hak lain ditentukan peruntukannya maka
tidak aemikian halnya dengan hak milik. Meskipun hak
milik dikatakan sebagai hak yang terkuat dan penuh,
tetapli tidak ©berarti bahwa hak tersebut hak yang
mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat,
sebagai hak eigendom menurut pengertian vang dulu.
Sifat vyvang demikian akan bertentangan dengan sifat
hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak
(Periksa: Penjelasan Pasal 20 dan 20 ayat (1) UUPA).
Hek milik dapat berlangsung secara turun-timurun, dapat
diwariskan dan diwarisi serta dapat berpindah kepada
pihak lain, tidak ditentukan jangka waktunya seperti
yang'berlaku pada hak guna usaha dan hak guna bangunan.
Perlu untuk diketahui, bahwa bédan hukum pada! asasnya
tidak dapat mempunyai hak milik, tetapi mengingat
keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya
dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan
perekonomian maka diadakan suatu “escape-clause” yang’

memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak
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milik.1® ,
Penggunaan hak milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan
diatur dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 24
UUPA). Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas
vang dimuat dalam Pasal 10, oleh karena itu dibatasi.
Hal itu diatur supaya jangan terjadi hal-hak yang
bertentangan dengan asas-asag lain dari hukum agraria
vang baru.16 ' ' r
4.2. Hak guna usaha

Pengaturan hak ini pada Pasal 28 UUPA. merupakan
hak untuk mengusahakan tanah negara dalam Jjangka waktu
vang terbatas guna perusahaan pertanian, perikanan dan
peternakan dengan luas minimal & hektar, dengan
ketentuan Jjika luasnya 25 hektar atau lebih harus
memakai investasi modal.
Hak guna-usaha tidak dapat diberikan atas tandh milik
kareﬁa hak itu akan bertentangan dengan asas hukum
agraria (Pasal 10 UUPA)Y. 0Oleh karena itu hanya
Pemerintah saja yang dapat memberikan hak guna-usaha.

Dan pemberiaan hak guna usaha hanya terbatas pada

usaha—-usaha pertanian, perikanan dan peternakan.

15goedi Harsono, "Undang-undang Pokok Agraria”, Sejarah
Penyusunan, Isi dan Permasalahan”, Jambatan, Jakarta, 1941, h.176.

Yoy i 9, h.183.
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Yang dapat melakukan hak guna~u§aha adalah setiap WNI
(tidak membedakan WNI asli atau tidak), bagi orang
asing (bukan WNI) tidak dapat diberikan menjalankan hak
guna-usaha atas tanah.
Badan-hukum dapat memperoleh hak guna-usaha dengan
syarat didirikan di Indonesia dan berkedudukan ' di
Indonesia. Badan-hukum vyang didirikan di Indonesia
tetapli tidak didirikan menurut hukum Indonesia tidak
dapat mempunyai hak guna-usaha.
4_.3. Hak guna bangunan

Adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan
atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Bedanyq dengan
hak Guna-usaha, yakni hak guna bangunan tidak mengenai
tanah pertanian. Oleh karena itu selain atas tanah
negara dapat Jjuga diberikan atas tanah milik sesecorang
atau badan hukum (Penjelasan Pasal 35 UUPA).
Hak gﬁna bangunan diberikan dengan jangka waktu paling
lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dapat
diperpanjang paling lama Z0 tahun.
4_4. Hak pakail

Adalah hak untuk menggunakan dan/atau] untuk
memungut hasil dari tanah orang lain, yaitu milik orang
lain ataupun tanah negara, yang bukan perjanjian sewa-
menyewa dan bukan pula perjanjian pengolahan. Bagi

orang asing tidak mempunyai hak pakai. sedang kepada
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badan-badan hukum yang bermodal ésing, hak ini hanya
mungkin diberikan dengan pembétasan*pembatasan
tertentu.

Jangka waktu hak pakai tidak ditentukan selama tanah
itu dipergunakan untuk keperluan vang tertentu,
misainya untuk mesjid, gereja. tempat kediaman Kepala
Perwakilan Asing atau kantor kedutaan. Sewaktu-waktu
tanah tidak diperlukan lagi untuk keperluan tersebut
hapuslah hak pakai.

Untuk dapat dipertahankan hak-hak atas tanah
tersebut dengan baik, artinya agar pada waktu
rendayagunaannya tidak ada vang mengganggu-gugat, me-
nurut UUPA, harus didaftarkan pada Kantor Agraria,
sekarang Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat
ditingkat Kabupaten/Kotamadya (Pasal 5 dan 6 PP Nomor
24 Tahun 18997). Pendaftaran untuk pertama kali me-
liputi: |
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik:

b. pembuktian hak dan pembukuan hak tersebut;:
C. penerbitan sertifikat;

penyajian data fisik dan data yuridis;

o

penyimpanan daftar umum dan dokumen.

h

Cbyek dari hak atas tanah disebut "asas
spesialitas”, sedangkan untuk mendapatkan kepastian hak

mengenai tanahnya yang berkaitan dengan pendaftaran

Yanis Maladi
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hak-hak atas tanah dan peralihaﬁ hak-hak atas tanah
dizebut "asas openbaarheid"”. untuk mendapatkan
kepastian mengenai subyeknya: siapa yang berhak atas
tanah itu. Hak milik tidak akan diperoleh kalau kita
membeli tanah dari orang yang bukan pemiliknya.l7

Sistem pendaftaran tanah kita menganut asas
negatif atau disebut dengan sistem publikasi negatif,
umumnya digunakan apa yang dikenal sebagai lembaga
"acquisitieve vergjaring"” atau lembaga "reverse
possesion”la. Asas negatif ini tercermin dglam
rernyataan sebagai alat pembuktian yang kuat, bukan
sebagai satu-satunya alat pembuktian.l® Jadi tanda
bukti vang diberikan itu bukan satu-satunya alat bukti
vang sah atau bukti vang bersifat mutlak (Periksa:
Pasal 23. 32, dan 38 UUPA). Kecuali =istem pendaftaran
tanah kita menganut asas positif: sertifikaq adalah

merupakan alat bukti vang final.zo Menurut Boedi

Harsono, bahwa UUPA kita tidak mengharuskan

170 b i d, n.158.

1BBoedi Harsonao, "Alat-alat Bukti Hak HMenurut Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997", makalah Seminar Nasionan kerja
sama UGM & Bandan Pertanahan Nasonal (BPN), Yogyakarta, 13

September 1997, h.4.

19a.p, Parlindungan, "Pendaftaran Tanah di Indonesia”, cv
Mandar Maju, Bandung, 1990, h.8.

2ODqulas J Whelen., dalam A.P., Parlindungan., I B i d, 9.
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diselenggarakan pendaftaran tanaﬁ dengan sistem positif
fasas positif). Sistem positif menghendaki prenjelasan
yang teliti dan oleh karenannya memerlukan banyak waktu
dan tenaga. Yang kita perlukan ialah pendaftaran tanah
dengan cara yang séderhana dan mudah dimengefti oleh
rakyat. sehingga mudah dijalankan.

Terakhir ini, tepatnya pada tanggal 13 September 1897
vang lalu, Boedi Harsocono menjelaskan bahwa pendaftaran
tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 menganut sistem

publisitas negatif yang mengandung unsur-unsur positif.

5. Tata-cara pendaftaran tanah
Pendaftaran tanah untuk pertama kali dimulai
dengan kegiatan pengumpulan data fisik dan dat; yvuridis

(Pasal 23 dan 24):

a. Data fisik, meliputi penetapan batas. pengukuran dan
pemetaan tanah bersangkutan, yang diatur dalam Pasal
17.18.19 dan 20 PP Nomor 24 Tahun 1997.

Untuk penetapan data fisik tanah pertama-kali
berdasarkan "contradictoire delimitasi” yakni
penunjukan oleh pemegang hak atas tanah yang ber-
sangkutan dan disetujui oleh pemegang hak atas tanah
yang berbatasan. Demikian pula mengenai tanah yang
akan diberikan dengan hak-baru, penetapan batasnya

diinformasikan oleh calon penerima hak bersama-sama
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dengan pemi Vil Aaie D ngan Lanal.

Barulah pada tahapan berikutnya dilakukan pengu-
kuran, yang digambar dalam peta dasar pendaftaran
tanah lalu dibuatkan surat ukur tanah untuk
diperoges lebih lanjut: !

b. Data yuridis, meliputi pengindentifikasian dengan
membedakan pembuktian hak-hak lama dengan hak-hak
baru. Pembuktian hak lama terutama yang berasal dari
konversi hak-hak yvang ada pada waktu UUPA 1960 mulai
berlaku. vang diperlukan: alat-alat bukti mengenail
adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis,
keterangan saksi dan atau pernyataan yvang
bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistimatik
atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran
tanah secara sporadik. -dianggap cukup untuk
méqdaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain
vang membebaninya. Dan dalam hal tidak ada tersedia
secara lengkap alat bukti, maka pembukuan hak dapat
dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik
bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh)
tahuﬁ atau lebih secara berturut-turut (turun-
timurun) oleh pemohon pendaftaran dan pedahulu-
pendahulunya dengan syarat:

- penguasaan secara itikad bailk:
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- tidak dipermasalahkan oleh hasyarakat Hukum Adat.
Pembuktian data yuridis hak baru
a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :
l.penetapan pemberian hak dari pejabat yang
_berwenang memberikan hak yang bersangkutan
menurut ketentuan yaﬁg berlaku apabila
pemberian hak tersebut berasal dari tanah

Negara atau tanah hak pengelola:;

&2

-asli akta PPAT yang memuat pemberian hak

tersebut oleh pemegang hak milik kepada

penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai

hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak

milik.

b. hak rengelolaan dibuktikan dengan penetapan
pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat vang

berwenang;

0

tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar ?akaf;

d. hak milik atas satuan .rumah susun dibuktikan
dengan'akta remisahan;:

e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta

pemberian hak tanggungan.

Pengumpulan secara lengkap data fisik dan data

vuridis lalu dibukukan dalam pembukuan hak, maka
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terbitlah sertifikat<l sebagai ténda bukti pendaftaran

hak atas tanah yang berfungsi untuk kepastian hukum dan

Jaminan perlindungan hukum kepada pemegangnva.

D. Signifikansi Sosial Hukum (Pluralisme Hukum) Pendaf
taran Tanah)

Prinsip-prinsip dasar penguasan. pemilikan dan
pemanfaatan tanah/lahan pada masyarakat Suku Sasak di
Pulau Lombok sejak semula dipatok dalam ketentuan-
_ketentuan normatif yang diatur dalam konsep ‘‘paer".
Organisasi kemasyarakatan semacam paer ini dalam
kepustakaan hukum adat dikenal sebagai persekutuan
hukum adat. yang merupakan sekumpulan orang yvang
mempunyai kepentingan yang sama, tersusun dalam suatu
organinasi di mana tidak seorangpun diantara warganya
berkeinginan untuk membubarkannya.22
Paer . sebagai persekutuan hukum adat mempunyai unsur-
unsur yang bersifat fungsional. Unsur-unsurnva adalah
adanya sekelompok orang yvang mendiami wilayah atau
kawasan tertentu yang menguasai dan memiliki lahan

persawahan, perkebunan dan hutan; mempunyai beberapa

21Suatu tanda bukti hak seperti dimaksudkan oleh Pasal 19
ayat (2} huruf c UUPA yang merupakan alat buktii hak yang kuat atas
tanah wuntuk kepastian hukum dan perlindungan hukum (Maria 5.W.

Sumardijionoc).

22Ter Haar, “Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya-
paramita, Jakarta, 1960. h.4.
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wilayah administratif tertentu (ﬁusun, kampung. desa)
sebagai wadah organisasi yang berstrukﬁur dalam jenjang
hierarhis disertai pola kepengurusan tersendiri; adanya
sistem norma yang mereka panuti dalam ?nteraksi
sosialnya baik dalam hubungan kedalam maupun hubungan
keluar vyang disebut "tata-krame adat” (menunjuk tokoh
adat sebagai pemegang otoritasc3 dalam
mengendalikan tingkah laku warganya): harta kekayaan
yang meraka miliki mempunyai sifat materiil dan
Immateriil spiritual.

Unsur-unsur vang terdapat dalam perseikutuan hukum
.yvang disebut ‘''paer” perihal tanah adat {(komunal)
sebagai salah satu lembaga hukum di dalam sistem hukum
adat eksistensinya secara yuridis formil masih tetap
diakui dalam sistem hukum Indonesia.<?
Hal ini dihubungkan dengan konsep Franz Van Benda-
Bechﬁaﬁn, vang melihat signifikansi sosial hukum itu
dari dua aspek:
Pertama, =sampai dimana masyarakat dalam tingkah lakunya

berorientasi kepada ketentuan vyang ada rerihal

23Leo Pospisil dalam Koentjaraningrat menyebutnya “atribute

ef authority”, atau kekuasaan menentukan aktivitas kebudayaan,

‘ vang disebut “"hukum®™ 1tu adalah: keputusan-keputusan wmelalui

" mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan dalam masyarakat

(Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesai, Edisi-No. 47,
FISIP-UI, Jakarta, September 198%, h.30.

2quriksa: Pasal 2 UUPA,.
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prendattaran tanah. Menurut infofmasi data penelitian
lapangan bahwa tanah-tanah adat banyak vang telah
didaftarkan melalui lembaga konversi semenjak ber-
lakuknya UUPA dan PP 10 Tahun 1861 ada tetapi vang

keluar/terbit sertifikatnya sebanyak 32 orang pemegang

-hak-milik masing-masing bernama: 29

1. M. Sayuri 12. Amaq Hayatun 23. 8magq Nahpi
2. Lalu Wildan 13. Lalu Tub 24. Muhamad

3. Mulyadi 14. Mamiq Asmite 25. Rejan

4. Nurdin 15. Miravu 26. Amaq Ahyar
5. Haji Muhibulah 16. Haji Hairudin 27. Amaq Misnah
6. Mamiq Alifian i17. Amir 28. Haji Abdura
7. Mamig Satemi 18. 5 el ame t 29. Amag Pahiah
8. Lalu Simpang 19. M. Sahdi 30. Amaq Suhartini
9. Lalu Survade 20. Jane 31. Kecin

1G. Haji Nurbaya 21. Kasmijan 32. Amaq Kartini
11. Mirayvang 22. Ahmad

Proses vang ditempuh untuk mendaftarkan tanahnya
disamping mengisi belangko permochonan hak, dilampirkan
pula alat bukti hak berupa petuk pajalk bumi/landrente,

girik, pipil, kekitir. dan verponding Indonesia sebelum
UUPA. Dengan demikian maka konsep "paer” vang
berlandaskan kepada hukum adat dan kebiasaan lainnya
telah mampu beradaptasi dengan norma hukum yvang dibuat

'

oleh Pemerintah. Berbagai persyaratan yang diperlukan

untuk pendaftaran tanah yvang berasal dari hak-milik

25Sumber: Mamigq Sajuri: Tokoh Adat/Pejabat Sekdes Desa
Persiapan Selong Belanak; Tanah-tanah vyanq telah didaftarkan
tersebut merupakan hak adat,
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adat terpenuhi. sehingga terbitlah alas-hak berupa
sertifikat yang mereka dambakan untuk memperoleh
pengakuan atas hak-haknyva.

Kedua, sampai dimana ketentuan hukum (UUPA, PP 10 Tahun
. 1961 sekarang menjadi PP 24 Tahun 1997) menimbulkan
sosial, ekononi, politik yang membentuk keinginan warga
masyarakat.

Melalui atau setelah mereka memperoleh sertifikat hak
akan lebih terjamin rasa aman tertib dan harmonis
(ﬂbnala Black, menyebutnya '"social harmony ™). Terutama
terhindar dari adanya gangguan-gangguan dari pihak
luar, disamping itu secara ekonomis nilai tanah mereka
akan menjadi lebih tinggi/memperkuat posgisi tawar-
menawar -terhadap para pemilik modal (Lukman Soetrisno:
1996: h.5. pada kutipan dimuka).

Terbitnya sertifikat atas nama percorangan tersebut
akan' membawa pengaruh kepada eksistensi halk Lkelompok
(komunal). Akibatnya hak komunal atas tanah menjadi
lemah, lambat laun akan diganti dengan hak perorangan
atau hak individu. Keadaan dan kenyataan ini diafami
rula prada masyarakat di Pulau Jawa, berikut Lukman

. )
Soetrisno mengatakan:“a

€Ol ukman Soetrisno, "Hak Komunal Atas Tarnah" D1 Jawa dan
Irian Jaya, makalah Seminar Masional Tanah Adat di Indonesia,
Ciawi-Bogor, 3-5 September 1794, h.35.
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"Sertifikat tanah di Pulauv Jawa akan memperkuat
hak perorangan atas tanah. Bagi pemilik tanah hal
ini berarti bahwa ada kepastian hukum terhadap hak
milik mereka. Pengakuan hukum atas hak milik
seseorang merupakan langkah strategis untuk
menunjang perkembangan perekonomian Pulau Jawa'.

Terjadinya pergeseran nilai-nilai normatif konsep
“paer’” perihal semakin kuatnya hak-hak perorangan atas
tanah. hal ini diterima oleh tokoh-tokoh adat dan
sebagian besar masyarakat. Pergeseran ini disebabkan
oleh pengaruh norma agama (Hukum Islam) yvang mereka
anut (99 % warga setempat penganut agama Islam).
Mencermati sejak awal pembentukan Undang-undang Pokok
Agraria 1960, vang prinsip-prinsip dasarnya mengakui
hak perorangan/hak individu atas tanah, untuk memenuhi

-kebutuhan hidup materiil dan spiritual, seperti

dikemukakan oleh Boedi Harsono:27

. .. dalam Hukum Islam terdapat pula ketentuan-
ketentuan vyang mengatur soal agraria. Ketentuan
Agraria Islam itu ada yang merupakan unsur-unsur
pokok tidak boleh diubah. salah satu unsur pokok
jang tidak boleh diubah ialah. bahwa diakui hak
milik perorangan atas tanah. Kalau hukum agraria
nasional kita tidak mengakui hak milik per-
seocrangan atas tanah, maka hal itu akan
bertentangan dengan unsur pokok hukum Islam. Dalam
pada itu hukum agraria kita (Pasal 5) mengakui hak
milik perseorangan atas tanah'.

27 Budi Harsono, "UUPA, Sejarah Penyusunan, Isi dan
Pelaksanaannya", Bagian 1, Jambatan, Jakarta, 1984, h.77.

TESIS Signifikansi sosial pendaftaran .... ' Yanis Maladi




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dari uraian tersebut nampaﬁ bahwa prinsip dasar
hukum Islam bidang agraria diakui keberadaannyva oleh
Undang-undang Pokok Agraria. Demikian halnyé dengan
hukum adat. dipakai menjadi dasar hukum agraria
nasional karena sesuai dengan kepribadian kita, karena
hukum adat merupakan hukum asli kita.28 Digaris bawahi
oleh A.P. Parlindungan hukum adat_ vang dimaksud:

seperti yang dikatakan oleh Boedi Harsono, "hukum adat

vang disaeneer” atau oleh Sudargo Gautama disebut

sebagai Hukum Adat “diretool .2

Kesimpulan seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum
Nasional menyebutkan: “Hukum Adat diartikan hukun
Indonesia asli” yang tidak tertulis dalam. bentuk
rerundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini

mengandung unsur agama.30

Digunakannya sarana hukum vang tersedia: norma
adat, norma agama dan undang-undang (pluralisme hukum)
secara bersamaan untuk mencapai tujuannya (mendapatkan

sertifikat), maka hukum itu telah mengandung makna bagi

kehidupannya.

287 b i b, h.51.

2‘?Sudarqo Gautama., dalam A.P. Parlindungan, "Komentar Atas
Undang-undang Pokok Agraria”, Mandar Maju, Bandung, 1991, h.35Z.

3OBPHN, "Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional”,
Bina Cipta, h.250. *
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Berdasarkan hasil 'wawancara-laﬁangan nampak' sekali,
minat, maupurn keinginan warga masyarakat untuk
meningkatkan status hak atas tanahnya, banyak
diantaranya vang telah mengajukan surat permohonan
untuk memperoleh sertifikat, meskipun hingga saat ini
belum ada Jjawaban apakah permohonan diterima atau
ditolak. Sikap masyarakat untuk mengurus kepentingannya
melalui =arana hukum yang tersedia, adalah telah
terdiadi proses reproduksi dari aturan hukum ya?g ada.

Dan bagi mereka yang telah mendapatkan sertifikat hak-
atas tanahnya telah aman, tertib, terlindung dari
gangguan baik dari dalam maupun dari luar. sehingga
vemanfaatan hukum benar-benar dapat memberikan
rerlindungan secara efektif dan berhasil. Pengukuran
efektifitas hukum berkaitan dengan tujuan yvang hendak

dicapail, berikut Antony Allot mengatakan:31

"The purpose of law analyticaly as the shaping of
behavior in society in conformity with the goals
of those having influence within it:.... the main
purpose of legal syatem is to give and express the
structure of a society., and teo permit the
harmoniucs warking of the structure’.

Dengan demikian. daya efektifitas hukum sangat

bergantung pada bekerdanya suatu ketentuan hukum dalam

3lﬂntnny Aliot., dalam G.G Haward dan R.S. Summers, "Law:
Tts Nature and Limits, 1976, h.47.
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rangka membentuk prilaku masye;:‘akat yvang harmonis
sesual dengan struktur masyarakat dalam lingkungnnya.
Jadi hukum bagi mereka (pemegang peran) merupakan
institugi yang berpengaruh untuk melindungi berbagai
kepentingannya.
Dari hasil olahan data tersebut, dihubungkan
dengan signifikansi scosial hukum ¢social singificance
of law) yang digambarkan olen Franz Van Benda-Bechmann.
perihal ‘“pendaftaran tanah” saran hukum yang ada benar-.
benar mereka manfaatkan/gunakan; sejalan dengan tujuan
mereka; terjadi reporduksi terhadap hal/perbuatan yang
aama; hukum itu efektif untuk melindungi kepentingan
dan berhasil memenuhi keinginan untuk mencapaji tujuan

warga masyarakat.
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BAB IV

PARIWISATA DAN PERMASALAHAN TANAH
DI RESORT WISATA SELONG BELANAK

A. Pembangunan Pariwisata
1. Asas dan tujuan

Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupa-
kan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan obvek
dan daya tarik wisata keindahan alam (pantai, pegunung-
an), keanekaragaman flora dan fauna, kemajemukan
tradisi dan seni budaya. Potensi yang ada diharapkan
‘memberi manfaat bagi kehidupan seluruh rakyat
Indonesia. Karena pembangunan kepariwisataan Pada
Repelita ke VI, merupakan sektor andalan untuk
meningkatkan pendapatan nasional.

Penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di-
laksanakan berdasarkan asas manfaat. usaha bersama dan
kekeluargaan, adil dan merata, rerikehidupan dalam
keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri (GBHN
1993~1898).

Asas manfaat:

Mengutamakan penyelenggaraan peﬁbangunan pariwisata
dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat;

Asas usaha bersama dan kekeluargaan:

Dilasksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi-

aspirasi bangsa yang dapat dilakukan oleh seluruh wafga

Yanis Maladi
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masyarakat yang dijiwai oleh éemangat kekeluargaan:

Asas adil dan mereata:

bahwa hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan harus

dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat:

" ]

Asas perikehidupan dan keseimbangan:

artinya bahwa penvelenggaraan kepariwisataan tidak

hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan

kehidupan sosial budays serta hubungan antar manusia
dalam upaya meningkatkan kehidupan kebangsaan:

Asas kepercaysaan terhadap diri sendiri:

segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan kepari-

wisataan harus mampu membangkitkan kepercayaan akan

kemampuan dan kekuatan diri sendiri. dengén tanpa
mengabaikan keseimbangan aspek materiil dan sepirituil

(Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang

Pariwisata).

Tujuan vang hendak dicapaji dalam penyelenggaraan
pembangunan kepariwisataan:

a. memperkenalkan, meningkatkan, melestarikan dan men-
dayagunakan obyek pariwisata yang ada:

'b. menghasilkan devisa negara untuk meningkatkan pen-
dapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejah-
teraan dan kemakmuran rakyat;

¢. mendorong pengembangan pendayagunaan produksi

nasional;
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"d. meningkatkan rasa persahabatén dengan dunia luar
(antar negara) serta memupuk rasa cinta tanah air.

Obyek kepariwisataan berwujud keadaan alam, serta

flora dan fauna yang memiliki daya tarik tersendiri dan
merupakan kekhasan. Terutama pada lokasi penelitian
vang &emiliki daya tarik adalah keindahan pantainya
vang dapat dijadikan sarana rekresai laut (taman laut,
olah raga sky air, hutan wisata dll).
Setiap pembangunan daya tarik obyek wisata tersebut
harus memperhatikan, terutama: adanya kemampuan untuk
mendorong peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial
budaya. kelestarian budava dan mutu lingkungan hidup,
kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri dengan
memperhatikan nilai-nilai agama. adat-istiadat serta
pandangan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah
v
masyarakat.

?embangunan ekonomi yang dikehendaki dari sektor
kepariwisataan, bukan manfaat pembangunan ekonomi untuk
sekedar tujuan komersial. Tetapi lebih dari itu, vakni
hendaknya diletakkan dalam semangat untuk menyusun
perekonomian yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar
asas kekeluargaan yang merupakan usaha bersama, dengan
tetap menjamin hak-hak warga negara atas sumber daya
alam, kehidupan yang layak. Konstitusi kita telah

menjamin maupun memberikan kesempatan yang seluas-
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ey

luasnya (memberi kesempatan yang'“sama“) kepada rakyat
atau warga masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan
disemua sektor: pertanian, pariwisata, rendidikan dll.
Penjabaran konkrit, kesempatan yang sama bagi warga
masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan,
pengembangan. pengelolaan maupun pemilikan kawasan
wisata diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU No. 9 Tahun
1990 tentang Kepariwisataan. Undang-undang vang
bersifat nasional ini diperlukan sebagai dasar hukum
dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan
kepariwisataan, tidak terbatas pada obyek dan daya
tarik wisata saja, yang lebih penting la%i yvakni
menyangkut penyedian tanah milik warga masyarakat untuk
kepentingan kepariwisataan perlu adanya keharmonisan
hubungan warga masyarakat dengan pengelola (investor)
sebagal penjabaran ‘“asas manfaat’” (Pasal 2 UU No. 9
Tahuﬁ 1980). Imflikasi keikutsertaan masyarakat
dibidang kepariwisataan merupakan prinsip emansipatori
vang memiliki pengertian sebagai berikut:
=  Co ownorship artinya pemilikan bersama:
- 0 determition artinya penentuan arah dan
pengambilan keputusan:

- (o vresponsibility artinya pertanggungjawaban ber-—
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sSama. 1

Ar£i dari kebersamaan. baik pemilikan tanah maupun
rasa tanggungjawab bersama dalam penyelenggaraan
kepariwisataan, untuk mencapai hasil-hasilnya, maka
diperlukan adanya keserasian antara pihak~-pihak yang
terkait yakni disatu pihak pemilik tanah dengan para
pengembang/pengelolan pariwisata {investor), dan dilain
pihak adanya keikutsertaan aparat birokrasi (PEMDA
terutama dalam menyiapkan ratokan-patokan normatif
sebagai landasan untuk penentuan arah dan rengambilan
keputusan (Co determition) penyelenggaraan pariwisata.
Lebih-lebih khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB), sektor pariwisata merupakan salah satu sektor
andalan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
dan menambah penghasilan negara {(menghasjilkan devisa)
melalui sektor kepariwisataan.

Dari tahun ketahun jumlah pendapatan daerah terus
meningkat melalui sektor kepariwisataan. jumlah wisata-
wan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara
(wisnu) setiap tahunnya terus meningkat, berikut di-

kemukakan perolehan data penelitian: ’

lpal’iNiS&td dan Rakyat, "Tanah aAir", I11i/1993, h.q4.
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Jumlah wisman dan wisnu yang datang ke Pulau Lombok:

1994: wisman = 158.813 wisnu = 120.279
1995- " = 167.267 "= 140.940
1996 = 227.453 = 184.907

Total: 1994 = 279.082; 18995 = 308.207; 1996 = 392.360.

(Sumber: Dinas Pariwisata Proprensi NTB)

Dan untuk mengimbangi arus wisatawan tersebut PEMDA

setempat terus berupaya mengembangkan sarana dan

parsarana penunjangnya. terutama pembangunan sarana

- penginapan berupa hotel melati sampai hotel bertarap

internasional.

- Tahun 1994 telah dibangun 216 hotel (terdiri dari:
20 hotel berbintang dan 196 hotel melati):

- Tahun 1995 telah dibangun 235 hotel (terdiri dari:
22 hotel berbintang dan 213 hotel melati);

- Tahun 1996 telah dibangun 238 hotel (terdiri dari:
26 hotel berbintang dan 238 hotel melati).

Klasifikasi hotel berbintang tersebut sebagai berikut:

bintang satu : 13 buah
bintang dua : 3 buah
bintang tiga : 6 buah
rintang empat : 4 buah

Jumlah hotel-hotel tersebut akan bertambah terus

setiap tahunnyva, maka untuk itu memerlukan tanah-/lahan

L]
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yahg cukup luas terutama untuk menambah areal lokasi
maupun memperluas kawasan pariwisata.

Ada dua belas kawasan wisata pantal vang telah
ditetapkan sebagai kawasan wisata, melalul penetapan
Peraturan Daerah (Perda) NTB Nomor 9 Tahun 1989 tentang
Pembangunan Kawasan Pariwisata, termasuk diantaranya

Pantai Selong Belanak dan sekitarnya.

2. Penyediaan Tanah/Lahan Usaha Kawasan Pariwisata

Setiap badan usaha yang hendak menjalankan u?aha
kawasan pariwisata ia harus mencadangkan lahan/tanah
sekurang-kurangnya 100 hektar atau 1.000.000 M2 (satu
juta meter persegi) untuk membanguan meliputi: hotel
atau sejenis penginapan lain, sarana penunjang
(lapangan golf, tempat rekreasi, hiburan umum, rumah
makan) dan membangun bangunan lain yang dapat menunjang
kepariwisataan. | '

Untuk mendapatkan persetujuan pencadangan lahan
harus permochonan Ijin Usaha dan Ijin Lokasi.
Setelah Ijin Usaha dan Ijin Lokasi dikeluarkan oleh
instansi berwenang, disyaratkan kepada para investor,
vakni dapat melakukan Usaha Pariwisata, ia harus
mengusahakan tanah/lahan untuk peruntukan:

a. akomodasi; g. jalur jalan wisata;

b. fasilitas penunjang: h. bebas bangunan;

TESIS Signifikansi sosial pendaftaran .... . Yanis Maladi




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

et
c. bangunan umum: i. lingkungan penvangga;
d. perkemahan: J. Jjalur hijau:
e. wisata bahari: k. hutan wisata;
f. peréinggahan (spot over) 1. pemukiman.

g. Jdalur jalan wisata;

bedangkan dilokasi penelitian (resort wigata
Selong Belanak) menurut "Hencana Tata Ruang Resort
Pariwisata ©Selong Belanak"”. Khususnya untuk wilayah
peruntukan Kawasan Pariwisata ditetapkan luas
tanah/lahan rencana peruntukan kawasan wisata seluas
210 hektar (dua ratus sepuluh Jjuta meter persegi)2
dengan peruntukan meliputi:
a. akomodasi seluas 59,13 hektar;
b. fasilitas penunjang seluas 19.2 hektar:
¢. padang golf 61,925 hektar;
d. konservasi. Jjalur hijau dan Jjalan resort 47.445

hektar:

e. bebas bangunan (pantai umum) 22.3 hektar.

Batas masing-masing wilayah peruntukan tersebut
digsesuaikan dengan . peta rencana tata ruang dengan

sekala 1 : 500. Peruntukan Akomodasinya adalah untuk

25,k Gubernur Kepala Daerah Tk I NTB Nomor 423 Tabunm
1990 tentang "Rencana Tata Ruang RESORT PARIWISATA  SELONG
BELANAK" (Periksa: Pasal J ayat (2); Pa-sal 4 ayat (1) dan Pasal
5) 5K tersebut.
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hotel-hotel berbintang 4 (empat) dan berbintang 5
(lima) serta condominium. Peruntukan Fasilitas selain
dapat dinikmati tamu-tamu hotel, diperuntukan Jjuga
untuk umum yang terdiri dari plaza dan mini market.
restoran/rumah makan/kedai minuman, club kouse, fitness
centre. swimming pocl. tennis court. sport club 'dan
lain~lain.

Peruntukan padang golf pengelolaannya menjadi beban dan
tanggungjawab salah satu investor yang ada di dalam
resotr pariwisata Selong Belanak atau kepada investor
lain yang berminat, akan ditentukan oleh Gubernur
Kepala Daerah. Sedangkan untuk pemanfaatan Ilapangan
Golf  disamping untuk tamu-tamu berlaku Juga untuk
umum .

Sebagi tindak lanjut dari pembangunan kepari-
wisataan tersebut, khususnva di kawasan wisata Selong
Belanak dikelola oleh PT. Sinar Rowok Indah, melalui
surat permohonan Nomor 48/SRI-LTH/XII/1980. Setelah
memperoleh ijin langkah pertama kalinya yang ditempuh
melakukan pembebasan atas tanah® kawasan berdasarkan:

I
a. Surat Menteri Kehakiman, tanggal 8 Desember 1990

3Semua tanah-tanah tersebut merupakan hak lama atas tanah
{tanah adat), hak-hak warga masyarakat atas tanah tersebut diakui
cleh PEMDPA (Surat Keputusan HKepala Sub. Direktorat Agraria
Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 18 WNovember 1972, Nomor
1/SDA/A.A4/1972,
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e

Nomor €. 834 RB.HT.0O1.TH.OQ0 'tentang peysetujuan
pendirian PT. Sinar Rowok Indah:

b. Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Nusa Tenggara Barat, Nomor 162 Tahun 1580, tanggal
23 Juni 1990 tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan
Tanah Untuk Pembangunan Hotel Berbintang dan
Fasilitas lainnya di Desa Selong Belanak, Desa
Mangkung dan Desa Kateng Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah:

c. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
{BPN). tanggal 17 Qktober 1981, Nomor 35/HGB/BPN/91
dan Nomor 36/HGB/BPN/81 tentang Pemberian Hak Guna
Bangunan atas nama PT. Sinar Rowok Indah:

d. Ser£ifikat Hak Guna Bangunan selama 20 Tahun
terhitung mulai tanggal 14 Desember 1991 sampai
dengan 14 Desember 2011 atas nama PT. Sinar Rowok
Indah:

Lokasi tanah sejumlah 100 hektar vang telah
mempercoleh ijin Usaha Kawasan Pariwisata oleh PT. Sinar
Rowok Indah terletak di Desa Selong Belanak., Kecamatan
Prava Barat. Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-

batas sebagai berikut:

Utara : bukit atau pegunungan

.
Delatan : bukit atau pegunungan
Barat : Samurdra Indoneza
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Timur : bukit atau pegunuﬁgan

Lahan atau tanah peruntukan Usaha Kawasan , tersebut
relatif sangat indah terutama letak. udaranva sejuk,
dikelilingi oleh pegunungan. di depan terdapat pantai
yang sangat indah dengan pemandangan pulau-pulau kecil
yang sangat indah pula,

Sebelum masuknya pariwisata lahan tersebut merupa-
kan lahan pertanian mata pencaharian hidup tetap
renduduk setempat dengan menanam padi, tembakau,
perkebunan pisang dan atau jenis-jenis tanaman rala-
wija: Jagung, ubi, kacang-kacangan dll. Deng;n latar
belakang kesuburan lahan yang pas-pasan untuk memenuhi
kebutuhan hidup para petani. banyak diatara warga
masyarakat kurang bekal pendidikan, mengakibatkan
kurangnya pengetahuan akan arti perubahan vang terjadi.
Sehingga ketika tanah-tanah garapan mereka hendak
dibebaskan wuntuk dialihkan fungsinva: reaksi warga
masyarakat mulai timbul. warga masyarakat cenderung
untuk mempertahankan tanah/lahan tidak bersedia me-~
lepaskan tanah.

Pembebasan tanah/lahan untuk usaha kawasan
sesungguhnya tidak semudah vang dibayangkan oleh para
investor. Tidak cukup berpegang pada ukuran atau
patokan-patokan normatif produk pemerintah yvang penuh

dengan kandungan isi/materi (subtansial) vang dalam
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kenyvataannya tidak dapat diterapkan seperti vang
diharapkan semula oleh prangkat-prangkat struktural
(aparat birokrsi). Karena disini ditemukan permasalahan
mendasar dalam pemanfaatan lahan. vang kurang Idifahami
oleh penentu kebijakan yakni disatu pihak masyarakat
tidak mau melepaskan tanahnya untuk dijadikan usaha
kawasan wisata karena adanya berbagai pertimbangan-
pertimbangan sosio-kultural maupun pertimbangan sosial-
ekonomi.

Pandangan yang bersifat sosio-kultural terutama
dipengaruhi adat-istiadat yang dipatok dalam
persekutuan hukum (periksa; Ter Haar) yang mertka sebut
"paer” (periksa konsep paer: Bab II) wvang menentukan
fungsi dan kedudukan tanah selain untuk mata
pencaharian hidup (tujuan materiil}. Juga untuk
memenuhi tujuan Iimmateriil dimana mereka sangat
tergantung pada keyvakinan religius yang merupakan
tujuan Jjangka panjang yang ditata semenjak seorang
insan hidup di dunia, yang berhubungan langsung dengan
sang pencipta, tata-aturan serta makna yang terkandung
di dalamnva merupakan perintah yang wajib ditaati. Hal
ini vyang membentuk nilai hakiki yang gelanjutnya
dijadikan pedoman wkuran bersama (signifikan) untuk
membentuk gagasan yang dijadikan prinsip-prinsip dasar

(norma dasar) pemanfaatan tanah/lahan.
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veperti telah dikutip pada Bab Ii. bahwa hak kelompok
dalam | "konsep paer” untuk pengaturan ke dalam setiap
anggota paer hanya diperkenankan mengerjakan tanah
sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnva, hak bersifat
"mulur-mengkeret” (Djojodiguno), “clastis” (Periksa:
Moh. Koesnoe) "menguncup mengembang timbal balik tiada
hentinyé“ {Ter Haar).

Sedangkan untuk pengaturan ke luar adalah adanya
larangan kepada pihak luar untuk menggaranp tanah tanpa
ijin dari kepala persekutuan yang disebut: “datu. atau
kepala adat. penghulu’.

Sedangkan pandangan yang bersifat sosial ekonomi
terlihat Jelas pada sikap warga masyarakat vang tidak
bersedia melepaskan tanahnya dengan harga dasar vang
ditetapkan oleh pemerintah, yang dianggap oleh warga
masyarakat tidak memadai atau tidak cukup untuk membeli
tanah pengganti di lokasi vang lain.

Penetapan harga dasar tanah vang dikeluarkan oleh
Pemerintah ditentukén bahwa besar kecilnya pémbayaran
ganti rugi ditentukan/tergantung dari status hak
menurut alas-hak/bukti yang dipegang. Bagi mereka vyang
memegang alas hak pemilikan berupa petuk pajak bumi
(landrente). girik, pipil atau surat ijin menggarap-
{(sim) akan memperoleh ganti rugi yang lebih kecil dari

alas hak berupa sertifikat hak-milik, berikut
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dikemukakan tentang ketentuan-ketentuarn ganti rugi yang

ditetapkan oleh PEMDA:

Harga dasar tanah di resort wisata Selong Belanak:

Tanah Milik Jarak dari pantai
Alas Hak
Sertifikat Girik., Pipil

{Rp) {Rp)
2.080 2.000 0 - 10 m
1.9860 1.800 101 - 200 m
1.860 1.700 201 - 300 m
1.760 1.600 d01 - 400 m
1.560 1.400 401 - BO00O m
1.360 1.300 501 - 6800 m
1.260 1.200 601 - 700 m
1.160 1.100 731 - 800 m
1.060 1.00G 801 - 900 m

960 900 901 - 1000 m

Sumber: SK Bupati Kepala Daerah Tk II Lombok Tengah
Nomor 70 Tahun 1990

Yang menjadi keberatan warga masyarakat atas
penetapan harga dasar/ganti rugi tersebut adalah karena
besarnya ganti rugi untuk 1 (satu) hektar {sepuluh ribu
meter ©persegi) lebih kecil jumlah dari hasil panen
pendukuk selama 1 (satu) tahun.

Semestinva Pemerintah dalam melakukan pembebasan
tanah dengan menerapkan atau dilakukan at%s dasar
musyawarah untuk mencapai kesepakatan, baik _mengenai
bentuk maupun besarnya ganti rugi vang dibayarkan
seperti yang ditetapkan melalui SK Gubernur Nomor 120

Fasal © ayat (1) menentukan: “hahwa apabila tidak
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tercapal kata sepakat mengenai .bentuk dan besarnya

ganti rugi maka dapat ditempuh cara penyediaan lokasi

tanah pengganti atau diadakan lokasi baru bagi pemilik
tanah yang terkena rencana usaha kawasan pariwisata’.
Senada dengan Surat Keputusan Gubernur terseﬁut,

yvakni GSurat Badan Pertanahan Nasional (BPN). tanggal 6

Desember 1990 Nomor 580.2-5568-DII11 tentang

"Fembentukan Team Pengawasan dan Pengendalian

Pembebasan Tanah”. yang pada intinya menentukan, bahwa

upaya pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah

untuk keperluan swasta, vang perlu mendapatkan
perhatian:

- Pada asasnya pembebasan tanah untuk keperluan swasta
vang bersangkutan dengan pemilik tanah/yang berhak
atas dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan:

- Pembebasan tanah oleh pihak swasta merupakan
perbuatan hukum vang “bersifat keperdataan” dan
peran Pemerintah melakukan pengawasan dan
pengendalian dimaksudkan untuk mencegah t?rjadinya
ekses-ekses negatif....;

- Team Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:
Mencegah turut campurnya pihak ketiga seperti kuasa
atau perantara yang dapat merugikan kepentingan para

pihak terutama para pemilik tanah/yang berhak.

Dari ketentuan tersebut dapat difahami bahwa hubungan
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hukum antara warga pemilik lahan kawasan dengan para
investor Dbersifat keperdataan. dan untuk mewujudkan
hubungan hukum itu Pemerintah Daerah (PEMDA} diminta
mencegah adanya campur tangan pihak ketiga (calo tanah)
dalam transaksi-trasaksi jual-beli maupun pembebasan
kawasan.

Secara substansial r(substance) telah diatur
ketentuan-ketentuan. dasar vang mengatur tentang Jual-
beli maupun bentuk bentuk peralihan hak atas tanah
tetapi dalam kenyataannya hasil penelitian dilapangan
penerapan aturan itu tidak kensisten. PT ©Sinar Rowok
Indah sebagai pemegang Hak Guné Bangunan (HGB) atas
tanah kawasan pantai Selong Belanak telah melakukan
pelanggaran-pelanggaran. Hal ini terbukti dengan
dikeluarkannya “Ijin menjalankan usaha swasta dalam
bidang pembebasan tanah”, yakni Bupati Kepala daerah
Tingkat II Lombok Tengah tepatnya tanggal 2 Juni 1980
menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 53/503/09:
memberikan 1jin kepada Sdr Lalu Wirekrame (Peg. Negeri
Siril). untuk menjalankan usaha swasta sebagai kuasa PT
Sinar Rowok Indah dalam kegiatan pembebasan tanah untuk
kawasan wisata Selong Belanak dan sekitarnya.

Tidak konsistennya isi materi (substansi}) aturan

yang ada sehubungan dengan pcla pembebasan tanah yang

dilakukan oleh PEMDA tersebut, juga bertentangan dengan
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Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tanggal 2
Juni 1990 Nomor 162 Tahun 1990 tentang “Pemberian Ijin
Lokasi dan Pembebasan Tanah untuk FPembangunan Hotel dan

Fazsilitas Penundang kepada PT Sinar Rowok Indah™:

dimana Gubernur menugaskan kepada Bupati Lombok Tengah

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-
ketentuan vyang telah ditetapkan dalam pelaksanaan
pembebaszan tanah.

Dalam kaitannva dengan pembebasan tanah warga Selong

Belanak dan sekitarnva. hasgil penelitian menemukan

kejanggalan-kejanggalan vang menimbulkan pengaruh

nezatif, antara lain:

- Ketentuan vang ada sebelumnya (Periksa SK  Gubernur
NTB Nomor 182 Tahun 1990) menentukan bahwa Surat
Keputusan Gubernur melarang perantara-skuasa  dalam
bermusyawarah dalam menentukan harga tanah dan pem-
bayarannya: T

- Dalam musyawarah harga maupun pembayarannya tidak
dilakukan didepan pediabat (PEMDA):

- Sebelum keluar keputusan ini tidak diperkenankan
melakukan pembebasan tanah.

Terjadinya tumpang tindih aturan-aturan yvang
dibuat oleh PEMDA tersebut dapat melecehkan wibawa
aparat setempat yang mengakibatkan tidak tercapainya

tujuanskepastian hukum perihal pengadaan tanah untuk
I
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kepentingan kepariwisataan. Pada puncaknva T ketidak
pastian hukum itu, timbul keberatan-keberatan vyang
mengarah kepada sengketa hak4 vang berkepanjangan.

Di satu pihak pemegang peran tidak ingin menjual/
melepaskan tanahnya dengan harga dasar yang ditetapkan
oleh Pemerintah. Dipihak lain pemegang peran (PT GSinar
Rowok Indah) diminta sesegera mungkin melakukan
_pembebasan. Apabila dalam tenggang waktu 2 Tahun
semenjak diterbitkannya 1ijin usaha pariwisata tidak
dibangun sarana pariwisata di lokasi bersangkutan maka

ijin lokasi akan dicabut/menjadi tidak berlaku lagi.
B. S5isi Kehidupan Hukum Masyarakat

Semenjak dicanangkan prodram kepariwisataan di-
harapkan dapat merubah status scgial-ekonomi masyarakat
kawasan wisata Selong Belanak dan sekitarnya. Dan dalam
perubahan itu diharapkan pula adanyva suatu keharmonisan
(social harmony) hubungan kehidupan antar manusia antar
sesama. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup
dengan memperhatikan sendi-sendi nilai agama. adat-

istiadat sebagai pandangan nilai yang hidup di masya-

T
YPeriksa: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara {PTUN) Ujung
Pandang tanggal 23 Maret Nomor J1/G.TUN/1994/P.TUN.U. Pdg; Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha MNegara (PTUN) MNomor 47/B/TUN/
1995/PT.TUN. SBY, Surabaya.
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rakat.

Maguknya program pariwisata yang merupakan suatu
hal yang baru. tentu akan banvak membawa pengaruh pada
perubahan kehidupan vang kita sebut “perubahan
sosial”.? Perubahan ini bukanlah sekedar perubahan
konstan, melainkan menuju kepada perubahan yang benar-
benar berubah. artinysa dalam berbagai segi kehidupan
dapat ditemukan perubahan pranata masyarakat, perubshan
rola nilai dan lain sebagainya. Menurut Yehezkel Dror.
dalam bukunva berJjudul “Law and Social Change”
dikatakannya ada tiga faktor vang menyebabkan
terjadinya perubahan itu, antara lain:

- perubahan dalam lingkungan fisik (pemanfaatan alam):

- kontak dengan masyarakat lain;

- perubahan dengan masyarakat itu sendiri {polg hidup,
mendapat/menciptakan lapangan pekerjaan dll).

Bentuk perubahan itu banyak macamnya. misalnya pada

masyarakat yvang memiliki pola hidup bertani, peladang, |

nelayan berubah menjadi pengusaha hotel dan restoran,

gaet (pemandu wisata).

5Gdanya perubahan sosial i1tu harus diimbangi oleh pengadaan
hukum yang baru (melalul "social engineering”) maka disinl akan
terlihat pelibatan bhukum secara aktif. Hukum dalam kdnteks ini
dilihat sebagai "as & tool of social engineering” dan sekaligus
merupakan “ds 4 toogl of social control"” dalam penyelenggaraan
program kepariwisataan di Pulau Lombok.(Roscoe Pound, dalam Abdul
Gani, "Ilmu Hukum”, Fakultas Pascasarjana, UNAIR, Surabava, 1995,
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Perubahan kehidupan hukum (social engineering)
masyarakat Jjuga dapat terjadi disebabkan ketiga faktor
tersebut., karena hukum itu pada hakekatnya merupakan
kebudayaan (baca: budaya hukum, "legal culture and
social development'”: Lawrence M. Friedman) masyarakat.
Jadi hukum itu dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi
oleh perubahan yang terjadi. Misalnya masuknva program
kepariwisataan bisa mempengaruhi institusi kepemilikan
tanah yang ada dalam konsep "paer” (sebagai norma Hukum
Adat) maupun hukum agama (Hukum Islam).

Seperti yang dialami oleh warga masyarakat di
lokasi penelitian yakni. semenjak ditetapkan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB,® kehidupan harmo
nis vang semula mereka alami kaitannya! dengan
remil ikannva dan hak-hak atas tanah mulai goyah
disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dan sikap
pandang warga masyarakat pemilik lahan dengan
pengelola usaha kawasan wisata yakni para investor yang
dibantu oleh PEMDA setempat.

Pemerintah tidak mengakui lagi eksitensi hak-hak tanah
warga masyarakat yang berasal dari tanah adat yang

" gecara turun-timurun mereka kuasai. Nampaknya ada

6Keputusan Nomor 423 Tahun [990 tentang "Rencana Tata Ruang
RESORT WISATA SELONG BELANAK® Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok
Tengah,
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keraguan dari pihak penentu kebiﬁakan mengenal batas-
batas tanall negara dan tanah ulayat yang dikuasai
secara individu maupun kelompok. Persoalan ini sejak
lama dicarikan solusinya. pengakuan Pemerintah terhadap
Lanah-tanah ulayats/adat yang hanva disinggung dalam
pasal 3 dan penjelasan UUPA 19680 tanpa ada penegasan
dalam pengaturannya, menimbulkan hambataq dalam
rembangunan karena adanya dua kewenangan dalam satu
masalah, seclah-olah ada “negara dalam negara'7
hal inilah vyang menyebabkan ketidak Jjelasan batas
antara tanah negara dengan tanah ulayat/adat. Kondisi-
kondisi inilah vang Jjika tidak hati-hati akan-
menimbulkan kesalahan atau kekeliruan, vyang akan
menjadi korban atau menderita adalah rakyat/warga
masyarakat, seperti yang dialami oleh warga masyarakat
pemegang peran (aktor) di kawasan wisata Seloné Belanak
dan sekitarnya.

Sebelum masuknya program kepariwisataan aman-aman
saja. ©bahkan tidak pernah ada ancaman maupun gangguan

dalam menggarap tanahnya meskipun secara fisik dokumen

kepemilikan masih berupa petuk pajek bumi, girik, pipil

7abidin Salaga, "Penanganan Peladangan Berpindah-pindah
Kaitannya dengan Tanah Adat dalam Penyelenggarsan Transmigrasi",
makalah Seminar Nasional Tanah Adat di Indonesia™, Ciawi-Bogor, 3-
5 September 19946, h.Z.
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cdan kekitir.® Dan bagi mereka vang agak mampu
ekonominya dengan dibekali sedikit pengetahuan, banyak
vang telah mendaftarkan .tanahnya untuk memperoleh
sertifikat Thak. Namun sejak lokasi tanah-tanah mereka
dijadikan kawasan wisata (3K Gubernur Nomor: 423 Tahun
1990) Pendaftaran untuk memperoleh sertifikat mulail
menjadi sulit /praktis terhenti tidak dapat mereka
lakukan, sekalipun mereka telah memenuhi persyaratan
konversi atas tanah-tanah hak-milik adat (Periksa:
Pendaftaran Hak-hak atas tanah melalui konversi menurut
UUPA dan PP 10 Tahun 1961 sekarang menjadi PP 24 Tahun
1997).

Sikap Pemerintah yvang tidak mengakul eksistensi
hak-milik warga masyarakat secara formil menyatakan:
“"Menurut peta situasi Pemerintah Daerah Tingkat II
Lombok Tengah. resort wisata Selong Belanak dan
sekitarnya merupakan tanah negara vang diperuntukan
3ebagai- ladang pengembalaan ternak (Periksa: Buku
Petunjuk Pelaksanaan dalam Penyelesaian kasus Tanah PT
Sinar Rowok Indah, lampiran 2, butir 22).

Tetari dalam Rekomendasi Ketersediaan tanah untuk

8Tanda pembayaran/pelunasan pajak sejenis petuk pajak ‘bumi
(landrente) bukan merupakan bukti pemilikan hak {Periksa:
Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
"Pajak Bumi dan Bangunan".
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Industri Pariwisata yang dikeluarkan aleh Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lombok Tengah tanggal 7 April 1990
Nomor 383.82/150./82: dalam butir tiga dinvatakan:
Bahwa luas lahan/tanah yang dimohon oleh PT Sinar Rowok
Indah seluas 100 hektar adalah belum merupakan Hak
Milik dari PT Sinar Rowok Indah. tetapi tanah tersebut
masih merupakan Hak Milik masyarakat. Ketentuan ini
tidak sejalan dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan tersebut
diatas. ’ |

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber vang di
himpun dari hasil wawancara dilapangan bahwa lokasi
kawasan yang di mohonkan pembebasan oleh PT Sinar Rowok
Indah merupakan tanah adat yang dimiliki oleh warga
masyarakat . Untuk pembuktian lebih - lanjut dapat
diperoleh data bahwa sebelum masuknya pProgram
pariwisata banyak tanah hak-milik yang ada dikawasan
wisata Selong Belanak telah didaftarkan/' telah
bersertifikat yang berstatus hak-milik melalui "lembaga
konversi”.

Berikut dapat diinformasikan, bahwa dari kese-
luruhan luas tanah/diluar tanah milik negara di wilayah
NTB seluas 436.302,57 Hektar, seluas 98.588,54 Hektar
diantaranya sudah didaftarkan (bersertifikat). Dengan
prediksi rata-rata luas tiap persil 0,546 Hektar. maka

ferdapat sebanyak 623.150,80 Hektar bidang tanah di NTEBE
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belum disertifikat. Dan khusuénya di Pulau Lombok

jJumlah tanah yang sudah disertifikat di empat wilayah

administrasi:
Kabupaten sudah belum Jjumlah
sertifikat sertifikat
{ha) {ha) (ha)
" Lombok Barat 20.098,64 34.765.56 54.864. 20
Lombok Tengah 9.769, 10 43.212,86 52.981.96
Lombok Timur 5.629.29 46.,319.74 55.949.03

Sedangkan Jjumlah sertifikat hak atas tanah yvang telah
terbit dari tahun 1961 s/d akhir Pelita V di tiga

wilayah administrasi:

Kabupaten HM HGB HP HGU HPL JML
Lombok Barat 60.361 3.729 1.137 19 7 65.253
Lombok Tengah 24 _5H04 313 324 3 6 25.150
Lombok Timur 32.930 276 487 3 4 33.700
keterangan:

HM = Hak Milik HP = Hak PFakai

HGB = Hak Guna Bangunan HGU= Hak Guna Usaha

HPL = Hak Pengelolaan

Sumber: Kantor Wilavah BPN (NTB).

Melalui informasi data-data tersebut telah mem-
berikan gambaran bahwa program pendaftaran tanah
khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Teggah
Jumlahnya masih relatif rendah (lebih sedikit)

dibandingkan dengan dua wilayah administrasi (Lombok

Barat dan Lombok Timur).
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Banyak faktor yang berpengaruh terhadap perilaku warga
masyarakat dalam mendaftarkan tanah terutama berkaitan
budava hukum vang dipatok dalam ketentuan normatif
“konsep paer’ masih kuat mengenal hak komunal atau hak
ulayat (dalam kelompok). Didekati dari kondisi sosial-
ekonomi. daerah ini secara gecgrafis letaknya kurang
1
menguntungkan disebabkan terbatasnya sumber mata air
vang mengakibatkan berpengaruh pula terhadap kesuburan
tanah-tanah pertanian. Sehingga banyak penduduk
terutama vang tinggal di pedesaan. yang ada pinggir
pantai yang sekarang dijadikan usaha kawasan wisata
banyvak yang berpendidikan rendah bahkan putus sekolah
/tidak mampu meneruskan pendidikan ke tingkat yang
lebih tinggi).

Selain itu vang paling berpengaruh sekarang
terhadap prilaku warga masyarakat dalam mendaftarkan
tanahnya adalah masuknya program pariwisata. Mereka
semakin dihadapkan dengan perscalan-persoalan yvang
lebih rumit. yakni tanah-tanah mereka vyang semula
berasal dari tanah Hak-Adat tidak diakui lagi
eksistensi hak-hak mereka. Peluang untuk men?aftarkan
tanahnya untuk memperoleh sertifikat/status hak yang
permanen (lebih kuat) sangat sedikit sekali. Lebih-
lebih dari hasil penelitian di lapangan, dan

berdasarkan informasi dari pejabat (nara-sumber) Badan
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Pertanahan Nasional NTB bahwa lokasi resort wisata
Selong Belanak khususnya di kampung Rowok dengan tanah
seluas 100 hektar (1.000.000 M2) telah terbit
sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. GSinar
Rowok Indahg. Namun melalui pengamatan langsung di
lapangan sebagian penduduk masih bermukim dilokasi dan
belum ada tanda-tanda akan mulai dibangun hotel maupun
lapangaﬁ golf seperti yang diuraikan dalam Rencana Tata
Ruang Resort Pariwisata Selong Belanak (SK Gubernur
Nomor 423 Tahun 13390).

Semenjak PT Sinar Rowok Indah melakukan pembebasan
yang dibantu oleh PEMDA, yang paling merasa dirugikan
adalah para petani yang telah secara dipaksa u?tuk
menerima ganti rugi (sekedar) atau yang mereka vyang
meninggalkan tanahnya akibat adanya penggusuran rumah-
rumah mereka secara paksa pula.

Merasa diperlakukan tidak adil. maka para petani
tersebut melalui kuasa hukumnya (I Gusti Putu Ekadana,
SHY telall mengadu kepada Komisi Nasional Hak Azasi
Manusia (Komisi HAM), dan melalui surat tanggal 21 Mei
1995 Nomor 530/SKS/V/85 Komisi HAM menegur/mengingatkan

Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Tengah untuk

7Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 Tahun
terhitung sejak 14 Desember 1991 sampail dengan 14 Desember 2011
atas nama PT. Sinar Rowok Indah
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menghentikan penggusuran terutama dengan menggunakan
“upaya paksa’. Upaya paksa hanya dapat dilakukan oleh
-Lembaga Pengadilan dalam rangka pelaksanaan eksekusi.
Dikeluarkannya surat perintah pengosongan oleh Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah tidak dapat
dibenarkan.

Kurang tepat apabila hukum hanya dipandang sebagail
suatu “as a tool of social control” yang dilakukan oleh
penentu kebijakan saja. Melainkan fungsi hukum sebagai
“social control” harus mencerminkan aspek normatif
dari kehidupan sosial ("social 1ife .19 Dan harus
disadari bahwa berlakunya hukum merupakan variabel yang
kuantitatif. yang masing-masing berada menurut waktu
dan tempatnya (Periksa: Franz von Benda Bechmann).

Eilamana terjadi suatu kasus dalam masyarakat,

maka tujuan penggunaan terapi hukum adalah

mengembalikan kondisi masyarakat kembali normal
h

{ "normality ). Maka idealisme dalam pemberian

konsiliasi adalah terciptanya suatu keadaan masyarakat

10 ponald Black, "The Behavior of Law”, Academic Press,
INC., Orlando Florida, USA, h.1-3.
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vang harmoni ("social harmony”).rl

Melalui gambaran kondisi realistik dilokasi
penelitian bahwa tampak sekali pengaruh pencanangan
program kepariwisataan terhadap eksistesi hak-hak warga
masyarakat atas tanak hak-miliknya vyang dipercleh
secara turun-timurun. Mereka tidak dapat lagi
mempertahankan konsepsi nilai, norma-norma yang mereka
Junjung tinggi dalam mengatur pola interaksinya dengan
sesamanya maupun hubungannya keluar (Periksa: Kongepsi
“paer” pada sub. Bab II tentang Hak-hak Atas Tanah
Menurut Hukum Adat).
Dan untuk melihat bekerdanya hukum pada sisi kehidupan
hukum masyarakat dalam pendaftaran hak atas tanah

: !

(pensertifikat hak-milik) sebelum dan sesudah masuknya
program pariwisata, berikut dikemukakan data-data:

Jumlah tanah vang telah di daftarkan di kawasan wisata
Selong Belanak (1961 s/d sekarang)

Sertifikat magsuknya program pariwisata
(aebelum) { sesudah)

hak-milik 109 -

hak guna bangunan 1 11

hak guna usaha - -
hak guna pakai - 1~

11 poscoe Pound, . dalam Bambang Prabawo Soedarso,
"Eksistensi Hak Ulayat dalam Hukum Tamah Positif", Makalah Seminar
Nasional Tanah Adat di Indonesia, Ciawi-Bogor, 3-5 Sepermber,
1994, h.3.
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Pengaruh dari kepariwisataén terlihat Jelas dari
informasi data, semula pemegang peran (aktor) mempunyai
keyakinan tentang pemanfaatan hukum untuk melindungi
berbagai kepentingan., pengaruh aturan hukum terlihat
dari sikap tindak masvarakat untuk mencapai
keingipannya untuk memperoleh status-hak atas tanah
melalui pembuatan sertifikat. Sehubungan dengan itu
maka sebelum masuknya kepariwisataan nampak sekali
keserasian hubungan diantara norma hukum yang ada.
Setelah masuknya kepariwisataan mereka tidak lagi
menggunékan sarana hukum yang ada/yang disediakan (UU)
karena adanya tekanan-tekanan dari pihak luar berupa
praksaan, penggusuran. Pengaruh dari luar itu sebagai
pengaruh eksternal. seperti magsuknya norma—-norma
peraturan, keputusan-keputusan yang sama sekali asing
bagi warga masyarakat. Pengaruh eksternal Juga dapat
'

terjadi seperti adanya pengaruh atau kekuatan vang
bersifat memaksa.l?
Kondisi semacam ini, membuat hukum tidak lagi memiliki
kandungan makna sosial dalam keaneka ragaman norma
hukum vyang hidup ditengah-tengah masyarakat, dimana

semula untuk mendapatkan sertifikat hak-milik melalui

12[. Nyoman Sirtha, "Makna 5Sosial Hukum dalam Aksi dan
Interaksi Kelompok Masyarakat di Tengah-tengah Perubahan Sosial"”,
Disertasi, UNAIR, Surabava, 1996, h.41.
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pendaftaran tanah terjadi keharmonisan antara hukum
pemerintah (UU) yang telah berpengaruh pada masyarakat
yakni telah seiring sejalan dengan hukum adat,
kebiasaan lainnya atau pengaturan diri sendiri (self
regulation) yang befbeda dengan Undang-undang dan Hukum
Adat tetapi dapat memudahkan proses pendaftaran tanah.

Nampaknya aparat birokrasi (PEMDA) selaku pemegang

dan penentu kebijakan hanya melihat tujuan hukum
sebatas sebagai kepastian 8aja, dengan mengacuhkan
tujuan hukum sebagai kemanfaatan yang menginginkan rasa
aman dan tertib dalam aktivitas bersama yang stabil,
konsisten dan terus menerus.
Keinginan penetapan tujuan materiil pemanfaatan lahan
sesuail tuntunan agama. serta nilai-nilai kemasyarakatan
vang hakiki tidak dapat dipertahankan secara utuh
seperti sebelumnya. Pemerintah lebih cendrung meng-
gagaskan ketertiban dan kepastian guna kepentingan
menggali Pendapatan Asli Daerah.

Dari sikap Pemerintah yang lebih mementingkan
kepastian telah menimbulkan pandangan pro dan kontra
‘dari warga masyarakat, melalui pengumpulan pendapat
dari hasil wawancara:

Pendapat vang mendukung:
Ada diantara warga masyarakat Desa Selong Belanak vyang

menganggap kepariwisataan mempunyai pengaruh positif
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b

terhadap peningkatan atau nilai iahan vang ada di dalam
kawaszan dan sekitar kawasan. Pendapat ini dapat
dimengerti karena sesungguhnya lahan yang terletak
dipinggir pantai kurang produktif Jika diusahakan
sebagai lahan pertanian. Program kepariwisataan
menjadikan Pulau Lombok didatangi wisatawan vang
berlimpah ruah. Para pemilik lahan dapat ,berusaha
dibidang lain selain pertanian dan perkebunan. Adanya
pertimbangan utama mengenail ada tidaknya keuntungan
finansial, maka nilai budaya yang mendasari tingkah
laku tersebut adalah nilai ekonomis.

Terutama bagi mereka yang setuju masuknya pengembangan
kepariwisataan, telah mulai mengambil sikap/memper-
siapkan diri mengalihkan usaha setelah memperoleh modal
dari hasil penjualan tanah/lahannya denga? nilai
relatif sangat tinggi jika dibandingkan dengan harga
sebelum program pariwisata berkembang.
Pendapat vang tidak mendukung:

Mereka memandang bahwa kehadiran pariwisata telah
banyak menimbulkan pengaruh-pengaruh yang negatif
terutama setelah penataan {(konsolidasi tanah) yang
dilakukan oleh PEMDA. hak atas tanah yang telah lama
-mereka kuasai diambil cleh pemerintah melalui pemberian
ganti rugi/santunan yvang sangat tidak memadai (Periksa:

standar ganti rugi vang dikeluarkan oleh Pemerintah)
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lalu diserahkan kepada investor PT. Sinar Rowok Indah.
Keinginan warga masyarakat pemegang peran (aktor)
tampaknya tidak sejalan (tidak ada keserasian) dengan
kehendak para penentu kebijakan.

Sikap warga masyarakat yang mempertimbangkan baik

buruk untuk kerpentingan diri atau kelompok sikap ini
dinamai “nilai kuasa”. Nilai ini berlawanan dengan
"nilal solidaritas~. yakni sikap seorang atau kelompok,
terutama didasarkan atas pertimbangan bahwa teman atau
tetangganya Jjuga berbuat demikian tanpa menghiraukan
akibat perbuatan itu terhadap dirinya sendiri.
.5isi kehidupan hukum atau nilai-nilai kemasyarakatan,
vang berpegang teguh kepada prinsip bahwa tanah
merupakan karunia Tuhan vyang diamanatkan harus
dipelihara/dirawat. Lebih-lebih bagi mereka tanah/lahan
vyang diamanatkan padanya merupakan “gumi-paer” yang
dikuaséi oleh pribadi-pribadi, keluarga atau keturunan
tertentu vang harus dipertahankan. dipelihara
kesuburannya, sehingga mampu dijadikan bekal beribadah
kepada Allah &SWT. keadaan ini tidak lagi dapat
dipertaﬁankan.

Pemerintah melupakan signifikansi sosial dalam

sistem hukum. dimana penentu kebijakan selaku pejabat
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struktural adalah bagian dari sistem hukum vang
bergergk di dalam suatu mekanisme, vang
dimanifestasikan dalam bentuk institusi pembuat
peraturan (UU) vang diberi wewenang13 menerapkan hukum
dan penegakannya sesuai dengan rprinsip-prinsip dasar
keadilan. Pencerminan prinsip keadilan khususnya untuk
pembebaéan tanah untuk keperluan swasta harus atas
dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan
pembebasan tanah oleh pihak swasta merupakan perbuatan
hukum vang bersifat keperdataan ( Surat Kepala BPN
Nomor 580.2-5568-DII1). Tapi dalam kenyataannya
ketentuan ini tidak diterapkan, vang lebih ditonjolkan
dalam sikap Pemerintah menghendaki pemegang peran
{aktor) segera melepaskan haknya dengan ganti-rugi
seadanya. ia dianggar sebagai sebatas penggarap atas
tanah Negara.

Tetapi dilain pihak Bupati Kepala Dearah Tingkat II
Lombok Tengah masih mengakui eksistensi hak-milik warga

masyarakat (Periksa: Surat Instruksi Bupati Nomor

393.82/150./82).

l‘-Si'\’t.a.amq lingkup kewenangan institusi struktural terlihat
kepada: Undang-undang, Peraturan Daerah; Surat Keputusan Badan .
Pertanahan Nasional tersebut merupakan hasil nyata yang
diterbitkan oleh sistem hukum (substansi hukum}) yang semestinya
tidak terlepas dari sikap dan nilai-nilai ("konsep-paer”"} dari
masyarakat yang merupakan "legal culture”.
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C. Sengketa Hak atas Tanah, Perselisihan (Konflik)
Kepentingan Pemanfaatan Lahan

1. Latar Belakang Sengketa Hak Atas Tanah

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia. dan
kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari tanah.
Sehingga kita tidak dapat menutupi lagi, persoalan
tanah setiap hari dimuat dalam masmedia.l? Dewasa ini
kita sering menyaksikan suatu proses menuju krisis
sosial vang disebabkan adanya sengketa tanah. Qleh
karena itu, diperiukan pemberdayaan hukum  untuk-
menemukan solusi yang menyentuh rasa keadilan bagi
pihak-pihak yang bersengketa atau terjadinya perbedaan
kepentingan pemanfaatan tanah/lahan.1®

Sengketa tanah muncul secara nyata pada masa
kolonialisme, dengan adanya kebijaksanaan agraria vyang
dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. seperti cultuur

stelsel. Kolenial Belanda dengan Agrarishe Wet, dimana

14Harian Jawa Pos, edisi 25 September 1997 halaman 10
memuatl: "fiada fhari tanpa kasus tanah®. Di Jawa Timur setahun
terjadi 389 kasus sengketa tanah. Kondisi ini tidak saja terjadi
d1 kota-kota besar, hal yang sama banyak terjadi di daerah-daerah
sampal kepelosok-pelosok desa (lokasi penelitian).

lsﬂaria SW Soeaardiono, mengatakan: "adanya gejala umum
yang - menonjol dalam pemanfaatan lahan, adalah: Perbenturan
kepentingan atas tanah, manipulasi, dan penguasaan tanah-tanah
strategis, serta pemekaran™. Makalah Seminar Pembangunan Pedesaan
dan Masalah Pertanahan berjudul "Reformasi Hukum Pertanahan", UGHM,
Yogyakarta 13-15 Feberuari 1990, h.1.
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negara memherikan kebebasan kepéda rihak pemodal atau
kapitalis non pribumi untuk mengusahakan perkebunan dan
menggusur tanah petani dan penduduk melalui berbagai
proses,. seperti sewa-menyewa atau hak konsesi. Keadaan
vang demikian inilah vang melahirkan konflik-konflik
rertanahan antara petani dengan pengusaha (pemilik
modal) dilain pihak antara rakyat dengan negara.

Kondisi~kondisi masa kolonial, ternyata tidak jauh
berbeda dengan keadaan sekarang, dimana-mana terJjadi
krisis sosial akibat dari sengketa tanah. baik iang
terjadi ditingkat pusat maupun di daerah-daerah vang
menjadi lokasi pembangunan industri kepariwisataan.
Bahkan tidak Jjarang. terutama pemerintah Daerah (PEMDA)
Justru menjadi pihak yang berhadapan dengan rakyat
remilik tanah. sekalipun itu untuk kepentingan
16

Investor.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konteks
kebijakan pertanahan pemerintah Orde Baru vang memang
mempunyai komitmen yang kuat terhadap rertumbuhan
ekonomi melalui sektor kepariwisataan. Kebijaksanaan
ini dapat memberikan kontribusi sangat besar terhadaﬁ

tingkat pertumbuhan ekonomi, sementara pada saat yang

l6Catatan Keadaan Hak Asaci Manusia (HAM} di Indonesia,
YLBHI, Jakarta, 1995, h.125. '
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bersamaan sektor-sektor tradisional terabaikan terutama
perlindungan hak-hak rakyat atas tanah.

Haruskah rakyat Indonesia akan mengalami hal vyang
sama dengan periode kolonial, yakni rakyat kehilangan
tanahnya karena harus diserahkan kepada investor/
pemilik modal [?}. Kita harus mencermati pengalaman
pahit masa kolonial. bagaimana pahitnya rengalaman
rakvat Indonesia yang kehilangan haknya atas tanah
akibat kebijaksanaan agraria premerintah kolonial
tersebut.

Kebijaksanaan pembangunan yang mengabaikan aspek
strukutral penguasaan/pemilikan tanah menimbulkan
berbagai macam kasus sengketa. aﬁtara lain adanya sikap
remerintah yang menangguhkan,l7 bahkan menolak keingin-
an warga masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya,
meningkatkan status hak-hak atas tanah adat. untuk
mendapatkan alas-hak milik berupa sertifikat.

Bahkan dalam beberapa kasus warga masyarakat télah

menimbulkan perlawanan dan memberikan reaksi tindakan

17Hasil wacancara dari berbagai sumber (Pejabat Kantor NITB
BPN, Kantor Pajak dan Bumi, Tokah Masyarakat): "bahwa semenjak
ditetapkannya lokasi-lokasi usaha kawasan wisata (PERDA Nomor @
Tahun 1989 tentang "Pembangunan Kawasan Pariwisata®) maka semua
tanah-tanah milik masyarakat ditangquhkan/dihentikan untuk
sementara, kegiatan transaksi peralihan hak (jual-beli, hibbah,
pendaftaran hak, dan lain-lain) dengan maksud supaya lokasi
tersebut bebas dari percaloan maupun pengusaha spikulan  (jual-
beli) tanah,
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premerintah yang telah melakukan étatus que atas tanah-
tanah warga masvarakat vang telah didaftarkan maupun
vang hendak didaftarkan. '

Karena merasa diperlakukan tidak adil. warga
masyarakat mengadukan masalahnya ke Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD},18 dan kepada lembaga bantuan
hukum {(LBH) Mataram untuk mendapatkan perlindungan
hukum. 19

Perlawanan warga masyarakat yang merasa diper-
lakukan tidak adil atas sikap Pemerintah daerah (PEMDA)
"adalah wajar-wajar saja adanya. karena semasa atau
sebélum masultnya program pariwisata di resort pantail
Selong Belanak, warga masyarakat tidak pernah ada
terganggu oleh pihak ketiga perihal tanah-tanah milik
mereka. Bahkan. bila hendak mendaftarkan tanah-tanah
mereka untuk mempercleh sertifikat hak milik tidak
pernah dihambat maupun dicegah oleh pihak manapun.

Meskipun warga masyarakat telah mengadukan per-

masalahannya kepada DPRD. melakukan pengaduan ke LBH

184arian lokal “Suara Nusa®™, edisi Z% Maret 1996 memuat:
bahwa warga masyarakat Desa Selong Belanak secara berkelompok
(lebih kurang 7% orang} mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok
Tengah Praya untuk mengadukan nasibaya, perihal tanah-tanah mereka
yang akan dibebaskan untuk pembangunan hotel dan lapangan gqolf.

19Melalui Surat Kuasa Hukum Nomor 63/SK-PDT/1994/PN PRA
warga masyarakat pemegang peran (aktor) menguasakan kepada
pengacara graktek IGP Ekadana, SH., dkk, untuk menggugat Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah Praya.
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untuk mencari keadilan. mereka .masih saja pesimis,
kKarena dengan bekal pengetahuan seadanva. maupun
terbatasnya beaya, serta minimnya alat-alat bukti hak
yvang mereka pegang (berupa petuk pajak bumi, girik,
pipil, sim: yang bukan merupakan bukti hak-milikan)
lebih-lebih vyang dihadapi adalah PEMDA, mereka akan
banyak mengalami kesulitan-kegulitan.

Berdasarkan alas hak atau bukti penguasaan/ pe-
milikan tanah, berupa girik, petuk atau pipil, dilihat
dari kacamata hukum perdata bukan merupakan alat buktil
pemilikan tanah melainkan sekedar alat bukti Gurat
Penagihan Pembayaran Pajak (SPPT).20 {leh karena itu
jika aparat PEMDA menghendaki penvelesaian konflik-
konflik vyang menyentuh rasa keadilan bagl semua pihak
khusus warga masyarakat. maka tak mungkin dapat hanya
ditelash dan diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan
normatif-positivistik semata; melainkan harus di-
letakkan dalam cakrawala-pandang yang lebih luas, sorta
wawasan kultural yang mendalam.

Terutama dalam mencari makna sosial hukum (social
significance of law) berarti mengamati hukum dan masya-

rakat secara bersamaan. Sally Falk Moore mengatakan:

EOUndanq—undanq Nomor 12 Tahun 1994 tentang "Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 12 Tghun 1985 tentang Pajak Humi dan Bangunan”
(Periksa: Penjelasan Pasal 4 Undang-undang tersebut). '
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bahwa hukum dan konteks sosialnya'harus diamati secara
ber'sama--sama.21 dari keaneka ragaman hukum itu untuk
diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan yvang
dikehendaki. Sebab, harus diakui bahwa derajat
apresiasi masyarskat terhadap cara kerja struktural
(aparat birokasi) serta kualitas materi substansi
(undang-undang) sangatlah dipengaruhi oleh sikap dan
nilai kultural atau "legal culture” (Periksa: | Lawfence
M. Fridman, pada krangka teori Bab I).
2. Tanah Sebagai Sumber Sengketa dan Faktor Penyebab
Timbulnya Sengketa.

Tanah yang merupakan permukaan bumi (Pasal 1 ayat

(3) Pasal 4 ayat (1) UUPA) sebagai tempat manusia hidup
dan berkembang, Juga menjadi sumber bagi segala
kepentingan hidup manusia. Demikian pentingnya tanah
‘bagi kehidupan manusia, karenanya tidak mengherankan
kalau setiap manusia ingin memiliki dan menguasainya,
vang berakibat timbulnya sengketa tanah, perselisihan

kepentingan dalam pemanfaatannya.

Tanah adalah merupakan kebutuhan mendasar bagi

kelangsungan hidup seluruh mahluk yang ada dimuka bumi

215a11y Falk Moore, dalam I Made Suastihawa, “Hukum dan
Penggarapan Tanah di Bali”, Kumpulan Makalab Seminar MNasicnal
Antropologi Hukum, tanggal 7-9 Januari 1991, Fak. Hukum - UI,
Depok, 1991, h.78.
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ini. bagi umat manusia tanah menjadi pusat munculnya
aneka prilaku hidup manusia. baik sebagali individu,
kelompok, maupun organisasi. Keberadaan suatu bangsa
selalu ada hubungannya dengan tanah, untuk mendirikan
suatu negara syaratnya harus ada tanah sebagai wilayah.

Kedudukan dan fungsi tanah yang demikian penting,
sehingga dalam perjalanan hidup manusia sepanjang zaman
selalu ada sengketa. konflik-konflik kepentingan bahkan

tidak Jjarang memaksasn korban jiwa.22

Jika ditelusuri kembali lembaran kasus-kasug
sengketa tanah yvang terjadi akhir-akhir ini, maka dapat
dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadli pada
masa lampau, akan nampak transparan menjadi bagian dari
dinamika sengketa hak atas tanah. Dalam kasus-kasus
vang tefjadi, masalah perbedaan kepentingan penggunaan
tanah atau lahan, masalah ganti rugi, dan cara pem-—
bebasan tanah begitu menonjol bahkan dapat dikatakan
sebagai sentral masalah. Para pemilik tanah dalam
batas-batas tertentu, tidak terlalu berkeberatan
tanahnya dibebaskan cleh Pemerintah maupun swasta ugtuk

berbagai kepentingan. Mereka hanya menghendaki supaya

22Eksepansi wilayah kerajaan-kerajaan dimasa lalu pada
dasarnya merupakan bentuk lain dari sengketa tanah, misal:
Perlawanan Pangeran Diponegoro (1825-1830) atas tindakan semena-
mena penjajahan Belanda atas tanah-tanah milik penduduk yang 14
ingin kuasal.

TESIS Signifikansi sosial pendaftaran .... Yanis Maladi




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kepentingannya diperhatikan, baik menyangkut hak-hak,
prinsip-prinsip dasar vyang memiliki kandungan nilai
sosio-kultural, dengan memperhatikan kondisi sosial-
ekonomi dan lain-lainnya.

Setiap orang memiliki hak-hak atas tanah sepanjang

tidak bertentangan dengan fungsi sosial, ia harus
dilindungi dari segala gangguan. baik bersifat ancaman
fisik (ﬁemaksaan), pengerusakan (bolduser), pemerasan,
penipuan, penggeregahan.
Jika ada kepentingan PEMDA yang hendak membebaskan. me-
lepaskan hak seseorang atau hak kelompok atas tanah
dengan dalih kepentingan fungsi sosial atas tanah. Maka
untuk melakukan hal ini harus transparan artinya p?rlu
adanya keseimbangan antara yang melepaskan haknya
dengan tujuan vang dikehendaki. Sikap tindak aparat
penentu kebijakan vang sejalan dan serasi. mampu
mencegah terJjadinya konflik nilail (nilai agama, nilai
adat) yvang menjadi konsepsi landasan hak-hak atas tanah
rakyat (warga masyarakat), vyang dinamakan “legal
culture” atau disebut “non-state law" (Periksa: Franz
von Benda-Beckmann dalam “Essays on Legal Plura-
liams”).

Demikian juga halnya dengan perlunya memperhatikan
kondisi sosial ekonomi rakyat (warga masyarakat) erat

sekali kaitannya dengan penyesuaiaan harga tanah yang
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akan dialihkan fungsinya oleh PEMDA. mereka hanya minta
ganti rugi atau konpensasi yvang adil.

ﬂunculnya sengketa tanah di resort wisata Selong
Belanak (lokasi penelitian) bermula dari keinginan
sebagian warga masyarakat yang hendak meningkatkan
status haknya atas tanah (berasal dari tansh adat)
untuk didaftarkan supaya memperoleh sertifikat hak
milik. -Ternyata dalam perkembangan lebih lanjut ke-
inginan mereka tidak dapat diwujudkan. Yang terjadi.
bukan saja penghentian atau pencegahan pendaftaran hak
melainkan berkembang menjadi sengketa yang lebih
kompleks lagi yakni, pertentangan kepentingan
pemanfaatan lahan. Kecendrungan-kecendrungan yang
nampak darl sikap Pemerintah adalah menggusur warga
masyarakat. mereka dianggap sebagai sebatas penggarap

tanah Milik-Negara.

3. Tata-cara Penyelesaian Sengketa Tanah

Untuk menyelesaikan sengketa hak atas tanah
berlaku norma hukum, produk pemerintah (Undan%—undang),
norma adat dan norma agama dan aturan pengaturan diri
sendiri (self regulation).

Penyelesaian menurut Undang-undang, menghendaki
adanya penvelesaian harus menempuh prosedur dan tahapan

tahapan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Penye¥
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lesaiannva dilakukan Hakim yang memeriksa perkara.
bukan ditentukan cleh pihak-pihak. kecuali dalam hal
ada kesepakatan para pihak sebelum sidang perkara
diputus Hakim Pengadilan, dapat menyelesaikan
sengketanya atau melalui kesepakatan para-pihak {(aktor)
mencabut gugatan untuk diselesaikan diluar pengadilan
dengan ditengahi oleh mediator atau dengan cara sendiri
(self regulation). Kemampuan para-pihak untuk memilih
alternatif cara dan alat untuk mencapali tujuan
{ penyelesaian sengketa) cleh Talcott Parsons
menyebutnya sebagal teori tindakan voluntarisme, yakni
kemampuan jndividu melakukan tindakan dalam arti
menetapkan cara dan. alat dari gejumlah altern§tif vang
tersedia dalam rangka mencapai tujuan. Para-pihak
menurut konsep voluntarisme ini adalah pelaku aktif dan
kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih
dari sekian alternatif tindakan. Sekalipun para-pihak
tidak memiliki kebebasan penuh karena adanya ikatah
struktur dan norma-norma sosial yang berlaku, namun ia
mempunyali kemauan bebas untuk memilih berbagai
alternatif tindakan secara aktif, kreatif dan

t
evaluatif23 serta membuat modifikasi-modifikasi

23 (ratb., dalam I Nyoman Sirtha, "Makna Sosial Hukum dalan
aksi dan Interaksi Kelompok Masyarakat Ditengah Perubahan Sosial",
Disertasi, Pascasarjana UNAIR, 1996, h.42.
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yvang diperlukan untuk memungkinkén terjadinva hubungan
hukum untuk menyelesaikan sengketa hak-hak atas tanah.

Penyelesaiasn sengketa hak atas tanah di Pulau
Lombok, bahwa para pihak yang bersengketF lebih
cendrung mengajukan persoalannya kepada pemuka agama
(Tuan OGuru (Kivai). Penghulu). tokoh adat, Pemerintah
Desa/Kecamatan. Sebuah penelitian sdr. Anto Ahdiyat
(staf pengajar FISIP-UI) pada Suku Sasak di Pulau
Lombok banyak menemukan kasus sengketa hak atas tanah
diselesaikan di luar24 sidang pengadilan.

Sebuah gambaran kongkrit tentang makna sosial

- hukum (tertentu) dalam masyarakat hukum adat. Berikut

Leé Pbspisilz5 mendiskripsikan hasil penelitian
nya pada “Suku kapauku” di daerah pedalaman Irian Jaya.
Berdasarkan KkKajian kasus data suatu masyarakat vang
dalam kehidupan sehari-hari belum banyak terpengaruh
oleh .organiaasi kenegaraan dan peraturan-peraturan
hukumnya, yaitu masyarakat suku bangsa Kapauku dari

daerah danau-danau Paniai di Lembah Kamu., Pegunungan

24Yanq bertindak sebagai mediator adalah Camat Bayan dalam
menyelesaikan sengketa hak diantara para pihak (Periksa: Anto
Achdivat, "Sengketa dan Proses Penyelesaian”, Studi mengenai
gejala pluralisee hukum pada masyarakat Sasak di Kecamatan Bayan,
Tesis Magister Bidang Antropologi, FISIP-UI, Jakarta 1990.

ZSKbentjaraningrat, “Antropologi Hukum®™, Makalah Seminar

Nasional (Majalah Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia Nomor
47), FISIP-Ul, Depok, 1989, Z8.
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Tengah Irian Jaya. Dalam peneliﬁian itu mencatat 121

aturan hukum adat ( Frans von Benda-HReckmann

menyebutnya: "non-atate law’ yang ada dalam ingatan

orang Kapauku (mereka tak mengenal tulisan). Ke-121
L}

aturan abstrak itu dicocokannya dengan 176 kasus
konflik yvang benar-benar terjadi dalam kehidupan
masyarakat itu dan ia menemukan bahwa hanya 87 di
antara 178 kasus tersebut diputuskan sesuai dengan
salah satu diantara 121 aturan abstrak itu.

Mencermati kasus penyelesaian sengketa vang
mengacu pada hukum tertentu yang disebutnya 'non-state
Jaw pada pluralisme hukum sepanjang dapat melakukan
pengawasan sosial terhadap tingkah laku masyarakat,
memenuhi keinginan atau tercapainya tujuan vang
dikehendaki aktornva. Lebih-lebih konsep non-state law
tersebut tidak berbenturan dengan norma hukum lainnya
(undang-undang, norma agama). Hal ini, dihubungkan
cdengan makna sosial pendaftaran tanah di resort wisata
Selong Belanak, aparat PEMDA dalam hal ini Kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah tidak ada
alasan untuk menghentikan, mencegah warga masyarakat
vang hendak mendaftarkan hak-haknya atas tanah untuk
mendapatkan sertifikat hak milik.

Baik UUPA maupun PP 10 Tahun 1861 menerima dan

memberi tempat kepada hak-hak atas tanah {hak-milik
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tanah adat) sebelum berlakunya UUPA.28 Jika aparat
PEMDA (Badan Pertanahan Nasinaol) konsisten dengan
kententuan materiil (isi dan tujuan) UUPA sebagai hukum
tertulis ( Franz von Benda-Beckmann menyebutnya: ‘state
law’) maka perbedaan persepsi dan sikap pandang perihal
pendaftaran tanah tidak akan terjadi. *
Jika para pemegang kebijaksanaan konsisten dengan
konsep dan prinsip-prinsip dasar tentang pendaftaran
tanah, maka perwujudan makna sosial hukum akan mudah
tercapai karena keanekaragaman hukum vang ada di-
pergunakan secara bersama-sama, norma hukum vang ada
direproduksi atau .dipakai serentak untuk memenuhi

keinginan aktornya.
D. Kasus Sengketa Hak Atas Tanah

Subvek sengketa:

Penduduk/warga masyarakat vyang bertempat tinggal di
Resort Wisata Selong Belansk (kampung Rowok) melawan
Bupati Kepala daerah Tingkat II Lombok Tengah vang
telah memberikan rekomendasi pembebasan tanah obyek

sengketa kepada PT. Sinar Rowok Indah untuk Usaha

Kawasan Pariwisata.

26gifat nasional UUPA: (a) didasarkan atas hukum adat
tentang tanah; (b) sederhana; (c) menjamin kepastian hukum; (a)
harus tidak mengabaikan unsur-unsur yang berdasar hukum agama..
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Qbyvek Sengketa:

Tanah

seluar 1.00 Hektar (satu Juta meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut:

utara : bukit atau pegunungan
selatan : bukit atau pegunungan
timur : bukit ataﬁ pegunungan
barsast : pantai Samudra Indonesia

Merupakan tanah yang subur dan pantainya yang indah.

Dasar-dasar Sepgketa:

I.

TESIS

Sejak ditetapkan/berlakunya:

Keputusan Gubernur KDT I NTB Nomor 423 Tahun 1990
tentang “Rencana Tata Ruang Resort Pariwisata
Selong Belanak” Kabupaten Tingkat 11 Lombok
Tengah:

Surat Keputusan Gubernur KIT I NTB Nomor 162
Tahun 1990 tentang "“I3in Lokasi dan Pembebasan
Tanah Untuk Pembangunan Hotel Berbintang dan
Fasilitas Penunjang Lainnya”;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional HNomor
35/HGB/BPN/31 dan Nomor 36/HGB/BPN/O1 tegtang
“Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Sinar
Rowok Indah”;

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 70

Tahun 1990 tentang “Harga Dasar Tanah di
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Kabupaten Tingkat II Lombok Tengah Tahun Anggaran
1890/1991". .
I1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah
Tanah atau lahan garapan warga masyarakat adalah
merupakan tanah adat vyang dimiliki secara turun-
timurun dikelola sebagai mata pencaharian tetap yang
ditanami padi. tembakau. buah-buahan dan palawija.
Semula mereka dalam kehidupannya merasa aman, tertib

tanpa ada gangguan, selalu hidup harmonis' ( "social

harmony’: Periksa Donald Black dalam “The Behavior of
Law”. hal 1-5). Untuk lebih menjamin rasa aman dan
tertib, mereka berusaha meningkatkan status hak-

miliknya dengan mendaftarkan tanah untuk mendapatkan
sertifikat. Karena semula status tanahnya merupakan
tanah adat, maka untuk pendaftaran tanah menempuh
“lembaga konversi” UUPA 1960 jo. PF 10 Tahun 1861 yang
sekarang telah diganti oleh PP 24 Tahun 199T tentang

‘Pendaftaran Tanah.

Tujuan yang hendak dicapai dalam mensertifikatkan
tanah disamping untuk kepastian hukum, Jjuga adanya
pertimbangan non hukum, yakni adanya pengaruh-pengaruh
aosio-kultural, Juga untuk meningkatkan nilai harga
penjualan (pertimbangan ekonomis) (Periksa: SK Bupati
KDT II Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 1980 tentang "Harga

Dasar Tanah').

TESIS . Signifikansi sosial pendaftaran .... ) Yanis Maladi




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

L%

Suasana aman, tertib. dan harmonis kehidupan warga
masyarakat tersebut ternyata tidak dapat mereka
pertahankan disebabkan tekanan-tekanan dari luar
(bersifat eksternal ) yvakni masuknya program
kepariwisataan, yang mulai mengancam kehidupan sosial
mereka, vang hingga sekarang menjadi menjadi obyek
sengketa.

III. Perbedaan kepentingan pemanfaatan tanah/lahan

Karena tanah obyek sengketa merupakan satu-satunya
sumber hidup dan kehidupan bagi warga masyarakat
pemegang peran {aktor) sedapat mungkin akan
mempertahankan hak-haknya. Permasalahan utama terletak
pada perbedaan peréepsi, baik mengenai bentuk hubungan
hukum maupun pengaruh faktor sosial-ekonomi {nilai
ganti rugi yang rendah). Disamping itu warga masyarakat
tak ingin dipisahkan dari tanah yang telah lama
dikuasainva (pengaruh faktor sosio-kultural); mereka
memperkenankan lahannya dijadikan pembangunan hotel dan
lapangan golf sepanjang eksistensi hak-haknya atas
vanah diakui (berasal dari tanah adat) dan ganti rugi
yvang diberikan itu dapat dipakail membeli tanah
pengganti diluar kawasan. )
Tetapi permintaan warga masyarakat tidak dipenuhi,
bahkan dengan cara paksa, supaya warga masyarakat

(aktor) menerima ganti rugi vang dibayarkan oleh PT
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Sinar Rowok Indah yang dibantﬁ oleh PEMDA Lombok
Tengah. Berikut dikemukakan data hasil penelitian
tentang pelaksanaan ganti rugi tanah yang dilakukan
aoleh PT. Sinar Rowok Indah kepada 67 orang pemilik yang
telah membubuhkan tanda tangan penerimaan ganti rugi

dengan cara:

Lidak mengadakan kesepakatan 21 orang
kekhilafan -
paksaan 37 orang
penipunn 9

Dari data tersebut dapat memberikan informasi ada
sebanyak. 21 orang (31 %) menghendaki lebih baik tidak
menjual tanahnya sedangkan sisanya 46 orang (68 %)
lainnya tidak dapat menulis dan membaca, informasi
tentang hubungan hukum Pertanahan atau hubungan
pemanfaatan lahan dengan program pembangunan hotel
tidak pernah diketahuinva. Meréka hanyalah mengetahui
lahan subur dalam lingkungan péguyuban untuk
menghidupkan sanak keluarga, disamping bekal ibadah.
Tetapi mereka telah terlanjur membubuhkan , "tanda

Jempolnya” melalui proses yang sangat bertentangan

dengan hukum (karena dipaksa dan ditipu).27

27nnang Husni., dkk, "Perspektif Juridik Pertentangan
Pemanfaatan Lahan", Bantuan Hukum Ekadana dan Kawan-kawan,
Mataram, 1994, h.19.
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Tidak ada pilihan lain, méreka vang tidak mau
menerima ganti rugi/santunan supaya meninggalkan loFasi
kawaasan, karena menurut penentu kebijakan bshwa tanah-
tanah yang digarap/ditempati warga Selong Belanak
( kampung Rowok) adalah merupakan tanah negara.28
IV. Pengaruh Sengketa Hak Terhadap Pendaftaran Tanah

Semenjak warga masyarakat mempertahankan/tidak mau
melepaskan lahan/tanah miliknya dengan ganti rugl yang
ditetapkan oleh penentu kebijakan. Sikap tindak warga
masyarakat tersebut menyebabkan ia tidak dapat lagi
memperoleh pelayanan administrasi untuk ajudikasi atau
proses rangkaian pendaftaran tanah yang meliputi
pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data
yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran

| tanah untuk keperluan pendaftarnya (Pasal 1 butir 8 PP
Nomor 24 Tahun 1987 pengganti PP 10 Tahun 1961 dalam
hal yang sama). '

Lebih-lebih lagi Kantor Badan Pertanahan Nasional
(BPN) melslui suratnya tanggal 6 Desember 1990 Nomor
980.2-5568~111 tentang "Pembentukan Team Pengawasan dan

28ﬁbidin Salaga mengatakan: "bahwa pengaturan batas tanah
negara dan tanah adat vyang hanya diatur dalam Pasal 3 dan
Penjelasan UUPA 1960 adalah tanpa penegasan dan pengaturan, banyak
senimbulkan hasbatan dalaa pembangunan (makalah Seminar Nasional
Hukum Adat, "Penanganan Peladang Berpindah, Kaitan dengan Tanah
Adat dalam Penyelenggaraan Transmigrasi”, Ciawi-Bogor, 3-5
_September 1996, h.2.).
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Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Swasta“;
semakin lebih selektif dalam menerima permohonan
rendaftaran tanah, oleh karena status tansh-tanah di
kawasan wisata Selong Belanak adalah merupakan tanah
sengketa untuk sementara untuk aJjudikasi peLdaftaran
hak-milik (pensertifikatan) ditangguhkan sampai dengan
permasalshannya selesai.29
Tetapi vang menJjadi keanehan diatas tanah obyek
sengketa sekarang telah diterbitkan sertifikat hak guna
bangunan (HGB) atas nama PT. Sinar Rdwok Indah diatas
tanah seluas 100 Hektar (satu Jjuta meter persegi)
berlaku selama 20 tahun terhitung mulai tanggal 14
Desember 1991 eampai dengan 2011 jo. SK KXepala BPN
tanggal 17 Oktober 1991 Nomor 35 /HGB/BPN/91 dan Nomor
36/HGB/BPN/91 tentang pemberian HGB atas nama PT Sinar
Rowok Indah. |
V. Penyelesaian Sengketa Pengadilan

Karena eksistensi hak-hak atas tanah  warga
masyarakat sudah tidak diakui lagi keberadaannya oleh
penentu kebijakan, maka pada tanggal 4 Juli 1994 dua

belas orang sebagai wakil masyarakat kampung Selong

29Yanq menjadi dasar ditangguhkannya pendaftran tamah yang
sedang wmenjadi obyek sengketa sampai adanya keputusan pengadilan
yang mempunyal keputusan tetap adalah Pasal 45 butir e dan f PP 24
Tahun 1997 penggati PP 10 Tahun 1961.
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Belanak (kampung Rowok), masing-masing tersebut adalah:
Bapak Repin, Lalu Dirawan, Amag Cani, Amaq Ruslan, Amaq
Miani, Amaq Muslim, Amag Hur, Usup alias Har, Inag
Aminah, Bapak Kiyim, Lalu Sapii dan Amaq Cani.
Masing-masing melalui Surat Kuasa Hukum tengsgal 4 Juli
1994 Nomor 63/SK/PDT/1994/PN.PRA yang dibuat  di
Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah. Kuasa Hukum
diberikan kepada Pengacara Praktek IGP Ekadana, SH.,
dkk, yang berkedudukan hukum di J1. Anggrek Nomor 10
Mataram.

Untuk selajutnya Ekadana. SH.. dkk memberi kuasa
dengan hak subsitusi kepada Pengacara Praktek Nasirudin
Pasigai, SH., dkk yang berkedudukan hukum di Ujung
Pandang, J1. Veteran Selatan No. 181.B Ujung Pandang,
bertindék dan atas nama sSebagai Penggugat dalam perkara
No. 31/G : TUN/1994/P.TUN Pengadilan Tata Usaha Ujung
Pandang, dengan keperluan untuk menggugat Bupati
Kepala Daerah Tingkat 11 Lombok Tengah atas
dikeluarkannya Surat Perintah pengosongan I, II dan ke
111 masing-masing tertanggal 27 April 1994, tangga} 5
Mei 1994 dan tanggal 10 Juni 1994 atas tanah milik
warga masyarakat Selong Belanak.

V.1l. Gugatan Penggugat
Alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan pada

intinya: Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh
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Tergugat aquo merupakan perbdatan vang melanggar

ketentuan Pasal 53 ayat (2) poin: a.b.c Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa surat keputusan tentang perintah pengosohgan

tersebut terlihat dengan jelas dan nyata:

- Tidak ada memuat konsideran : "membaca"”, “"menimbang"”
vang memuat alasan-alasan dikeluar-kannya keputusan
dimaksud;

- Tidak ada memuat konsideran: “mengingat” vang
mencantumkan peraturan perundang—undangan dPn dasar
hukum dikeluarkannya keputusan tersebut.

- Bahwa Surat perintah pengosongan tanggal 27 April
1884, tanggal 10 Juni 1994 dan tanggal 18 Juni 1994
adalah keputusan yang bertentangan dengan Undang-
undang HNomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak?
hak Ataes Tanah dan Badan-badan Yang Ada di Atasnya.
Sebagaimana ketentuan Pasal 1 pada intinya: ‘'“yang
boleh melakukan pencabutan hak-hak atas tanah dan
benda-benda yang ada diatasnya adalah “Prea&den".

- Bahwa Tergugat dengan surat keputusan aquo telah
melampaui batas kewenangan yaitu: nyata-nyata telah
menjalankan fungsi pengadilan atas sengketa hak atas
tanah tersebut...,

Tergugat telah memutus dendan keputusan perintah
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pengoscngan yang isinva berbuﬁyi: .
Memerintahkan...., “untuk segera pindah dari lokasi
vang telah dikuasi oleh PT. Sinar Rowck Indah
selambat-lambatnya 6 (enam) hari terhitung sejak
tanggal dikeluarkan surat peringatan in; sampai
tanggal 25 Juni 1994".
Hal ini Jelas bertentangan Undang-undang Pokok
Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970).

- Bahkwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-
asgas umum pemerintahan yang baik....

V.2. Petitum Pepnggugat

Penggugat mohon melaui Majelis Hakim menjatuhkan
putuean sebagai berikut: I
1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seiuruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda:
Surat Keputusan Tergugat tanggal 27 April 1994 ten-
tang  Perintah Pengosongan I, II dan III No.
181.1/109/01 8/d No. 181.1/1912 atas nama Inag
Muslim., dkk
V.3. Jawaban Tergugat
| - Menanggapi surat gugatan Penggugat, Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lombok Tengah memberikan kuasa khusus
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Praya dengan hak sub-—
situsi Nomor 149/191/1994 tanggal 3 Oktober 1994 kepada

IGK Sueta, SH., dkk.

Yanis Maladi
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Isi Jawaban atas gugatan ﬁerdata Nomor 31/G.

TUN/84/P.TUN U. PDG pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa surat perintah pengosongan tanggal 27 April

1994 bersifat mengingatkan untuk melaksanakan

Keputusan Tata Usaha Negara seperti tersebut dalam

peraturan dasar: !

-~ SK Gubernur NTB Nomor 162 Tahun 1990 tentang 1Ijin

Lokasi dan Pembebasan Tanah,...;

- Keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Nomor 35/HGB/BPN/91 dan Nomor 36/HGB/BPN/891 ten-

tang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT.

Sinar Rowok Indah;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan selama 20 Tahun atas

nama PT. Sinar Rowok Indah;

- Bahwa mengingat Pasal 79 s/d 81 UU Nomor 5 Tahun

1574 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah,..

"Pemerintah Penguasa Tunggal’..... mengambil segala

tindakan yvang dianggap perlu untuk menjamin

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan lain-

lain.
V.4. Petitum Tergugat
1. Menerima permochonan Tergugat;
2. Ményatakan menolak gugatan Penggugat untuk se -

luruhnya.
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V.5. Gugatan Intervensi
Tepatnya tanggal 28 Desember 1994, Marog Hartono

Presiden Direktur PT. Sinar Rowok Indah, melalui Kuasa
khusus tanggal 28 Desember Tahun 1994 Nomor
10/SRI/XI1/1994 kepada Tupomo Arif GSudiyanto, menga-
Jukan gugatan intervensi dalam perkara Nomor Reg.
31/G. TUN/94/P.TUN.U.Pdg.

Dasar-dasar dan alasan menggugat pada.intinya sbb:

- Bahwa PT. Sinar Rowok Indah didirikan atas per-
setujuan Menteri Kehakiman RI tanggal 5! Desember
1990 Nomor 02-6348.H.T.01.01-TH.90 untuk membangun
hotel diatas lahan seluas kurang lebih 860.000 M2
(96 Ha) yang sekarang menjadi obyek sengketa;

- Bahwa Penggugat Intervensi skan membangun hotel
dengan fasilitasnya telah mendapatkan:

- Rekomendasi ketersediaan tanah dari Bupati tanggal
7 April 1990 Nomor 593.82/150,/182;

- Rekomendasi IJjin Prinsip Gubernur tanggal 31 Mel
1980 Nomor 556/306/006;

- IJin Lokasi dan Pembebasan Tanah untuk pembangunan
hotel dan fasilitas penunjang dari Gubernur
tanggal 23 Juni 1990 Nomor 162 Tahun 1990.

- Bahwa PT. Sinar Rowok Indah telah memilik bukti
kepemilikan berupa sertifikat HGB selama 20 tahun;

- Bahwa untuk membebaskan lahan/tanah Penggugat
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Intervenai telah menyetorkan pembayaran uang kepada
kas Negara sebesar masing-masing;
- Rp. 11.513.940,- (sebelas juta lima ratus tiga
belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan
-~ Rp. 17.286.075,- (tujuh belas Juta dua ratus
delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupish)
untuk pembayaran HGB sesuai Keputusan Kepala BPN
Nomor: 835/HGB/BPN/91 dan Nomor: 836/HGB/BPN/91;
- Bahwa Penggugat asal tidak bersedia pindah dari
lahan garapannya adalah bertentangan dengan Pasal 2
UU Nomor: 51 PRP tahun 1960 tentang larangan
pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya
padahal telah menerima ganti rugi.
V.6. Petitum dalam Gugatan Intervensi
1. Méngabulkan permohonan Penggugat Intervensi:
2. Menyatakan sertifikat HGB syah adanya;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat asal Bapak
Kayim., dkk.
V.7. Keputugan PTUN Ujung Pandang
Dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Maret
1995 sebagai berikut: '
Dalam Gugatan Pokok
Dalam pokok perkara:
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Dalam Gugatan Intervensi
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- Mengabulkan gugatan Intervensi untuk seluruhnya.

V.8. EKeputusan PTUN Tingei Surabava

Dalam Gugatan Asal

- Menguatkan putusan PTUN Ujung Pandang.

Dalam Rekonvensi |

- Memperbaiki amar putusan PTUN Ujung Pandang.
Dalam perbaikan berbunyi:
Menyatakan Maros Hartono Presiden Direktur PT. Sinar
Rowok Indah adalah pihak yang berkepentingan untuk
mengajukan gugatan intervensi dalam sengketa rihak-
pihak.

Mencermati kaeus sengketa hak tersebut, bahwa awal
mula terjadinya adalah karena adanya keinginan
Pememerintah selaku penentu kebijakan untuk menjalankan
"Usaha Kawasan Pariwisata” dan membutuhkan lahan/tanah
vang cukup luas. Maka khususnya di lokasi p%nelitian,
masyarakatnya mulai merasakan pengaruh-pengaruh dari
luar yang mengusik sisi kehidupan hukum, kaitannya
dengan perlindungan hukum eksistensi hak-hak warga
masyarakat atas tanah/lahan pertaniannya.

Merujuk kepada konsepsi esistem hukum (legai
system) bahwa Pemerintah (komponen strukural) sebagai
institusi yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum
dan menegakan hukum nampaknya bersikap kurang/tidak

!
konsisten dalam menjalankan tugas wewenang yang ada.
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Hal ini produk-produk peraturan téntang kepariwisataan
yang seolah-olah mengabalkan eksistensi Pasal 5 UUPA
yang dengan tegas mengakui “penguasaan dan pemilikan
tanah didasarkan atas hukum adat” dan "tidak dﬁbenarkan
untuk mengabalikan unsur-unsur yang berdasarkan hukum
agama’ .

Sehingga warga masyarakat tidak dapat lagl merasakan
pemanfaatan hukum untuk melindungi kepentingan dalam
pencapaian tujuan yang dikehendaki {Perikesa: Franz von—
Benda Beckmman dan Tinjauan Pustaka Bab II).

Hal yang sama Juga terjadi berkaitan dengan
pelaksanaan ganti-rugi atas tanah-tanah warga
masyarakat pemegang peran (aktor). Antara peraturan
yang B8atu dengan yang lainnya isi/materinya “tumpang
tindih" (komponen subtansi) antara perataran yvang ada
tedapat pebedaan yang membawa pengaruh negatif yang
merugikan para pemegang peran .(aktor). Misalnya Surat
Badan Pertanahan Nasionsl Nomor 580.2-5568-DII1 tanggal
8 Desember 1990 pada initnya menentukan: "bahwa
pembebasan tanah untuk kawasan pariwisata bereifat
hubungan keperdataan” diadakan tawar-menawar selayaknya
jual-beli pada umumnya yang tidak ada unsur-unsur
paksaan. Demikian juga ditegaskan melalul SK Gubernur
NTB Nomor 162 Tsahun 1980 tidak membenarkan adanya
prantara/pihak ketiga (calo) untuk melakukan pembebasan

maupun penerimaean ganti rugi. Tapi nyatanya Bupati
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Kepala Daerah Tingkat II Lombok'Tengah menerbitkan SK
Nomor 59/503/09 tanggal 2 Juni 1990: memberi 1Jin
kepada orang bernama Lalu Wirekrame (Humas Kantor
Bupati), untuk melakukan pembebasan tanah, menetapkan
peraturan harga dasar ganti rugi dan lain-lain.

Keadaan inilah yang menimbulkan keberatan-keberatan
warga masyarakat sehingga timbulkan sengketa pengadilan
tersebut.

Akibat yang timbul disebabkan tidak konsistennya
Pemerintah (komponen struktural) dalam menjalankan
tugas dan wewenang yvang diembannya. Lebih-lebih pula
muatan-muatan isi/materi (komponen substansi) yang
tumpang tindih satu dengan yang lainnya bertentangan,
- maka akan bepengaruh pada sikap-sikap dan nilai-nilai
dari masyarakat (komponen kultural) yang dipatok pada
prinsip-prinsip dasar normatif "“konsep paer”.

Dihubungkan dengan koneepsi “legal system” yang
dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam konteks

"significance of law” (makna sosial hukum) terdapat

rerbenturan nilai-nilag vang dipengaruhi ocleh
kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya (legal
culture).

Keserasian hubungan dalam pluralisme hukum penguasaan/
pemilikan ("pendaftaran hak atas tanah”), pemanfaatan
lahan mengalami gangguan-gangguan yang menimbulkan

konflik-konflik yang berkepanjangan.

TESIS Signifikansi sosial pendaftaran .... - Yanis Maladi




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB V

SIMPULAN

Simpulan
Hukum pertanahan Indonesia pada prinsipnya menganut
asas fungsi sosial yang di dalamnya mengandung asas:
kekeluargaan/gotong royong {berdasarkan hukum adat).
keseimbangan dan manfaat. |
Sedangkan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan
lahan semenjak berlakunya UUPA 1960 (di dalamnya
termasuk Hukum Adat) peraturan sebelumnya tidak
berlaku lagi (mencabut: Agrarische Wet 5.1870-55;
Domeinverklaring S. 1870-118: Buku Il KUH Perdata).
Khueus bideng Pendaftaran Tanah berlaku PP Nomor
27 Tahun 1997, peraturan sebelumnya tidak berlaku
lagi (mencabut: ketentuan Overschrijvings brdonantie
5. 1834-17: Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun
1959; PP Nomor 10 Tahun 1961):
Kongepsi hak-lama atas tanah (menurut Hukum Adat)
tentang penguasaan, pemilikan maupun pemanfaatannya
di dalamnya mengandung prinsip-prinsip dasar yang
mempunyal tujuan:
- materiil] adalah menyandarkan diri pada prinsip
kehidupan duniawi, pertimbangan-pertimbangan
rasional, legal dan kondisional yang perwujudannya

sangat tergantung kepada “kiat hidup” pemilik

194
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tanah. berupa sikap pandaﬁg, sikap tindak serta
kesempatan yang dimilikinya.

- immateriil adalah menyandarkan diri pada rrinsip
vang tergantung pada keyakinan dialam ideal dan
holistik. Tujuan ini merupakan tujuan Jangka
panjang yang ditata sejak pemilik tanah hidup di
dunia. Ia bergantung langsung kepada sang
pencipta, tata—aturan serta makna yang terkandung
di dalamnya merupakan perintah yang wajib ditaati:

3. Berlakunya THukui Adat"” secara yuridis formal masih
tetap diakui di dalam sistem hukum Indonesia, UUPA
telah memberikan Jjaminan konstitusional bagi setiap
wargﬁ negara untuk memperoleh sebidang tanah, bagi
gumber kehidupan mereka dengan diharuskan untuk
memanfaatkan, kecuali Jika diterlantarkan haknya
akan hilang/dicabut. Jadi sifat-sifat "mulur-
menguret” (Djojodiguno) atau "elastis” (Iman Sudiat
dan Moh. Koesnoe) atau "menguncup mengembang segara
timbal balik” (Ter Haar) yang dianut oleh hukum adat
masih berlaku.

Demikian halnya "konsep paer” di Pulau Lombok
memiliki sifat dimana disebutkan: tanah yvang
ditinggalkan oleh pengelolanya Jjatuh kembali menjadi
hak persekutuan (communal right).

Pemahaman ensesi ‘paer” hubungannya dengan 'hak-hak
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atas tanah adalah sangat mengﬁtamakan ukuran bersama
(signifikan) serta nilai-nilai yang telah dihormati
dan  mengakar kuat. Sehingga para anggotanya
mempunvai kecendrungan untuk mempertahankan konsep
ideal ini karena disamping telah mengakar pada
kehidupan secéra turun—-timurun, jugé telah

memperoleh legitimasi dari Pemerintah (Pasal 5

UUPA) .
Diakuinya eksistensi hak-lama perihal
rendaftanan tanah terutama untuk penerbitan

sertifikat dilakukan melalui lembaga konversi.
Sedangkan untuk pembuktian hak-lama lebih sederhana
dari pembuktian hak-hak baru. Pembuktian atas hak-
lama untuk pendaftaran cukup sederhanal vakni:
Rertams, untuk adanya hak tersebut berupa bukti
tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang
bersangkutan yang kadar kebenarannya ditimbang oleh
Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah atau oleh Kepala
Kantor Badan Pertanahan Nagional, secara sistematik,
sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak:; Jedua
dalam hal tidak lagi tersedia pembuktian secara
lengkap seperti uraian pertama, pembukuan hak dapat
dilakukan berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah
vang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara

berturut-turut, disini berlaku lembaga pelepasan hak

TESIS Signifikansi sosial pendaftaran .... Yanis Maladi

l:_:ll_u




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

atau rechtsverwerking;

4. Peraturan dasar kebijaksanaan pendatrtaran #anah pada
intinya Pasal 19 ayat (2) angka c UUPA ditambah PP
10 Tehun 1960 yang sekarang diganti PP 24 Tahun 1997
tentang "Pendaftaran Tanah”.

Signifikansi sosial hukum pendaftaran tanah pada
unit-aksi para pemegang peran (aktor) tergambar pada
kemampuan mereka untuk mengadaptasikan diri, dimana
unsur-unsur yvang terdapat dalam persekutuan hukum
yang disebut “paer” berdampingan secara seimbang dan
gerasi untuk mewujudkan keinginan mendaftarkan
tanah. dengan tujuan memperoleh kepastian hukum dan
pemanfaatan hukum dalam melindungi'kepentingan hak-
hak atas tanah. untuk terhindar dari konflik-konflik
maupun mencegah pihak-pihak tertentu (dari Iuar)
yang akan menggusur, memaksakan kehendak untuk
melepaskan tanahnya dan lain-lain.

Keinginan warga masyarakat untuk me lakukan
pendaftran tanah menunjukan bahwa pemanfaatan hukum
dirasakan dapat melindungi, memberi jaminan atas
penguasaan dan pemilikan tanah. Sarana hukum yang
ada benar-benar mereka manfaatkan/gunakan: sejalan
dengan tujuan mereka, sehingga terjadl reproduksi

terhadap hal/perbuatan yang sama: .
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5. Semenjak masuknya program kebariwisataan di Pulau
Lombok. khususnya pada lokasi penelitian rasa aman,
tertib, serasi dan suasana harmonis dalam
pemanfaatan lahan mulai terusik atau terganggu
karena adanya kehendak atau keinginan Pemerintah
(PEMDA) untuk menjadikan tanah/lshan mereka, untuk
Usaﬁa Kawasan Pariwisata. Yang menjadi dasar atau
alasan pembenaran (Jjustification) pihaek PEMDA atas
pengambilalihan fungsi penggunaan/pemanfastan lahan
untuk meningkatkan pen-dapatan asli daerah
{pemasukan devisa negara) untuk membliayail
pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyaggkat
umumnya.

Penguasaan maupun pemilikan tanah harus terikat
oleh asas fungsi sosial; Jadi sikap tindak
Pemerintah yang hendak mengalihkan fungsi tanah-
tanah milik warga masyarakat semata-mata untuk
kepentingan umum.

Adanya perﬁedaan sikap pandang pfhak—pihak
terutama Pemerintah yang hendak mengalihkan fungsi
pemanfaatan tanah-tanah milik masyarakat tidak
semudah yang dibayangkan: reaksi warga masyarakat
mulai timbul, mereka lebih cendrung untuk
mempertshankan tanahnya/ tidak bersedia melepaskan

tanah:

TESIS Signifikansi sosial pendaftaran .... ' Yanis Maladi



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

6. Pengaruh yang dirasakan pada.sisi kehidupan hukumn
masyarakat atas kebijaksanaan Pemerintah (PEMDA)
bidang kepariwisataan: pertams. bahwa prinsip-
pringip dasar hak-hak warga masyarakat atas tanah
vang dipatok pada ketentuan normatif “"konsep paer”
atau “gumi-paer” tidak lagi diskui eksistensinya,
Pemerintah mengganggar mereka sebatas penggarap
diatas tanah negara;
kedus, Pemerintah membuat kebijaksanaan baru, bahwa
tanah-tanah hak-milik yang terletak dilokasi yang
telah ditetapkan menjadi Usaha Kawasan Pariwisata
ditangguhkan/dihentikan (menjadi status que) tidak
boleh dilakukan pendaftaran hak maupun mengalihkan
hak dalam bentuk apapun. Langkah ini ditempuh untuk
mencegah pengusaha spikulan atau calo—caio tanah;
Ketiga, keleluasaan warga masyarakat untuk melakukan
trasaksi keperdataan, terutama bagl tanah-tanah hak-
milik vang telah didaftarkan (yang memiliki
sertifikat) untuk Jjual-beli tidak dapat dilakukan
dengan leluasa. Mereka  ditekan/dipaksa  harus
mau/bersedia menerima gantl rugi menurut patokan
normatif harga dasar yvang ditetapkan oleh Pemerintah
(PEMDA) ;

Timbulnya sengketa hak diantara para pihak tidak

lagi dapat diatasi sendiri karena tatanan nilai-
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nilai sosio-kultural yang berakar dalam kehidupan
mereka tidak lagi memiliki kekuatan mengatur
disebabkan adanya pengarul-pengarth eksteren maupun
tekanan-tekanan dari luar tidak lagi mereka dapat

atasi.
Suasana harmonis keaneka ragaman norma
(pluralisme hukum) yang berasal dari adat-istiadat,
agama dan uu yang semula benar-benar merela rasakan
| " manfaatnya dalam tingkah laku pendaftaran tanah
tidak lagi menjadi kenyataan (tinggal harapan) saja.
Terusiknya sisi kehidupan hukum masyarakat, oleh
adanya kebijaksanaan baru Pemerintah, yakni
menjadikan lahan garapan mata pencaharian hidup
sebagai usaha kawasan pariwisata, berpengaruh pula
kepada perilaku hukum warga masyarakat: mereka tidak
lagi mau mengikuti (tidak taat) dan tidak lagi
mereproduksinya terhadap perilaku yang sama. BS3ikap
ini terlihat pada adanya keengganan atau tidak
bersedia melepaskan tanahnya untuk dijadikan wussaha
kawasan pariwisata. Disamping itu mereka
menolak/berkeberatan atas Surat Keputusan (sSK)
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah Nomor
70 Tahun 1990 tentang "harga dasar ganti rugi”

tanah~-tanah masyarakat di lokasi penelitian.
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B. Saran

Pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan
khususnya di Pulau Lombok sesungguhnya memiliki prospek
yang cukup cerah, disebabkan oleh dukungan dlam vyang
memiliki potensi sangat memadai terutama  untuk
pengembangan wisata pantai, zeni budaya, wisata baru,
wisata petualang alam, taman rekreasi laut dan lain-
lain.

Namun demikian, perihal penyediaan Ugaha Kawasan
Pariwisata, sangat banyak membutuhkan lahan/tanah untuk
pembangunan Hotel maupun sarana penunjang lainnya. Maka
dapat disarankan sebagal berikut: |
1. Pemerintah selaku penentu kebijakan bidang

penyediaan tanah/lahan harus bersikap tindak yang
lebih arif dalam melihat hukum pertanahan yang
berlaku kaitan dengan penguasaan, pemilikan dan
pemanfaatan lahan.

Kebijakan yang ditempuh selama ini kurang/tidak
sejalan dengan tujuan hukum sebagai "kepastian” dan
I"manfaat" perlindungan kepentingan pihak-pihak vang
membutuhkan. Sehingga akibatnya banyak menimbulkan
sengketa yang banyak merugikan rakyat kecil, untuk
itu dissrankan dalam menyusun kebijakasanaan
hepdaknya. tidak terpaku pada hukum positif (uuw)

melainkan kebijakan atau norma bersama (pl&raliame
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hukwm) yang tumbuh dan berkembang secara kondisional
ditengah-tengah masyarakat (“out skin” aof law):
Perihal “pendaftaran Tanah” sesungguhnya telah
terjalin hubungan yang serasi, seimbang dan harmonis
diantara keanekaragaman norma yang ada dan berlaku
ditengah-tengah masyarakat (norma adat, agama. uu)}
dalam perilaku pemegang peran {aktor) untuk
mendaftarkan tanahnya melalui Iembaga konversli
tetapi getelah masuknya program kepariwisataan
suasananya menjadi lain. ironisnya bahwa ?ksiatensi
hak-hak atas tanah warga maasyarakat khusuenya di
lokasi penelitian tidak lagi diakui oleh Pemerintah.
Maka untuk hal ini, dapat disarankan agar &upaya
Pemerintah konsisten menjalankan peraturan hukum
pertanahan yang ada. Juga sangat diharapkan supaya
produk-produk hukum (UU  maupun PERDA) bidang

kepariwisataan tidak terjadi pengaturan tumpang-

_tindih. Apsbila hal ini terus terjadi akan dapat

berpengaruh kepada kewibawaan Pemerintah selaku

penentu kebijakan.
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